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BAB I V

PENDAHULUAN

Latar Belakang MasalahA.

Dewasa ini, pencatatan perkawiiaan bagi umat

muslim menjadi trend bahkan menjadi kebutuhan bagi

kehidupan keluargaiaya. Kecenderuiagan ini

misalnya pencatatan perkawinan menjadi salah satu

persoalan yang dibahas dalam peraturan perundang-

undangan perkawinan muslim di beberapa negara Islam

dengan berbagai variasi ketentuan. Sementara pembahasan

pencatatan perkawinan dalam kitab-kitab fiqh tradisional

tidak ditemukan. Sejauh ini haiaya ditemukan konsep nikah

sirri dalam kitab al-Mudaiuioanah, karya Salmun,’

pembahasan tentang fungsi saksi dalam perkawinan oleh

bisa dilihat

dan

fuqaha lain.

Yang dimaksud dengan negara Islam di smi adalah

negara yang persentase penduduk muslimnya lebih dari

Al-bin Sa'id at-Tanukhi,Al-Imam Muhammad Sahnun

Mudaioivanah al-Kubra (Beirut : Dar Shadir, 1323 H), III, him. 194

1



muslim, daii (3) negara-negara yaiag berpenduduk muslim

minoritas. Negara Islam adalah negara yarag secara

eksplisit dan atau formal-konstitusional menyatakan

dirinya sebagai negara Islam, seperti Arab Saudi, Iran,

Sudan, dan lain-lain. Dan yang secara formal-konstitusional

menyatakan bahwa Islam sebagai agama resmi negara itu,

misalnya, Brunei Darussalam dan Malaysia.^

Negara-negara Islam yang memiliki penuadaiag-

undangan perkawinan muslim yang secara jelas membahas

permasalahan pencatatan perkawinan antara lam

Indonesia, Malaysia, Brunei, Singapura, Mesir, Iran,

Libanon, Syiria, Pakistan, Libya, Yordan, daia Yaman.

Secara umum, undang-undaiag perkawinan muslim

kontemporer di beberapa negara Islam mengharuskan

pencatatan perkawinan, kecuali Al-Jazair yang tidak

mencantumkan aturan tentemg pencatatan perkawinand

Pencatatan perkawinaia di badonesia menurut pasal

2 ayat 2 UU No. 1 tahun 1974 merupakan keharusan bagi

salmya perkawinan menurut negara. Keharusan ini

ditujukan bukan hanya kepada warga negara Indonesia

yang muslim, tetapi juga kepada warga non-muslim.

Sementara ada pendapat lain yang mengatakan bahwa

50% dari keseluruhan jumlah penduduk.^ Organisasi

Konferensi Islam (OKI)^ menjadikan persentasi penduduk

muslim ini sebagai standart utama dalam menerima dan

menetapkan negara-negara yang berhak menjadi anggota

OKI. Kini OKI telah memiliki anggota hdak kurang dari 57

negara, dengan jumlah penduduk sekitar 1,3 miliar jiwa.

Jika di dunia ini terdapat 180 negara, maka hampir

sepertiganya anggota OKI.' Rusia yang jumlah penduduk

muslimnya lebih dari 20 juta jiwa ketika bermaksud

menjadi anggota OKI, sampai sekarang belum diterima,

karena jumlah penduduk muslimnya masih kurang dari

50% populasi penduduk negara tersebut. Demikian juga

India.'^

Selain pertimbangan jumlah penduduk, juga

pertimbangan formal konstitusional negara bersangkutan-

Dari sudut pandang agama Islam dan penduduk muslim,

di dunia ini dapatnegara-negara

dikelompokkan ke dalam tiga kategori; yakni (1) negara-

negara Islam, (2) negara-negara berpenduduk mayoritas

secara umum

Ahmad al-Usairi, Al-Tnrikh al-lslami (alih bahasa Samson Rahman,

"Sejarah Islam Sejak Zaman Nabi Adam Hingga Abad XX'),

(Jakarta: Akbar Media Eka Sarana, 2003), him. 457.

OKI (Organisasi Konferensi Islam) merupakan perscrikatan negara-

negara berpenduduk muslim yang didirikan pada 25 September

1969 di Rabat, Maroko. Lihat Tim Penyusun Ens/k/operf/ /.s/at/h
IV, him. 54.

Media Indonesia, 18 Oktober 2003.

Media Indonesia, 19 Agustus 2003.

^  Muhammad Amin Summa, Hukum Keluargn Islam di Dunia Islam

(Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2005), him. 159.

^  Khoirudin Nasution, Status Wanita di Asia Tenggara : Studi Terhadap

Perundang-undangan Perkawinan Muslim Kontemporer di Indonesia dan

Malaysia (Jakarta : INIS, 2002), him. 158.
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dicatatkan, karena syari'at Islam dalam al-Qur'an maupun

sunnali tidak mengatur secara konkrit tentang keharusan

pencatatan perkawinan. Menarik dicermati, apa yang

dikatakan Ahmad Rofiq, bahwa "nikah sirri" itii hanya sala

menurut fiqh, tidak sah menurut agama dan negara.

Dikatakan tidak sala menurut agama, karena pescm yang

dibawa oleh agama adalah maiversal dibawala prinsip

rahmntnn li al-'alnmin, artinya segala tindakan manusia

hanya dapat dibenarkaia menggmaakan justifikasi agama,

sejaula ia mendataiagkan manfaat bagi kepeiatingan umum

- li tahqiq masalih al-'ammah, bukan kemaslalaatan yang

bersifat peroraiagaia atau kasuistik. Ini berbeda dengan fiqh

yang diformulasikan oleh fuqaha yang dipengamhi oleh

ruang dan waktu. Jadi bisa saja, pendapat seorang ulama

dahulu mendataiagkan kemaslahatan, jika diterapkan

dalam kondisi sekarang akan menimbulkan kemudlarataua.

Oleh karena itu hams dibedakan, bukan dipertentangkan.

Apalagi jika didukung oleh fakta-fakta, bahwa perkawinan

yang tidak dicatat akan menimbulkan kesengsaraan bagi

pihak istri dan anak yang ditinggal suami/ayah tanpa

tanggungjawab yang jelas.^

Sedangkan perundang-undangan

pencatatan perkawinan di Indonesia hanya merupakan

muslim
syarat administrative saja. Khusus bagi warga

Indonesia, ketentuan-ketentuan tentang perkawinan itu

dilengkapi dan dituangkan dalam Kompilasi Hukum Islam

buku pertama. Sementara menurut fiqh bukan merupakan

keharusan bagi muslim untuk mencatatkan perkawinannya

itu. Dalam perspektif undang-undang, perkawinan yang

tidak dicatat oleh lembaga yang meiniliki tugas dan fungsi
Nikahnikah sirri" ataupencatatan sering disebut sebagai

di bawah tangan".

Nikah sirri*^ menurut fiqh adalah sah apabila syai
tidak

at

dan rukun perkawinan itu sudah terpenuhi sekalipun

atau "nikah sirri" juga dikcnal dengan

istiadat

ialankan

Istilah "kavvin sirri

Perkawinan bawah tangan" yaitu perkawinan yang
atau adat

berdasarkan aturan fiqh Islam atau kepercayaan

yang tidak dicatatkan di lembaga pemerintah yang

fungsi pencatatan perkawinan tersebut. Di Indonesia, g
dimaksud adalah Kantor Urusan Agama (KUA)

beragama Islam, dan Kantor Catatan Sipil (KCS) bagi non
Sistem Hukum di Indonesia tidak mengenal istilah per

bawah tangan" dan semacamnya dan tidak mengatur

khusus dalam sebuah peraturan. Namun secara

ini diberikan bagi perkawinan yang tidak dicatatkan dan i ^
memenuhi ketentuan undang-un

. Lihat, CM

ivak

dilakukan tanpa

berlaku, khususnya tentang pencatatan perkawinan

Rofiq, Pembnharuan Huhim Islam di Indonesia,

perkawinan di Indonesia, laikah sirri dianggap tidak sah

menurut

2001), him. 108. Sedangkan menurut pendapatMedia,
nikah sirri tergolong nikah fasakh. Lihat, Mul-iammad 'Urfah al-

Dasuki, Al-Syarh al-Kabir, ]uz. 2, (Bairut; Dar al-Fikr, tt), him. 236.

^  Ahmad Rofiq, Pembaharuan Hukum Islam di Indonesia, Wm. 109.
bahwa nikah sirri adalah perkawinan dimana suami

memberitakan halnya kepa ‘
merahasiakar

nreiTi

kepada para saksi untuk tidak

jama'ah/masyarakat atau istri terdahulu

iri^)'
istri/

, ketika

itu

paU 5lainnyU’
bukan karena khawatir ada kedzaliman atau yang



Kelompok yang mendukung perlunya pencatatan

perkawinan berusaha memperjuangkan urgensi pencatatan

perkawinan ini sebagai keharusan bagi seluruh warga

negara (muslim dan non-muslim) untuk mencatatkan

perkawinannya ke lembaga yang diberi wewenang oleh

pemerintah {iilil amr) untuk menjalankan tugas pencatatan

itu. Di Indonesia, lembaga yang mendapatkan kewenangan

adalah Kantor Urusan Agama (KUA) bagi muslim, dan

Kantor Catatan Sipil (KCS) bagi non-muslim.’^ Upaya ini

dilandasi pemahaman, bahwa dalam Islam, pemerintah

{id\l amri) menurut Al-Mawardi,’^ memiliki dua tugas

utama; pertama, menjaga urusan agama {harasat al-din) dan

kedua, mengatur urusan dunia {siyasat al-dunya) dengan

menciptakan perangkat undang-uiadang demi terealisasi-

nya kemaslahatan umum.

Di sisi lain, pencatatan perkawinan juga merupakan

penegasan yuridis adanya campur tangan pemerintah/

penguasa dalam setiap perkawineua. Hal ini dimaksudkan

untuk mengeliminir kesan, bahkan pemahaman

masyarakat, bahwa perkawinan merupakan urusan pribadi

{individual affairs) yang tidak perlu ada campur tangaia

dan dianggap tidak pemah terjadi, karena tidak memenuhi

salah satu syarat sah perkawinan yaitu pencatatan

perkawinan kepada pegawai pencatat nikah.’” Tanpa

adanya pencatatan, maka perkawinan itu tidak memiliki

kekuatan hukum karena tidak memiliki bukti otentik

berupa akta nikah.”

Oleh karena adanya dua pandangan mengenai

sahnya perkawinan menurut hukum Islam (fiqh) berbeda

menurut undang-undang atau negara, maka wajar terdapat

perdebatan di kalangan kaum muslim sendiri tentang perlu

tidaknya akad perkawinan itu dicatatkan. Batasan perlu
dari

dan tidaknya itu didasarkan pada pemahaman agarna

dan tidakmasing-masing kelompok yang mendukung

mendukung terhadap perlunya pencatatan perkawinan.

Padahal perkawinan merupakan peristiwa penting bagi

setiap manusia. Dari sudut pandang agama, perkawinan
melaluiadalah salah satu bentuk ibadah karena

perkawinan akan terbentuk keluarga yang merupakan unit

terkecil dari masyarakat. Unit-unit keluarga adalah pondasi

yang membentuk suatu negara.
12

Pasal 2 ayat (2) Undang-undang No. 1 tahun 1974 tentang
Liliat/

Perkawinan dan pasal 5 Kompilasi Hukum Islam.
Abdurrahman , Kompilasi Hukum Islam di Indonesia, (Jakarta ●

Akademika Pressindo, 1995), him. 68

Pasal 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam berbunyi " Perkawinan

hanya dapat dibuktikan dengan Akta Nikah yang dibuat
Pegawai Pencatat Nikahlm."

oleh

Abdul Manan, Aneka Masalah Hukum Perdata Islam di Indonesia,

(Jakarta ; Kencana Prenada Media Group, 2006), him. 14
Abu Hasan al-Mawardi, Kitab Ahkam al-Sulthaniyah, (Beirut; Dar al-

Fikr, 1960), him. 5

7

,  6



18

pemerintah.’'' Campur tangan pemerintah dalam hal ini

dimaksudkan untuk memberikan pengayoman kepada

masyarakat demi terwujudnya ketertiban dan keadilan.

Dan ekses-ekses negatif'*^ dari perkawinan yang

dicatatyang kemungkinan timbul adalah alasan utama dari

perlunya pencatatan.’^ Dalam hal ini sesuai dengan prinsip

penciptaan kemaslahatan

kemafsadatan, sebagaimana disebutkan dalam

15

tidak

menghindari

kaidah fiql"' ●

umum dan

Menolak kemafsadatan didahulukan daripada menarik

kemaslahatan.

Meski perkawinan yang tidak dicatatkan tidak sah

menurut hukum/negara dan memiliki ekses-ekses negatif

bagi aiaak dan istri, namun demikian perkawinan tersebut

banyak dilakukan bahkan menjadi mode masa kini yang

timbul dan berkembang diam-diam pada sebagirm

masyarakat Islam. Menurut Ahmad Rofiq,

keharusan pencatatan perkawinan yarig

diundangkan kurang lebih 23 tahun, ternyata masih

dirasakan ada kendala dalam pelaksanaaniaya dan perlu

disosialisaasikan terus, hal iiai disebabkan oleh karena

pemahaman masyarakat yang berorientasi fiqh sentries,

yang dalam kitab-kitab fiqh hampir tidak pemah

dibicarakan, sejalan dengan situasi dan kondisi waktu fiqh

itu ditulis. Misalnya, di Desa Bumianyar-Tanjungbumi -

Bangkalan Madura banyak ditemukan pasangan suami istri

yang tidak mencatatkan perkawinannya, sehingga Saudara

HolilalRo tertarik untuk meneliti faktor apa saja yang

19
peraturaia

sudah

M. Yahya harahap, Informasi Mnteri Kampilnsi Hitkwn Islam
:  LogoS/Peradilan Agamn dalnm Sisteiu Hiiktmi Nnsimwl, (Jakarta

1999), him. 53

Abdul Manan, Anekn Mnsnlnh Hiikum Pcrdaln Isiniu di Indonesia, him-

52

sosial terhadap
istri

Dampak ncgatifnya baik sccara hukum maupun

istri dan terhadap anak adalah; istri secara hukum dianggap
tidak berhak

sosial, ist''*
rakat

tidak sah karena tidak memiliki bukti autentik, dan

atas nafkah, harta gono-gini dan warisan. Dan secara

sulit bersosialisasi dengan masyarakat, karena masya

menganggap ia sebagai "istri simpanan" atau bahkan men ap

label "kumpul kebo". Sedangkan bagi anak, secara .

dianggap anak yang tidak sah (tidak jelas status hukumnya), h

berhak atas nafkah, biaya pendidikan, dan warisan dari ayahny
beban yang

lain/

diahukum.

Dan secara sosial dan psikologis dia menanggung

sangat berat disebut "anak lahir di luar nikah". Lihat antara

Abdul Manan, Aneka Masnlnh Hukum Perdnta Islam di Indonesia,
-  iaGrafindo

51

Ali Hasaballah, Ushul al-Tasyii' al-lslamy, (Kuwait : Daar al-Ma'arif,

tt), him. 309

Ahmad Rofiq, Hukum Islnm di Indonesia, him. 109

Hasil penelitian (tesis) saudara Holilah dengan juduJ : Kawin Siiri

pada Masyarakat madura : (Studi Kasus Tentang Faktor Penyebab dan

Pengaruh Kawin Sirri Terhadap Hubungan dalam Keluarga, di Desa

. Ahmad Rofiq, Hukum Islam di Indonesia, (Jakarta : Raja 20

Persada, 1995), him. 110.

Ridwan, Membongkar Fiqh Negara Wacana Keadilan Jendet

Hukum Keluarga Islam, (Yogyakarta ; Kerjasama PSG S

Purwokerto dan Unggun Rcligi, 2005), him. Ill 9
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sirri di kalangan sebagian

lahir antara lain
menyebabkan terjadinya nikah bavvah tangan tersebut. Di

Pekalongan, menurut penutnran Drs. Masduki^y Kepala

Kantor Departemen Agama Kabupaten Pekalongan kepada

vvartavvan Pikiran Rakyat (PR), menyatakan bahwa tidak

kurang dari 62 pasangan nikah sirri dikawinkan secara

massal oleh Depag. Pekalongan kerjasama dengan

Pengadilan Agama dan Kecamatan Kajen untuk

inendapatkan pengesahan perkawinan mereka menurut

pemerintah/undang-undang.

Adanya nikah

masyarakat itu adalah fakta yang

disebabkan dari sebuah keyakinaia bahwa pencatatan

keharusan perkawinanperkawinan bukan sebagai

berdasarkan pengetahuem agama (fiqh) mereka, dan dalam

berbagai tingkatan (awarn, tokoh masyarakat, tokoh agama

dan selebritis) sebagian cenderung menganggap enteng

persoalan pencatataia perkawinan, menganggap tidak perlu

pencatatan dan surat nikah, karena hal itu tidak pernah

Nabi SAW, dan prosedurnyadiatur pada zaman

merepotkan. Mereka berdalih tidak ada satu pun ketentuan

normatif yang bersifat tekstual yang menyebut secara
Bwninmjar, Kecmnatmi Tanjun^bwui, Knbupntcu Ban^kalan),

Universitas Airlangga, Surabaya. Dijelaskan bahwa faktor

penyebab terjadinya kawin sirri di Desa Bumianyar dibagi menjadi

dua berdasarkan tempat pelaksanaannya, yaitu di Desa Bumianyar

dan di perantauan. Di Bumianyar, kawin sirri disebabkan oleh

kehendak orang tua, keyakinan, ketidaktahuan masyarakat akan

fungsi surat nikah, karena ekonomi, poligami, dan keteledoran

aparat desa atau PPN. Sedang faktor penyebab kawin sirri di

perantauan karena adanya keterbatasan-keterbatasan administrate,

janda, ekonomi, ketidaktahuan masyarakat akan fungsi surat nikah,

keyakinan, poligami, dan tidak direstui orang tua. Ketcrangan lain

dapat dibaca juga pada Abdul Manan, Anekn Masnlah Hukwn
Perdntn Islam di Indonesia, him. 47-48. Antara lain, nikah sirri

disebabkan oleh pengetahuan masyarakat terhadap nilai-nilai yang

terkandung dalam perkawinan masih

kekhawatiran seseorang akan kehilangan

apabila perkawinan baru dicatatkan, tidak adanya izin istri dan

Pengadilan Agama bagi yang mau berpoligami, adanya

kekhawatiran orang tua terhadap anaknya yang sudah lama

rendah, adanya

hak pension janda

langsung.
22

Kecendemngan sebagian masyarakat ini bisa

dibuktikan dengan adanya tokoh masyarakat, tokoh agama

dan selebritis di Indonesia yang melakukan perkawinan di

bawah tangan baik perkawinan untuk istri pertama.

maupun bagi istri kedua, ketiga dan keempat, atau yang

sering disebut sebagai "poligami liar". Misalnya poligami

dilakukan oleh H. Roma Irama. Dalam petikanyang

wawancara antara Roma Irama dengaia wartawan Gatra,

yang dimuat pada edisi 28 beredar Seiain 26 Mei 2003

disebutkan. Ketika Roma Irama ditanya berapa sebenarnya

jumlah istri Anda ? Roma Irama menjawab, "Saya tidak

bergaul rapat dengan calon suaminya dll.

Dikutip dari koran Pikiran Rakyat, hasil wawancan

Pikiran Rakyat dengan Drs. Masduki, Kamis, 7 Agustus

Pekalongan.

w
Wacann Keadilnn Jender dalanRidwan, Membongkar Fiqh Negara

Hukwn Keluarga Islam, him. 113
artawan

2003. di
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mungkin didamaikan. Yang terjadi kemudian hubungan

keluarga mereka semakin jauh bahkan komunikasi pun

itu sangatbisa katakan padn Anda, karcna buat saya

personal. Yang pasti, saya adalab pria yang berpoliganu-
Kemudian

Yang pasti
tidak lagi ada.

, istri saya lebib dari satu.

ditanyakan lagi, mengapa Anda

jumlab istri Anda, sementara Anda yakin

berpoligami? Jawab Roma Iraina “Mungkin

adalab public figure. Di Indonesia ini

berkonotasi negative, sementara orang yang

menolak
Di lain pibak pencatatan perkawinan dalam konteks

law and order merupakan sesuatu yang mutlak diperlukan.

itu, pemerintab dalam rangka mengayomi

masyarakat membuat aturan demi tertib administrasi

perkawinan. Balakan jaub sebelum kemerdekaan Indonesia,

sejak zaman penjajaban Belanda, tepabaya pada tahun 1829

M, sudab ada lembaga yang menjalankan fungsi catatan

sipil yang dikenal dengan nama Burgerlijke Staiads (BS),

yang fungsinya tidak banya terbatas pada pencatatan

perkawinan, kelabiran, kematian, perceraian, pengakuan

anak, dan pengesaban anak melainkan juga

Karena

termasuk

rnenyebutkan

dengan piUlia^

karena saya

kan poligan^

berdisko na

dan melacLir, bangga akan bal itu. Kalau yang gonta g

cewek di bar-bar atari nightclub, itu sebuab prestasi

kat modem. P^dahal,

Allab, prestas*

leaderslaip

sebuab kebanggaan buat masyara

poligami adalab sesuatu yang balal, di jalan

dan sesuatu ycang mulia karena menunjukkan
untuk menikabkan secara perdata.

Menurut UU Perkawinan di badonesia pasal 2, ayat

(1) perkawinan adalala sab, apabila dilaksaiaakan menurut

bukum masing-masing agamanya daia kepercayaamaya

(2) Tiap-tiap perkawinan dicatat menumt peraturan

perundaiag-undangaia yaiag berlaku.

dimaksud adalab UU No. 22 tabun 1946 tentang Pencatataia

Nikab, Talak dan Rujuk diberlakukan untuk Jawa dan

Madura dan UU No. 32 Tabun 1954 tentang Pencatatan

Nikab, Talak dan Rujuk rmtuk selumb nusantara.

itu.

Peraturan yang

24

seseorang yang oke."^'’

Jawaban Roma Irama dalam

memberikan kesan merabasiakan

itu
wawancara

istri-istri behau

diketahui public. Karena itu wajar masyarakat ada

menilai babwa Roma Irama melakukan poligat^

menghadapi reaUta*

itu, sekabpu

tukun

dan Roma Irama juga tidak jantan

yang mungkin timbul dari poligaminya

di^n

meyakini kehalalan poligami. Dan masi

"pernikaban liar" yang terpublikasikan

tersentub media

ib banyak U

massa maupun yang tidak

i kastis
gi

melalrii

diketab^*

tidab
Biasanva

j

masyarakat ketika terjadi

informasi nikab sir
itu

ri seseorang

konflik keluarga yang

Abdul Manan, Amka Masalnh Hukum Perdata Islam di Indonesia, him.
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pendapat kedua, terbukti dalam sebuah keputusan kasasi

Reg. No. 1948/K/PID/1991 tentang perkara poHgami liar,

kawin di bawah tangan dan tidak dicatat pada instansi

yang berwenang mengemukakan bahwa perkawiiaan yaiag

sah secara yuridis formal adalah yang telah terpenulii

ketentuan pasal 2 ayat (1) dan ayat (2) UU No. 1 tahun 1974

secara komulatif.^*

Disamping problem di atas, dalam konteks nikah

beda agama yang juga memiliki kewajiban yang

sebagai warga negara Iiadonesia untuk mencatatkan

perkawinannya di lembaga yang berwenang, menurut

Nuryamin Aini, ada problem krusial bagi pasangan beda

agama yang secara serins hendak melakukan perkawinan

biasanya adalcih keterjepitan di antara dua kutub ekstriin :

pemikahan sebagai hak privat dengan stigmatisasi

keharaman nikah beda agama plus resistensi birokrasi.

Akibatnya, seperti temuan penelitian Nuryamin Aini,

alumnus Fliiaders Uiaiversity, Australia, pasutri (pasangan

suami istri) beda agama sering

(manipulasi hukum) dan bersikap ambivalen dan hipokrit

(munafik) sekadar untuk lolos dari jebakan birokrasi

pencatatan perkawinan.

Menurut Nuryamin Aini, ada hal yang mendasar

yang perlu dicermati; biasanya cara beragama seseoreuag

sama

melakukan hilah

pada pasal 2 UU ^

masih jTienyisakan

Dari dua a\ml yang ada

sebennrnva1974 ini.tahu n

tidak dicatat
pennasninhan, apakah perkawinan yang

sesuai dengan ketentuan yang berlaku itu

yuridis formal atarikah bisa digolongkan sebagai n

sah secara

kepada
pembatalannyasehingga bisa dimintakan

Pengadilan Agama? Terhadap ketentua

sekarang ahli hukum baik di kalangan praktisi

di ata

i

s, sanap^'"

 maupun

formal●id is
akademisi masih berbeda pendapat tentang yui

sahnya perkawinan. Tentang hal ini ada dua pm

yang berkembang, yaitu (1) bahwa perkawinan

tidak dikategorikan sebagai uiknh fnsid sebab

idapat

tersebut

sahi'^y^'*

nienuf“‘

ia, sed<''"8
dakan

.gebut
n

tel

dilaksanakanperkawinan itu cukup apabila

ketentuan pasal 2 ayat (1) UU No. 1 tahun 1974 saja,
2) hanya

ti
pencatatan perkawinan (ayat

administrasi saja. Pendapat kedua (2), perkavvinai

digolongkan niknh fnsid dan bagi pihak yang

dapat dimintakan pembatalan kepiada Pengadilan
kan pm"'

di

Tampaknya pendapat pertama mengguna.  .

ikanrug

Agamm^'
jekatm^

tarjih / tlinriqnt al-tnrjih (mengunggulkan ayat per j^pat
. Sementara pm"* 'iayat kedua) pasal 2 UU perkawinan

kedua pendek^menggunakan tanlthariqnt
■  1 9 TllJperkavVir'

(menggabungkan kedua ayat dan pasal z rj k
lebih condong

n

adkep
Mahkamah Agung RI tampaknya

)-

a

Abdul Manan, Aneka Masalah Hukum Perdatn Islam di Indonesia, him.
50
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hukum Islam itu tidak dibuatsuatu negen, agar

berdasarkan asumsi-asumsi belaka tanpa melihat data
formal,

adalah sesuatu yang paling susah diatur secara

Ketika berbicnrn hnl yang sangat pribadi, lalu agama

pemerintah mencoba mengatui'nya, maka yang

adalali munculnya orang-orang yang

bcrkclit (hilnh).-''

wawancara itu juga disampaikan

can a
dDan

hasil per’

mencari cclah untuk
e

atau

pirik yang ada di negeri itu. Demikian halnya dengan

rgensi pencatatan perkawinan hendaknya dikaji untuk

dapatkan relevansinya dengan realitas yang ada.

Karena tidak ada satu pun nash baik al-Qur'an maupun

hadits yaiag konkrit menjelaskan keharusan pencatatan

perkawinan, maka diperlukan ijtihad para yuris

untuk mendapatkan status hukumnya. Untuk seimpai pada

kesimpulan hukum yang berbobot, para yuris Islam dalam

melakukan ijtihad, menggunakan metode ijtihad (ushul

fiqh) secara tepat dengan menggali illat hukumiaya

tepat pula. Di sinilala perlunya penelitiem ini dilakukan

untuk mengungkap landasan

meneiatukan perlu tidakiaya pencatatan perkawinan.

em

men

Islam

secara

metodologis dalam

alam

litian

tahrm

karta
pcndudukNuryamin Aini, berdasarkan data sensus

1980, 1990 dan 2000 provinsi Daerah Istimewa Yogya

(PBA)
sample

menunjukkan bahwa perkawinan beda agama

dijadikantercatat di data sensus penduduk yang

penelitian jumlahnya lebih besar dari data p
erkawinan

Sipil (KOI-
serins

-ik

selamat"

ya

beda agama yang dicatatkan di Kantor Catalan

Ini berarti pasangan PBA mempunyai problem

tingkat birokrasi pencatatan perkawinan

hipokrit, ainbivalen dan melakukan /u'/r?// untuk

Ban

sedikit /‘-"'S
Pembatasan dan Perumusan MasalahB.

dari kesulitan birokrasi ini. Bahkan, tidak

tuk menggamp
pura-pura pindah agama sekadar un

bahwa masalahtelah disebutkan.Di depan

pencatatan perkawinan telala menjadi kebutuhan hidup

itu dicantumkaia dalamberkeluarga
dalam pengurusan pencatatan perkawinan. di

/ data
, dan karena

perundang-undangan di berbagai Negara Islam di belahan

Indonesia, Malaysia, Bruneidunia iiai, antara lain

●kan
Beberapa kasus yang penulis papai

lah sebuah reahtas
dandasai-

baikIslam

terkait dengan hukum Islam ada

empirik yang harus dijadikan pertimbangan

bag’

darussalam, Singapura, Mesir, Iran, Syiria, Libya, Yordan,

Tunisia, A1 Jazair, Maroko dan Irak, maka dengan berbagai
iiai akanketerbatasan kemampuan peneliti

-undang
yuris muslim dalam merumuskan hukum

berupa fiqh maupun peraturan perundang

diaia

, penelitian

memfokuskan kajian pencatatan perkawinein dalam19

2' Wawancara Ulil Abshor Abdala dengan

Juni 2003, dimuat dalam internet tanggal 22 Juni 2
Fakta Empiris Nikah Beda Agama.
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Tujuan dan Signifikansi Penelitian
perundang-Lindangan keluarga muslim di beberapa negara '-●

yang disebutkan di atas, sedangkan mengenai sejarah Tujuan penelitian ini adalah:

perkembangan hukumnya hanya akan dibahas delapan

negara, yakni Indonesia, Malaysia, Iran, Tunisia, Syiria,
Mesir, Yordania dan Irak.

1. Untuk mengetahui konsep dan ketentuan

pencatatan perkawinan yang terdapat dalam kitab

fiqh dan perundang-undangan perkawinan muslim

kontemporer di beberapa Negara Islam.

2. Untuk mengetahui status hukum pencatatan

perkawinan berdasarkan metodologi istinbath

pencatatan

muslim agar

metodologiS/
secara

dalam

Perbincangan perlu tidaknya

perkawinan di kalangan masyarakat

perunuisannya mendapatkan sandaran

menarik dan perlu dikaji

oleh karena itu persoalan pokok

penelitian ini adalah Bagaimana ketentuan pencatatan

perkawinan ditinjau dari fiqh Islam? Fokus penelitian

untuk mencari landasan metodologis bagi ketentuan

dan tidaknya pencatatan perkawinan. Dari pokok masala

tersebut dapat dijabarkan melalui beberapa pertany
berikut;

menurut peneliti

mendalam.

ini

hukum.

Adapun signifikansi penelitian ini adalah :

Untuk melengkapi informasi secara utuh tentang

konsep, ketentuan dan status hukum pencatatan
dalam permadang-undanganperkawinan

1.

perkawinan muslim di beberapa negara Islam yaiag

digali melalui metodologi istinbath hukum.i

D. Kajian Pustaka

Sudah ada beberapa penelitian mengenai

pencatatan perkawinan, meskipun hanya sebagai sub

bagian dari keseluruhan penelitian, antara lain pertama,

penelitian disertasi Khoirudin Nasution berjudul "Status

Wanita di Asia Tenggara : Studi Terhadap Perundang-

undangan Perkawinan Muslim Kontemporer di Indonesia

dan Malaysia". Persoalan yang dibahas dalam kajian iiti

mengenai poligami, pencatatan perkawinan, peran wali

dalani1. Bagaimana ketentuan pencatatan perkawinan

kitab-kitab fiqh tradisional?

2. Bagaimana konsep pencatatan perkawinan

perkawinanperundang-undangan

dalaPi

kontemporer?

3. Bagaimana kedudukan pencatatan perkawim

dalam perspektif metodologi istinbath hukum?

19
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dalam KHI pencatatan perkawinan itu merupakan

keharusan dan perkawinan yang tidak tercatat dipandang

tidak mempunyai kekuatan hukum. Penelitian ini juga

tidak menyinggung persoalan metodologi istinbath

asalah perceraian,

^ penelitian
(.kin kebebasan mcmpelai wanitn serta m

Trrk.iil dcns.in m.is.il.ih penailatnn perkawinan

ini berhasil nu'iult'skripsikan pcndapal iniain n
i Ringsi

kilab fiqh mengenai hukumnya.di beberapaIr I'd a pat informasi/cbarkan i Karya lain yang membahas tentang Undaiag-undeuag

Perkawinan Muslim Malaysia ditulis oleh Ahilemah Joned

dalam sebuala artikeld® Artikel yang ditulis sebagai

penghormatan kepada Profesor Tan Sri Datuk Ahmad

Ibrahim ini memfokuskan pada masalah keharusma

pencatatan perkawinan, aturan umur mimmal boleh kawin,

keharusan persetujuan para calon, kewenangeui wali dalam

mu man dan men)

[ersebut. Perso
sk'bagai sarana pungu

pernikahantentang

Catalan
alan

hanya

j^lioirtitiin

dan
Ich fuqaha,

Kenuidian
■rkawinan tidak disinggung o

di babas.saja yang dari

inc'ncoba me
nikab

\asution

konsep i

bidang |

Lindangan pei

I’c-nel itian

metodologi

'rkawinan.

sirn

iradis

P^

iakan
,iih,l bcnluk keberanpi-

oreri  kontemp
dalam

pernr«l‘-''’8'
[diilay®®

inas'-''''''

ional (I'iqb) kc teori

pnrk.iuin.in >mng ternumt
.Pnunnnn nrr.slinr di Indoncs.a

in, sedikU pnn tidak meny,ngg»'V

istinbath hukum

dalam

ptentang

perkawinan dan poligami.

Ada beberapa tulisan mengenai pencatatan

perkawinan dalam beberapa buku, hanya saja masaMa

pencatatan perkawmaia rata-rata dibahas secara singkat,

dituangkan dalam satu bab dari beberapa bab dalam buku

tersebut. Misalnya buku "Hukum Islam di Indonesia" dan

"Pembaharuan Hukum Islam di Indonesia", karya Ahmad

Rofiq. Di dalam buku mi sudala dijelaskan manfaat, akibat

tidak adanya pencatatan perkawinan,

menyinggung beberapa metode istinbat hukumnya, yaitu

daia sudah

tatan
e

kuti
Ytisui Rami an

Islam

esia
ditian di.sertasi diKedua, pene

Icajiaa

caloa

Hukum
pokol^

erka

depa^

Pembaharuan

ilasi Hukum
juduldengan

(SluJi Tenl.ing Kompi
diserl..,si ini mnngen.n. pu'C

Isl

dalam

am) ●

itatan P

-setujuan

pembnlasan usi.n kawin .an

,,enrpelai, i.in poligami, perejn^

pt'iigadilan, fitnah sebagai sa . j^gkaf abl'

di

,h„ waris pengganti, J '.^kawinan, P

d

a
„.akaf, Terkait dengan penca a..

ris>'\va
Keupayaan dan Hak Wanita Islam LtntukAhilemah Joned,

Berkahwin : Indah Khabar daripada Rupa", dalam Mnkalah Undang-
undang Menghonnati Ahmad Ibrahim, oleh Fakulti Undang-undang
Universiti Malaya (Kuala Lumpur : Percetakan Dewan Bahasa dan

28

aJ'*
el^eP

l Pustaka, 1988), him. 1-41.
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(tujuan syara' dalam menetapkan hukum) melalui metode

mashlahah mursalah, qiyas, syaddu al-dznri ah, urf, dan

metode siyasah syar'iyyah. Untuk memahami peiiu tidaknya

pencatatan perkawiiaan dapat dikemukakan dua bentuk

pendekatan sebagciimana disebut di atas.

Pendekatan melalui kaidah-kaidah kebahasaan

adalah untuk mengetahui dalil-dalil yang am dan khdsh,

nash dan dzdhir, 'nmr dan nahi dan sebagainya. Dalam

kaidah-kaidah kebahasaan ini dikemukakan cara-cara

menyelesaikan dalil-dalil yang bertentangan secara dzdhir,

sehingga seluruh dalil yang ada dalam al-Qur an dan

sunnah dapat dipahami serta diamalkan. Deng^ln

pendekatan iiai, perlu tidaknya pencatatan perkawinan

dapat didekati langsung dengan nash (al-Qur'an dan atau

sunnah), klaususnya Q.S. Al-Baqarah ay at 282 yang

berbicara tentang anjuran pencatatan dalam

mu'amalah, kemudian QS. Al-Baqarah ayat 235 dan 237,

QS. Al-Maidala ayat 1 yang berbicara tentang akad, serta

hadits-hadits yang terkait dengan ayat-ayat di atas.

Pendekatan maqdshid syarVah, penekanannya

terletak pada upaya menyingkap daia menjelaskan hukum

dari pencatatan perkawinan dalam kehidupan

sekarang melalui pertimbangan maksud-maksud syara'

dalam menetapkan hukum. Teori yemg digimakan untuk

menyingkap daia menjelaskan hukum dalam berbagai

kasus yang hdak ada nashnya secara

hal

masa

khusus, termasuk

hlcih.ih mursalah dan metode qiyas, namun menurutmas

masih perlu diperdalam lagi mengenai
tentang

amatan penulis

i lia I hukumnya, dan penjabaran

Demikian juga dalam buku
pi'nenluan

katc'gori

.'\ lu'ka

kemaslahatannya

Masalah Mukum perdata
Islam di Indonesia,

Fiqli
Membongkar

Abdul Manan, dan buku

Kidwan, sebagaimana

kar\a

W'gara karva

hukunv., Ahm.Kl KoIk,. Pnn menurut nmaPn p

k.,mi scbul di .-il.is, bclum
di beberapa

penjelasan

ada

kcH'mpat buku N'ani
rkavvinan

dalam

enulis, dan

 yang

pasal

uacatatan pe ataa
mom-inggung p<- -

M-undang-undangan

Islama
beberapa negai

duduknya

di -butan

imbangki-"
buku'b^'*''^

amatni’

kinan

uslim. Penyem
> mavo'-itas pen

ni’gara \'ang -

(  buku di atas ac'mpa
da lab mempertim

dibandingkan

berdasarkan

berkeyn

 agak bias

kilas saja, -se
lis

mbabasannya yang
r

pe

amatan ini, penu

kami lakukan
iriern

mbabasannya
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persoalan kemafsadatan, baik di dmaia maupun di akhirat. Segala

macam kasus hukum, baik yang secara eksplisit diatur

dalam al-Qur'an dan hadits maupun yang dihasilkan

melalui ijtiliad, hams bertitik tolak pada tujuan tersebut.

Dalam kasus hukum yang secara eksplisit dijelaskan dalam

kedua sumber utama fiqih, kemashlahatan dapat ditelusuri

melalui teks yang ada. Jika ternyata kemashlalaatan itu

dijelaskan, maka kemashlahatan itu dijadikan titik tolak

penetapan hukumnya. Kemashlahatan seperti iiai lazim

digolongkan kepada al-mashlaJmh al-mu'taharah?'^

Berbeda halnya jika kemashlahataia itu tidak

dijelaskan secara eksplisit ke dalam kedua sumber utama.

Dalam hal ini peranan mujtaWd sangat penting untuk

menggali dan menemukan "mashlahat" yang terkandung

dalam penetapan hukum. Pada dasarnya hash penelitian

itu dapat diterima, selama tidak bertentangan dengan

mashlahat yang ditetapkan dalam kedua sumber utama

tersebut. Jika terjadi pertentangaia, maka mashlahat

dimaksud digolongkan sebagai al-mashlahah al-mulghah.

Pencarian para ahli ushul fiqh terhadap "mashlahat”

itu diwujudkan dalam bentuk metode ijtilaad. Berbagai

macam istilah telah digunakan oleh mereka untuk

menyebut metode penemuaia hukum. Namun pada

33

pencatatan perkawinan dapat diketahui melalui

’fiursnlah, qh/as, saddv. al-zarVah, shjasah

dari maqashUPada hakekatnya inti

metode ninshlahnh

^}/nr'n/i,ah dan lain-Iain.

i'}/niinh adalah kemaslahatan manusia di dunia dan di

cikhirat.^" Oleh scbab itu, berbagai metode yang digunakaU
untuk

menyingkap dan menjelaskan hukum pada setiap

senantiasayang tidak ada hamsnashnya
kasus

berori
,

lentasi kepada kemashlahatan umat.

Untuk mendapatkan gambaran secara utuh tentang
lima pokokteori

»inqnshid nl-s\/nn'nh, diperlukan penjelasan
kemaslahata p{al-kiilliyynt al-khmns) dengan eringkatnyu

tahsinhdf^'^'

laslahatan, '

Kemudian masing'

berdasarkan
ilihat

{dharurii/i/nt, hdjiyi/dt danmasing-masing'

Uraian ini bertitik tolak dari pokok kern

agama, jivva, aka I, keturunan dan harta

masing dari kelima pokok itu

kepentingan dan kebutuhannya (skala pi

akan d

●ioritasnya).

beberap^
Hubimgan antara Maqdshid al-Sycirt'ah dengan

Metode Ijtihad

Sebagaimana telah dijelaskan, pa

disyari'atkan
kemashlahatan dan sekaligus

da dasarn

Islamhukumu tarn a

memelihara

ttijuaf*ya

adalah

mengh

tukun

indab

Muhammad Kamaluddin Imam,

(Beirut : Jami'atay al-lskandariyyah, 1998 M/
N.isrun Harocn, Mm! F.^h h ().*»«,■. : Log®, '

-  ,.218-21^
Secara rinci mengenai

S

Muhammad Kamaluddin Imam, Nndznriyyah nl-Fiqh fi al-lsldm, him.
'-0

172

Muhammad Kamaluddin Imam, Nadzariyyah nl-Fiqh fi al-lslnm, him.ad
173

.,',d Ran«dh.-.n 0003. Mm
Islamniyah, (Beirut : Mu assasah al-R.s. ^
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'Hint pada kasus tersebut. Contoh dalam bidang

mu'amalah, misalnya tentang hak syuf'at (hak pembelian

bagi seseorang yang berserikat dengan penjual dalam

sebidang tanala atau tempat tiiaggal). Dalam hal ini

persekutuan merupakan 'Hint adanya

Sedangkan hikmat-nya (tujuan atau maksudnya) adalah

untuk menghindari kesulitan yaiag timbul disebabkan

masuknya orang lain yang bukan sekutunya. Dengan

demikian, persekutuan dijadikan sebagai 'Hint adanya hak

syuf'at, karena diduga bahwa masulmya unsur lain dalam

persekutuan itu akan terjadi kesulitan.

Berdasarkan contoh di atas dapat dipahami, bahwa

dalam qiyas penemuan 'Hint dari hikmat sangat menentukan

keberhasilan mujtahid dalam menetapkan hukum. Dari

sinilah dapat dilrhat betapa eratnya hubungan antara

metode qiyns dengan mnqashid al-syan'at. Menurut ahli

ushul, hikmat baru dapat dijadikan 'Hint setelah diketahui

dan ditelusuri maksud disyari'atkan hukum itu. Dan dalam

menentukan maksud dan tujuan hukum, tidak akan lepas

dari memahami mashlahat dan mafsadat yang merupakan

inti dari kajian mnqashid nl-syan'at?'^ Dalam teori pencarian

'Hint dinyatakan bahwa, salah satu syarat diterimanya shifnt

menjadi 'Hint adalah shifnt tersebut hams mundsabat, yakni

sesuai dengan mashlahat yang diduga sebagai tujuan

hak syuf'at.

das.irm-a, somua molode itu bermuara pada upays

i  alat
ponomuan mashlahat, dan mcnjadikannya sebagai

unluk menetapkan hukum yang kasusnya tidak disebutkaa

seeara eksplisit baik dalam al-Qur'an maupun hadits.Atas

dapat dikatakan, bahwa setiap

dipakai oleh para ahU

(.la.sar asumsi ini, maka

melod(' penetapan hukum yang

ushul l iqh bermuara pada maqdshid al-syar? nt-

.1-1

y,id al-sp-'^'
dilili^'Untuk meliiiat hubungan antara mnqn.

hukum, dapat

dalam
erdapat

dengan beberapa metode penetapian

misalnwi a.spek ma.shlahat yang

islihsdii. dan lainn\-a.

t

unsnf

m''tidak ada empat^

nl-'nshl, dan

-at pen ting

hukum
da

Dalam metode qhfds,^^ paling

yang haru.s ada, yakni 'ashi, far'u, hulo”

Dari keempat un.sur itu, 'Hlnt-\ah yang sangr

.sangat menentukan. Ada atau tidak adanya

kasus baru sangat tergantung pada ada atau

daii

lan’

tidak adanya

1999)'
: LogoS/

lyam, .l■athuI■^ahmc^n tiljamil, nisnfat Hukum
him. 1.15
.Vli'nurut 'Abdul Wahab Khalat, qly^'S
kasLi.s vang tidak terdapat hukumnya
yang hukumnya terdapat dalam
'il lat dalam kedua ka.sus hukum itu-
Mnshndir nl-TnsyrV al-Islmui p lun W unt

ash,ni

sud^'
kas^

dal.nm nosh „aan

karena
Lihat 'Abd ah● par

ktiiobye
i deng^"

tuk‘'”^
Qalam, 1972), him. 19 Hikctahui seeara

ialah shifat yang jelas dan dapat

dan ad.-> tolok uknrnya yilannya
ketentuan hukum {mumsP) yang .i^yyasith ft
ad.iny.-, hukum, Lihat Wahbah =l'Zuha.ln
(Dimasyqi : ahMa,hb.V at al--Ilm,yy.at. m%

37
Fathurrahman Djamil, Filsafat Hukum Islam, him. 138
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Metode Penelitian

Sumber Data dan Metode Pengumpulannya

Penelitian ini termasuk kategori penelitian

kepustakaan {library research) yang sifatnya deskriptif analitis

berdasarkan kajian teks. Metode ini digunakan untuk

menggali data, fakta serta teori untuk sampai pada suatu

keyakinan akan kebenaran data dan fakta. Sedangkan

pendekatan yang digunakan dalam penelitiaia ini adalah

normative legal researchd° yaitu penelaahan norma hukum

dengan memfokuskan kajian terhadap teks al-Qur'an,

hadits, kitab fiqh yang ditulis para ulama dan perundang-

undangan. Dalam hal ini peneliti menjadikan teks tafsir al-

Qur'an Surat Al-Baqarah ayat 235, 237 dan 282, QS. Al-

Maidah ayat 1 dan hadits yang terkait, kitab fiqh Al-

Mudawwanah al-Kiibra karya Muhammad Sahnuia (160-240

H/776-854 M) dan al-Mabsut karya al-Sarakhsi, dan pasal

tentang pencatatan perkawinan dalam perundang-

undangan di Indonesia ; UU No.l tahun 1974, Kompilasi

Hukum Islam, UU No. 22 tahun 1946 dan UU No. 32 tahun

1954 serta perundang-undaiagan perkawinan muslim di

beberapa Negara Islam, antara lain, di Mesir : Personal

Status (Amendment) Law 1985 and Earlier Legislation, di

Iraq ; The Code of Personal Status and Supplementary

Laws 1959 - 1984, di Malaysia : The Islamic Family Law

F.

1.

diswiri'atkan
hukum itu.''* Dengan demikian dapat

utamadikatakan bahwa

\aiialkan hukum Islam,

dalam menelapkan luik

Dalam metode istihsan^'* (mencari yang

al-syntUl'

diketahui dengan

nioshlnhnt yang menjadi tujuan

pakan faktor penentu

urn melalui jnlur qiyas.

Ills
meru

terbaik).

mi sa I n\a. piga sangat terkait dengan

Walaupun tlalam qi\/ns jnll 'illnl-nya dapat

)eias, namun pengaruhnya kurang

pengaruh itu akan lebih kuat pada qh/n? Wm/?- Dan dengan

.  hukum itu, mendoron?

s/W/kepadar/n/«sWi4
metode

fiqh menjad'

cfektif, sebaliknyn

tujuan di.synri'atknn

mujtahid untuk beralih dari qiyn^

Metode siqnsnh

digunakan dalam

menelusu ri

'i\/qnli adalahsynr i}/}

upaya peng

perundang-undangan. Metode ini dikaitkan dengai

menentukan pera

kodifikasian

pokok ulil am/'/'/pTemerintah untuk

tuga5

turan

huku m terhadap') persoalan-pe

tidal^
yang

r

ditetapkan secara pasti oleh .syari'at

oleh kebutuhan masyarakat dalam

berkembang pada saat ini.

didasaf

i vM
kondisi y

hdn'
. Dar al'N^

Mushthafa al-Syalabi, llshul Fiqh al-I?l^»"' (

ah'Arabivyat, 1986), him. 234. . jali ^39

Istihsjii iid.il.ih Lx.,p.ilingiiy.i U,"»

kh„fi. Lih.it Fithurr.ihm.in Di.im,l.

Soerjono Soekanto, Pengantar Penelitian Hukum, (Jakarta ; UI Press,

1998), him. 250
■d’
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metode ini akan dipcroleh pemahaman terhadap isi pesan

al-Qur'an, hadits dan pesan penulis kitab fiqh serta

obyektif, sistematis danperundang-undangaia

. The Codeol
igqq _ ig,s3^ (_inn di Yordania :■n.u'tnH'nts :

data
●. Sedangkan

dan
ilmiat'iurnal

I’t-r'^onal Status l‘-t77 menjaeii data primei

basil pcnelitiansi'kumii’rm'a atlalah bcrbagai relevan secara sosiologis. Disamping itu digunakan untuk

secara

ahl i hukum Islam \ang

tuntanj; ['n'lnatatan puikau'inan.

dimu
ra ulama terkait

untuk
di jurnal-)U menganalisis substansi pemikiran pa

konsep dasar daii kerangka paradikmatiknya,

kemudian ditarik pada konteks kekinian.

Disamping itu, peneliti juga menggunakan metode

komparatif. Metode ini digunakan untuk memetakan

kerangka paradikmatik dan konsep dasar serta metodologi

yang digagas para ulama dan beberapa pemerintah terkait

dengan pencatataia perkawinan untuk dijadikan sebagai

nt

aka”
Ikan dengan menSS"" j

ini
dokunien

perina

rkaw>n‘'’'''

berupn dang

I kito [■'oni'I ition dikumpu
Metodedoku mt’otcisi .mi'to(b'

mene.ii i ddt.i-tiota kepustakann

hadits, kitab Ciql''
^ncatataii pe

dan
(l.ikim aI-Cdui''an,

undang.m vane, membiearakan pe

bahan perumusan metodologi secara utuh. Metode ini

iiial^^'' digunakan dengan tujuan untuk mendapatkan kesimpulaia2. Metode Annlisis

Untuk menganal isis

an.disa kual i tatif' dengan

(annl isis isi).

kesimpulan melalui usaha

['lesan \'ang di laktd<an secara

Mc'tode ini juga dimakstidkan

mc'ngobservasi dan mengana
dari komunikator ynt'*D

data, pen

a

ncumemo

obyckt

lisis pe

terbuka\ane

engg'liti m

metode
umum (generalisasi) dari basil temuaia penelitian.

Disamping itu metode komperatif juga digunakan unbik

mencari pendapat yang pabng kuat dalilnya setelah

mendiskusikan dalil yaiag digunakan masing-masuag

pendapat melalui metode tarjih {thariqat al-tarjih). Atau

boleh jadi akan diambil jalan tengah

pgfign” penggabungan (thariqat al-jam'i).

ktedS
igtik

tiS'ftia

melalui metode

e

mengg

iVIetode ini dignn

unakan
kan un

lkan

d
sebago' ^

●ilaku ■
^

siste

ilib-dip> ,di
3. Langkah-langkah penelitian

Didasarkan pada asumsi bahwa masih terdapat

pemahaman yang berbeda di masyarakat mengenai kriteria

sah tidaknya perkawinan yang tidak dicatatkan, dan

litin”', pL’iie

C'onsucio G. Sevilla, dkk, Pcnpnntnr MewA’

[’ress, 1993), him. 85. peiieht’^"'

Su,ono dan Abdurrahman :998),

p,., aakp-Chndwick

dan'Tobroni,
2001), him

,■.  [KIP Press
. 154Suprayng"
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Perkawinan, dan Pencatatan Perkawinan dalam Kitab-kitab

Fikih Konvensional.

Bab III, Pencatataia Perkawinan Dalam Perundang-

undangan Perkawinan Muslim di beberapa negara Islam,

berisi tentang; Sejarah lahirnya perundang-undangan

perkawinan Muslim, Sistematika dan Isi Perundang-

undangan Perkawinan Muslim, Ketentuem Pencatatan

Perkawinan dalam Perundaiag-undangan

Muslim dan Status Plukumiaya, dan Pandangan Fuqalaa

tentang Pencatatan Akad Perkawinan.

Bab IV, Pencatatan Perkawinaia : Sebuah Analisis

membahas tentang; Otoritas Uhl Amri dalam Membuat

Regulasi Pencatataia Perkawman, dan membahas

Pencatatan Perkawiiaan dalam Sorotan Metodologis

Bab V, Penutup, berisi kesimpulaia daia saran.

Perkawinan

status

penaenuhan

penelili

dalam naenentukan

dal ana
peiiunva sebuah nactodologi

hukuna pencatalan perkawinan

kehidupan sekarang, naaka langkah perlanaa yan^,

pend a patlakukan adalah naenghadirkan

bail^

berupa fiqh tradisional maupun fiqh

ni tentang

-naatifny^laoilandasan

hadits.

teks tersebut

Langk

beserta
penca ta ta n perka \v i nan

berupa teks nash al-Qur'an naaupun

hami dan naendiskusikannaenaa

ah kedaa
naelalti'

tul^

pendekalan kebahasaan naaupun ninqn;

naendapatkaia kriteria sab tidaknya pei-

lebih spesifik naelihat urgensi penca

dalam konteks perundang-undangan

tentang naetodologinya

ketiga adalah mengambil kesimpulaia

runausaia naasalah.

-s

LI

seca
ganabaran

/;/d 5i/nn

●kawinan.

itatan p

ntuk mendapa

Liluh.

sebagai )

,  Lang

■  jaava
ra

inan

tkan

kail

laai^

Sistematika PeniilisanG.
belakaH^latar

alah,Bab I, pendahuluan, berisi tentang

naasalah, pembatasan dan peixuaausan
knji.nn pustnkn, ".embnl-

dan sistematika pel
perkawinn

k

signifikansi penelitian,

teori, metodologi penelitian

daii

■angl^'^ei

Bab II, Diskursus Pencatatan
Konvensional, naeFikihLiteratur

muat P
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tentang; Akad

Pengertian, Tujuan,

Pengertian, Landasan Norma
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BAB II

DISKURSUS PENCATATAN

PERKAWINAN DALAM LITERATUR

FIKIH KONVENSIONAL

Akad Perkawinan sebagai Peristiwa Hukum

Perikatan, dalam istilah fuqaha (ahli fikih) dikenal

dengan akad. Pembicaraan mengenai pengertian akad,

para ahli terbagi menjadi dua. Yang menjadi dasar

pembagian ini adalah apakah subyek hukum dalam akad

itu harus dua pihak ataukah bisa hanya satu pihak saja.

Kelompok pakar yang berpendapat bahwa subyek hukum

dalam akad itu harus dua orang atau lebih mendefinisikan

akad sebagaimana disampaikan oleh Salam Madzkur

berikut:

A.

/ . e '

■V

r- 'A. I

■V,1.,

Oie
44

a_Ac-V

Muhammad Salam Madzkur, Al-Fiqh nl-Islaini, al-Mndkhal lua al-
Amwal wa nl-Huquq wn al-Maliyah im al-'Uqud (Abdullah wa
Hibatuhu, 1995), him. 356.
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Sedangkan pendapat kedua mengatakan bahwa

akad bisa saja teijadi sekalipun hanya timbul dari satu

pihak yang memiliki kemauan. Hal demikian itu mungkin

terjadi karena memiliki efek menentukan. Misalnya

sumpah seseorang untuk melakukan sesuatu di masa yang

akan datang, berarti dia telah membuat ketentuan yang

hams berlaku. Karena itu kelompok kedua ini

mendefinisikan akad sebagai berikut:

dengannya akan sempuma

kchendak, baik dengan kata

timbul ketentuan

Akad adalah sesuatu yang

perpaduan antara dua macam

atau \'ang lain, dan kemudian karenanya

/kepastiuan pada dua sisinya

(.-^k.id) adni.ih pei-istiwa hukuw.

imbulkan hak dan

pihak ada

Setiap perikatan

dan setiap peristiwa 'nukum akan meni.-

kewajiban pada dua pihak, artinya pada satu ada

pada punluk dansesuatu,

kewajiban untuk memenuhinva. Sesuatu

menuntut

-  capabila

ksakan,

●tama

\ang merupakan bubungan hukum yang

karela dapat dipa-dipi'nubi

46

melalui bakim. Ccmlob konkritnya, pibak pe'
i vakni barang

secara su

dan pihak k

Akad yaitu apa yang diikatkan seseorang untuk melakukan
sesuatu perbuatan oleh diriiaya sendiri atau orang laiia
dikarenakan berlakunya suatu ketetapan kepadanya.

Jika tiap hak dan tuntutaimya yang timbul dari dua

sisi, seperti jual-beli, sewa-menyewa, dan lain-lain,

dianggap sebagai hubungan hukum karena akad, maka

demikian juga yang timbul sekalipun hanya dari satu sisi,

misalnya melepas perwalian, memerdekakan budak dan

sumpah termasuk juga akad.

Ada juga definisi akad yang layak untuk dicermati,

yang disampaikan oleh Ibn 'Abidin sebagai berikut:

dn'i

edua pembeli, ada prestasi V
i  inasing

uang an
ihal<'

-masing P

Ich perjanjinn
, kemudian ada ijab-qabul b

Ini ccmtob perikalan wang disebabkan

perselujuan dua pihak saja.

Meskipun dalam hampir
khusus,

o

ulama tidak menguraikan secara

at3^

atf
fikiH Pkitab at

id3p
akan tetapi

senui^''

disimP

ici di

kii'‘^’^

a
al^^

dipabami pada umumnya mcrcka help'
i

i in ana

qefinis'

dak

iKafu
dufSebagaterbentuk dari dua pihak.'

Salam Mad/.kur yang

pihak memperpadukan dua

ketentuan.

1,6

tersebut
ttt5^

dalarn tuktin
kchen

Sebagaimana dikutip Salam Madzkur dari al-Jaslishash (ulama
mazhab Hanafi), Al-Ficjh nl-Islami, al-Mndkhal wa al-Aimvnl wa al-
Huquq wn al-Malhjah wa al-'Uqiid, him. 356
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tidak bersifat akad terbagi dua, yakm, pertama, yang
menetapkan/

menggngurka
andung kehendak pemilik untuk n-

yang

meng

melimpalakan hak, membatalkannya, atau
dan talak. Pemyataan seperti

tindakan hukum

fikih termasuk akad.

tindakan hukum

elakukan ijab.

ini

nya, seperti wakaf, hibah

tidak memerlukan qabul, sekalipun

seperti ini, menurut sebagian ulama

Ulama Hanafiyah mengatakan bahwa
m

ijc- J JpLoj\‘d^ (j 0jj\

"Pertalian ijab (pemyataan meJakukan ikatan) dan qabul

(pemyataan penerimaan ikatan)

syan'atyang berpengaruh pada obyek perikatan".

Pencantuman kalimat

dengan kehendak.sesuai

kehendak'sesuai dengan

seperti ini hanya mengikat pihak yang

Kedua, yang tidak mengandung kehendak pdaa y^^^^
menetapkan atau menggugurkan suatu a ,

syara maksudnya adalah bahwa seluruh perikatan yang

diJakukan oleh dua pihak atau lebih tidak dianggap sah

apabila tidak sejalan dengan kehendak syara'. Misalnya,

kesepatakan untuk melakukan transaksi riba, menipu
tindakan hukum,

hakim dan
itu memunculkan suatuperkataamaya

diajukan kepadaorang lain, atau merampok kekayaan

Sedangkan pencantuman kalimat "berpengaruh pada

obyek perikatan

Iain.orang

maksudnya terjadinya

seperti gugatan yang

pengakuan seseorang di depan hakim

seperti ini berakibat timbuhaya suatu ikatan

. Berdasarkan pemba

Tindakan-tinda

tetapi sifatnya tidak mengikat

kan

secara hukum.

perpindahan pemilikan/tanggungjawab dari satu pihak

(yang melakukan ijab) kepada pihak

menyatakan qabul).

adalah

lain (yangyang

sian

tindakan hukum manusia di atas, menurut ̂  d

tindakaia hukum lebih umum dari akad. Seti p

dikatakan sebagai tindakan hukum dari

pihak, namun sebaliknya setiap

,

tindakan

 suatu

akad

idua ataubeberapa

hukum tidak bisaMenurut Mustafa Ahmad Zarqa, tindakan hukum

yang dilakukan manusia terdiri atas dua bentuk, yakni

berupa

i dua,

kad.

tindakan berupa perbuatan dan tindakan

perkataan. Tindakan berupa perkataa pun terbagi

yakni yang berupa akad dan yang tidak berupa a

disebut sebagai akad.

Adapun mengenai rukun akad, para Bahwa

ulama

berbeda pendapat. Jumhur ulama fikih menyatakai ^

rukun akad ada tiga, yakni shighat al- (pernyc Y
^ ̂  ^ (pihak-pihak yang

48

fikih

mengikatkan diri)Tindakan berupa perkataan yang bersifat akad yakni ketika

dua atau beberapa pihak yang mengikatkan diri melakukan

suatu perjanjian. Sedangkan tindakan berupa perkataan

, al-mutn'aqidayn

al-Islami fi

, 1968), Jilid 1' '1^99. 829-
Mustafa Ahmad Az-Zarqa, al-

Tsaubihi al-Jadid (Beirut; Dar al-Fikr

39

'nin nl-Dur nl-Miikhtnr (Mesir: M'
Ibn 'Abidin, Rndd al-Mukhtar

Amiriyah, tt.),JiJid II, him.255.
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c/
benhd), dan

uJama
Hanafiy

'alaih

(obyek akaci). Sedangk

akad h,-

● ^dapun piJiak

>nya sat

jalinan suami istri bagaikan hubungan antara pakaian,

berikut aneka fungsinya,

mengenakannya. Demikian juga UU No. 1 Tahun 1974

pasal 1 nya mempergunakan istilah Ikatan lahir dan

batin''. Arti dari kata ini adalah bahwa perkawinan

disamping mempunyai nilai ikatan formil, secara lahir

dapat tampak, juga mempunyai ikatan batin yang dapat

dirasakan terutama oleh yang bersangkutan dan ikatan

batin ini tentunya merupakan inti dari perkawinan itu.

Insyaallcih, pada bagian lain bab ini akan diuraikan definisi

dengan orang yang
ah

yakni sh/g/tnt nl-\

berakad dan

'^enyatakan,

Ojab-qabul)
obyek akad

banya

an

u,

-pihak yang

biikan nikun, kurem 'Merupakan

mereka.
™^<un

syarat akad,'■nenurut
adalahesensi

Pibak yang berakad
akad.49

yang berada dala suatu

scdangkan
bGiada di Inar esensi

^ akad itu

obyek akad

Maksud (tujuan) i

Islam harus benar dan
Pada akad

u

jual-beli

tarna
^'syari'atkan

sesuai den
'"●ya akad da/am

gan ketontuan syara.

pemindahan kepemilikan
perkawinan secara utuh.

Dalam kajian hukum perdata, pembentukan keluarga

pakan peristiwa hukum perdata dalam arti karenameru

adalah

PGnjual kepada

' pemindahan

P^^igganti, dan lain-

’juannya

adal.h

^’saJnya^

'■'’'■'g dari
Pba

pembeli, dalam akad
dalam

sewa-

mengambil manfaat pembentukan itu merupakan persetujuan dua pihak untuk

endukung hak-hak mereka dan melaksanakan kewajiban

yang menjadi beban mereka. Berhubungan dengaia itu

maka dalam persetujuan tersebut akan dimungkinkan
terbuka.

m

mengikuti kehendak masing-masing

‘^'sertai
Iain.™

Menilik
pengertian, rukun da,

perikatandi alas, maka perisf-ivva ^'’^ibat dari akad/

pengertian akad :
Qur’an menggambarkan sifat

^ni perkawinan tentu

lersebut
masuk di dalam

Bahkan al- Sebagai contoh bisa dikemukakan pembentukan keluarga

antara seorang lelaki dan perempuan dengan cara proof

marriage, samen leven di Eropa, dan kumpiil kebo di Jawa.-^’

Namun dalam kajian hukum perdata Islam, pembentukan

keluarga ini sudah diatur melalui mekanisme perkawinan

yang sah menurut syari'at Islam. Artinya, persetujuan dua

pihak tersebut tidak didasarkan oleh kehendak masing-

secara

,  , P'”''g luh
dengan ungkapan p,.

yang berarti suatu ikatan ,hr, -- ^ ^
yang kokoh

baur gi ikatanperkawinan ini

(QS. An-

dinyatakan bahwa
Nisa' : 21). Dalam QS. AI-Baqarab ●

Al-Dardir, al-Synrh nl-Knbir 'ala ■
Fikr, tL), Jilid 3, him. 2. Lihat juga ' ‘
Jakarta; Gaya Media Pratama, 2000) m f/a// Mu 'amalah (

ychnj,, Syafe,, „„„ »
Puslaka Setia, 2001),

"kDasuki (Beirut; Dar al-

Achmad Kuzari, Nikah Sebagai Perikatan, him. 13.

41
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tanpa pasangan terasa hidupnya belum lengkap. Dengan

demikian, suami adalah pasangan istri, sebaliknya, istri

adalah pasangan bagi suaminya.

Selain dua kata di atas yang

digunakan untuk menunjuk perkawinan, ada juga satu kata

yang berarti memberi digunakan al-Qur an

wanita kepada

dirinya

52

oleh al-Qur'an

untuk

Nabi

untuk
menggambarkan kedatangan

Muhammad SAW dan menyerahkan

masing secara bebas tanpa aturan agama. Memang dalam

perundang-undangan di Indonesia, perjanjian perkawinan

itu boleh dibuat berdasarkan kesepakatan / persetujuan

kedua belah pihak, namun perjanjian yang

boleh melanggar ketentu

Pernikahan

dibuat tidak

an syara'.

yang dilangsungkan dengan persya

rukunnya yang sempurna menjadi sah, berikutnya

menipunyai akibat hukum yang mengikat berupa luik dan

ewajiban, baik yang ada pada suami saja, istri saja,

pun yang ada pada keduanya, dua pihak secarc
bersama.

ratan

dan

dinikahi oleh Nabi, sebagaimana digambarkan
dalam QS.

Al-Ahzab [33]50 ●.

ddyli oo:3 vii>
B.

^’engerhan, Tujuan, Syarat dan Rukun Perkawinan
B.l.

^"ngertian Perkawi

Kata perkaw
winan

inan adalah terjemahan dai
● i kata

deng^'’*'*

berbagai

dan
AI-Qu

^e^^ggunakan dua
bentuk

Qur'an,
terulang

sementara k

menunjuk perkawinan

kata tersebut. Kata

kali dalam

beritukny'-'

ran

al'
tidak ku

ata

dari 80rang

C dalam berbagai

ui- o_^ '^3 33' U
J■ ^'5

-Ai
telala menghalalkaia

berikan mas

kamu miliki yang
kamu

berulang 23 kali,
berarti

, kata c

-kawin^b^
lany^^

Kata

t’erhimpun".

"Hai Nabi, Sesunggulmya Kami
bagimu isteri- isterimu yang
kawimaya dan hamba sahaya yang

telah
,  danCjJ berarti "pasangan

Dari segi kebahasaan,

‘buipulnya dua insan yang pada m»-

derpisaly menjadi satu dan

perkawinan.

berri d

an

an

sese
menjadikan

bwarli berk
berdiri

Dan
sendi

deng

mitP"
rangd

mendapatkan

laki-lab-'''''’'’"®''"' C" membcrikan
'l^upun perempuan kalau hicitip

Mnudlu'i atas Pelbagni
Quraish Shihab, Waivasan Al-Qur an: Tapir
Persoalan Ummat (Bandung; Mizan, 1996), blna. 2

kesan

sendif'
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y
Termasuk

dikaruniakan
anak

anak

anak

anak

ap

“

a yang kamu peroJeh H.i

-  untukmu dm P^P'^^angan yang

P^^empuan dan saudara hp f?

Perempnan dari saudara per! ’’■''PaPmu, anak-

P"™P n dari saudara lakMaT" ‘’■'’P-'”''"
-  saudara n ' * dan anak-

LI, anak-
perempuan dari

Pamu dan 'burnu

p;!i:

Adapun pengertiaia perkawinan menurut istilah

hukum Islam dapat dipilah menjadi dua; pertama dalam

perspektif kitab-kitab fikih konvensional, dan yang kedua

dalam perspektif perundang-undangan. Dalam perspektif
kitab-kitab fikih konvensional, fuqaha klasik antara lain

mendefinisikan perkawinan sebagai berikut:
furat Wjrali bersama
menyerahkan diri

yang
yang

Nabi mau

dLigimu,

niu km in

bukan

„  , kahu

^ngetahui apa yang k,^,:
rentang isteri-isteri
miliki

mengawininya, sebag
untuk semua

ai

‘■"''gguhnya

^epadan h

"M
^'^niba sahc-supaya tidak : aya y

AiC-55

Kami teJah
'^^ajibkan da mereka

"Aqad yang mengandung ketentuan hukum kebolehaia
hubungan kelamin dengan lafadz niknh atau ziiunj
terjemahannya".

atau

enjadi kes
adalah Allah Maha Peng

Karena itu, kata

ang mereka

Wahbah al-Zuhaili mengutip pendapat ulama klasik
membolehkanCuA bahwa perkawinan adalah akad yang

terjadinya istimtn' (persetubuhan) dengan seorang wanita,
atau melakukan zvnthi, dan berkumpul selama wanita

tersebut bukan wanita yang diharamkan baik dengan sebab

keturunan atau sepersusuan. Defmisi lain yang

oleh Wahbah adalah : "Akad yang telah ditetapkan oleh

diberikan

^'gunakan
j

al-Qur'an untuk

P^Jigha/aian hubungan

'  perkawinan) yang
" Nabi Muhammad

menunjukkan dan melegitim
laki-laki dan

berlaku khusus dan he
perempuen (.n

‘■"’y-'’ b

asi

elnlui

.->8/ diri
SAW, bukan untuk umatnya.sa

Dalam berbagai kitab
bahasa kata nikah

fikih ko

terkndang bermap,,a

laki-laki dapat mengambil manfaat
wanita atau

nvensional, secara syari agar seorang

untuk melakukan istimta' dengan seorang^jJi dan

II b- I k u f ^^l p>Sjpc.
yang artmya bersetubuh, berku

cUl-^ldan terkadang bermakn
sebaliknya. 56

,  . '"npul dan akad.‘^‘' Dari
makna etirnologis iniJah para uPry. r-,

,  . , , , , , fikih mendefinisikan
pGrkdwinsn dslsm kontcks ^^burigan biologis

Syeikh Ibrahim al-Bajuri, Hasyhjah al-Bajuri 'nla Ibn Qasim al-Ghazi
(Syirkat al-Nur Asia), Juz II, him. 91. Lihat juga Syeikh Muhammad
al-Syarbini al-Khatib, Al-lqna' fi Hall Alfndz Abi Syuja (Indonesia.
Dar Ihya' al-Kutub al-'Arabiyyah, t.t.) Juz II, him. 115
Wahbah al-Zuhaili, al-Fiqh al-lslnmi loa Adillntuhu, Juz VII, him. 29.

.

Quraish Shihab, Wnwnsan Al-Quy'

ter!! rNy*"''
^arai-F,kr, 2989),hJm.29.

"K him. 19]

ii’n Adillntuhu, Juz VII (DamsyiA' 45
44



\J
Hana fiyy^]-,

y^^ngmemberifaedah

"^endefinisikan

J untuk me/akuk

perkakad

sengaja",

^eristimta’ deng

yang menghaJangi

syar’i. Sedangkan

artinya

an

I

’T

Dari beberapa definisi yang diberikan oleh ulama

klasik di atas nampak sekali konteks / nuansa pemenuhan

kebutuhan biologis semata. Nikah hanya dililaat sebagai

akad yang menyebabkan kehalalan (kebolehan) melakukan

persetubuhan. Padahal setiap perbuatan hukum itu

mempunyai tujuan dan akibat hukumnya. Hal-hal inilah

yang menjadikan perhatian manusia pada umumiaya

dalam kehidupamaya sehari-hari. Mudahnya perceraian

terjadi, kurang adanya keseimbangan

istri, boleh jadi karena perkawinan hanya dipahami sebagai

kebolehan bersetubuh, yang sifatnya saiagat lahiriyah -

tanpa

antara suami dan

definisisebagaimana termuat dalam

av\'inan
sebagai

nn mut'nh secara
lwlia/a|an

seonno- ^^^‘’ng laki-Iaki untuk

■ S 'vanifa selama (idafc ada /akfor
ahnya perkaivi

 s

● inan tersebut secara

nikah adalah akad

ynng bermakna tow/

nnfuk bcrsenang-

ienurui ~

yang menggunakan lafadz i

^engan maksud

H

”^engambil

anabilah,

iiiknh

manfaaf
senangj

57

Abu Bakr

Malibari mendefh '
^^ad Syatha

memperhatikan dan menyadari betapa agungnya tujuan

('tomelak
dengan me/iggunakan kata

nikah itu akad,

mengandung kebolehan

alau tn
secara

nik

(akad yang

Likan persetubuhan perkawinan dan menyadari akan akibat hukum setelah

zwij. Secara haqiiji akad nikah dilaksanakan.

Memang, hams jujur diakui, bahwa yang

menyebabkan seorang laki-laki dan seorang perempuan

tertarik untuk menjalin hubungan adalah (salah satunya)

dorongan-dorongan yang bersifat biologis, baik disebabkaia

karena ingin mendapatkan keturunan ataupun kareiaa

ingiia terpenuhi kebutuhan seksualnya. Namun menurut

hemat saya definisi perkawinan itu tidak sepenulanya

mampu menggambarkan hakekat perkawinan itu sendiri.

Boleh jadi pembuatan definisi perkawman tersebut murni

karena pertimbangan makna bahasa, atau karena

tren/kecenderungan pemahaman keagamaan yang

ah id
58

ll persetubuhan.

Kifni/nt nl-Akhi/n>'

iiJi gjc- i

^^->yi(ibarat tcntang akad

7<ing m.isyhury.ing terdir/ dan rukun dan syarat, dan yang
dlimksud dengan akad adalah

Adapun Imam Taqiyyud daJam kitab

mendefinisikan nikah sebag

4jJ cJajJl

ah t_UiaL<Ji JJ<r
J

59

57
Abdurrahman al-}a7.iri,

Abu "" '’""■a. I t), 255. Lite!

Kifmjm Aklnl ff A,, ^ al-Husaini al-Dimasy/'
tt,), Z'l "" la. „ (Scmarang ThaM

59
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faedah hukum kebokhan

i-istri) antara pna
dan

pemenuhan

tolong-menolong

serta

(Akad yang memberikan

mengadakan hubungan keluarga (suami

dan wanita dan mengadakan

member! batas hak bagi pemiliknya

tamakan makna

bermaksud
pa

berkembang pada saat itu lebih mengu

kebahasaan, namun boleh jadi - tan

bersifat subyektif,
menuduh - karena pertimbangan yang

yang menempatkan perempuan pada posisi

Definisi perkawinan dalam kitab fikih mcnab

ditempatkan scbagai oby

ari wanita adalak

i subordinat.

kesan bahwa perempuan

kenikmatan bagi laki-laki

kewajiban bagi masing-masing).^’

Muhammad Abu Zalarah mendefinisikan
hukum berupa

laki-laki dengan

meninabulkan

nikah

sebagai akad yang menimbulkan akibat

halalnya melakukan persetubuhan antara

saling tolong-menolong sertaperempuan,. Yang dilihat dari

aspek biologisnya saja. Ini terlihat dalam pengg'-"''''’|^^ ̂
dan yang semuanya berkonotasi seks.

mahar yang semula pemberian ikhlash sebagai .
i  t

hak dan kewajiban di antara keduanya.

kata
62

Islam Indonesia
suciSayuti Thalib, pakar hukum

mendefinisikan perkawinan adalah suatu perjan]^

kuat dan kokoh untuk hidup bersama secara

seorang laki-laki dengan seorang perempuan
i, kasih-mengasihi,

bahwa inti

sah antara

membentuk

keluarga yang kekal, santun-menyantun

t

aiula cinlf

didcfinisik*"'

g0oran§
seorang laki-laki kepada perempuan )uga

sebagai pemberian yang mengakibatkan halalnv^^

laki-laki berhubungan seksual dengan wanita. Imp

yang lebih jauh akhirnya perempuan menjadi p>
in dalam

lik

dik

asiny‘"

hak

kasLis

enteram dan bahagia.^ Hazairin menyatakan

dari sebuah perkawinan adalah hubungan se

Menurutnya, tidak ada nikah/perkawinan bilauasai oleh laki-laki seperti yang tercerinm i-

Ibrahimperkawinan.
60

Sedangkan

delii'i*’

hubungan seksual.*’"'Ich
dibuat o

Agak berbeda dari definisi yang

klasik di atas. Di bawah ini dipaparkan

perkawinan menurut ulama muta-akhkhnm,

bebc

in

■, Dana Bhaktirap^'' Zakiyah Daradjat, llmu Ficjh, Jilid 2 (Yogyakarta
Wakaf, 1995), him. 37. o h’ ● h
Muhammad Abu Zahrah, nl-Ahioal ni-Synlishij/ynh (Qa

laiii■a
antai ●. Dar al-

Fikr al-'Arabi, 1957), him. 19.
Mohd. Idris Ramulyo, Hukum Perkawinan Islam, na
Undang-undang No. 1 Tahun 1974 dan KompUasi

(Jakarta; Bumi Aksara, 1996), him. 2. ● n k rta

A
Hu

Hazairin, Hukum Kekeluargaan Nasional Indonesia (]a
1961), him. 61

sebagai berikut:

Sebagaimana dikutip oleh

Muhammad Abu Ishrah mendefinisikan m

si j-i'j “

eb

Zakiyal"'

ikah S'

/)_« Laj Lo .w Ij

nalisis dari
Islamkum

ag^"’ ; ^ : Tintamas,

49

0''Amiur Nuruddin dan A/.hari Akmal Tarigaa,
60
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\J
mendefinisikan perkawinan s

menjadi halal hubu

Secara Jebih

di
Dalam perspektif perundang-undangan

Indonesia, perkawinan menurut UU No. 1 Tahun 1974

sebagaimana tercantum dalam pasal 1 ay at 2 didefimsikan

sebagai berikut: "Ikatan lahir batin antara seorang pria

dengan seorang wanita sebagai suami-istri dengan tujuan

membentuk keluarga, rumah tangga yang bahagia dan

kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa."

Pencantuman kalimat "berdasarkan Ketuhanan

Yang Maha Esa" dapat dipahami, karena (1) negara

Indonesia berdasarkan kepada pancasila yaiag

pertamanya adalah Ketuhanan Yang Maha Esa. Pasal  1 ayat

2 UU No. 1 Tahun 1974 di atas menegaskan adanya

hubungan erat antara perkawinan dengan unsur agama,

kerohanian sehingga perkawinan bukan saja

unsur jasmani tetapi juga rohani, dan (2) karena UU No. 1

tahun 1974 ini diperuntukkan bagi seluruh warga negara

Indonesia dari berbagai pemeluk agama, maka kalimat

yang digunakan adalah kalimat yang bersifat melingkupi

seluruh pemeluk agama di Indonesia. Hal ini tentu berbeda

dengan defmisi perkawinan yang dituangkan dalam

Kompilasi Hukum Islam yang memang

diperuntukkan bagi warga muslim Indonesia, sebagai

berikut;

sila

memiliki

klausus

sbagai akad yang dengannya

ngan kelamin antara pria dan wanita.

sebapai I I itiga dapat didefinisikan
sebaga.hnbunganseksnaKperretubnha

Mabrnood
n).

6.S

Tahir
mcndcfinisika

sebagai sebuah ikatan lahir dan bat
dan wanita

masing-masing m

perkawinan

in antara .seorang pria

enjad

rangka memperoleh kebahr ’

1 suami dan istri dalam

agiaan hidup dan membangun

'  sinaran Ilahi. Lcbih jelasnva ia mcnyatakan:
Marn.xr r, „

n.s- hii^bmid mid loife for

happy mid Inahny fmuih/ founded

keJuarga daJam si

ivonian
the purpose of istablishuif, a

on belief iuGod Ahniyhty.

perkawinan menurut ulama

tidak

"66

nuansanya

Dari beberapa ciefinisi

fikih kontemporer paling tidak terlibat

sekedar pemenuban kebutub
biologis (labiriyab), naniun

sudab tampak upaya memenubi kebutuhan batiniyya'^

(jiwaf termasuk di dalainnya

sayang dan kerjasama saling membantu antara suami dan

an

kasih
memperbatikan rasa

istri dalam rangka mewujudka

definisi di atas

, Dan
tujuan perkawinan

juga terkandung aspek akibat hukum

melangsungkan perkawinan, yaitu saling mendapat

dan kewajiban.

Tnlah

pell"’

Ibrahim I tosein, Fdc/b Perhnndinymi dnlain Masnlnli Nikalh

Piijiik (Jakarta: Ihya Ulumuddin, 1971), him. 65.

Tahir Mahmood, Persoini/ Lmu in Islmnic Countries
Academy of L

and Religion
aw

51

, 1987), him. 209.



dalam definisi mi
jangka pendek. Dimensi

dieksplisitkan daagan kata kekal .

2. Kata "kekal" juga mengesankan bahwa perkawman

itu hanya terjadi satu kali dalam hidup. Sebenarnya
kata "kekal" dalam definisi itu tanpa

telah

Katolik

masa

pencantuman

disadari menegaskan bahwa pintu perceraian

t

Pasal 2 ;
atau

at kuat

intah Allah
Pernikahan yaitu aknd yang sang

iiiitsaqmi ^hnlidza^i'^' untuk mcnaati pcrin

dan melaksanakannva mcrupakan ibadah-

Pasal 3 :

ertutup. Ini diduga pengaruh dari ajaran

tidak menginginkan terjadinyaRoma yang

iudkan

ddah
nicvvu)LPerkaw'inan untukbertujuan

kchidupan rumah langga vang

dan ynhmah"^ (tentram, cinta dan kasib say
perceraian karena perceraian itu sendin terlarang

tersebut. Karena itu wajar jika salahmenurut agama
l,,if i.nt*'''"*'

idakny-’

adalah mempersulit
satu prinsip perkawinan

Dalam Islam, kata kekal hanyaperceraian.

Dari definisi perkawinan dalam persp^’

Lindang perkawinan di indemesia di atas, seli<-

digunakan untuk Tulaan, dan dalam konteks sosial,

seperti perkawman, kata kekal tidak dikenal.

Kendatipun Islam membenci perceraian, namun

tidak berarti menutup rapat perceraian, tetap ada

peluang untuk bercerai selama memenuhi alasan-

UikdiC'''*''’*'
sebag‘^’

b
beberapn lial yang secara eksplisit perlu

1 . Perkawinan tidak lagi hanya

hubtingan jasmani saja tetapi jug^^

hubungan rohani (balin). Dan

sesLinggLihnya yang lebib substansia

panjang dibanding hubungan jasmani >

Lin

dili

hubu

^'’^

balin

iifa"')'"

ertipm

an
ng
hep

alasan syar'i.

3. Kata "bahag

7 b

ia" dalam pdsal 1 ayat (2) tersebut
Dan mi

mengeksplisitkan tujuan perkawman.

adalah tujuan universal dalam perkawinan, taiapa

memandang agama apapun. Karena pada aklaimya

perkawinan dimaksudkan agar setiap manusia baik

dapat memperoleh

Dari sini bisa
laki-laki maupma perempuan

kebahagiaan dalam hidupnya.

,\'isa ‘
Katii miiynqan ̂ halidzati ini diambuil dari Qb. ill

t>erg
lah

akan nu'ngambiln\ a kcmbali, Padahal sebagiiTi

(bcrcampur) dengan yang lain sebagai y‘"

katni'
;  da

i-istcu-
an

istcrimu) telah mengambil dari kamu pe

"  lampakm'a, tujuan perkawinan dalam artiD

(is ten
/

■■
berdasarkan firman Allah QS Ar-Kum a_\ at fine

kekuasaan-Nya ualab

in
n nt)’

dipahami bahwa UU perkawinan

kn
g kantisiin di

pan di Indonesia
a kanta
nniP
' .uP

run^

raP' 53tanda-tanda ntaantara

untukmu isteri-isteri dan jenismu .sc
icnclii i, sup.«.'

iiadikandan di|-

jtn

; don^;;
M-fikinqpsiinecLihnyn p‘

a
adan merasa tenteram kepadany da

be



M
Secara sosiologis, perkawinan juga bisa dipandaiag

sebagai fenomena penyatuan dua kelompok keluarga besar

(keluarga suami dan keluarga istri). Bahwa dengan

perkawinan terbentuklali keluarga besar yang terdiri dari

dua keluarga yang pada awalnya tidak saling mengenal. Di

sinilah perkawinan tidak hanya dipahami sebagai sarana

pemersatu antara dua insan, namun juga pemersatu dua

keluarga besar secara utula.

bcrupaya mcmahami

segi Inikum formal,

perkawinan tidak hanya dari

tetapi juga dari sifat sosial

perkawinan untuk nuMr.bentuk keluarea. Sementara
O

tikih konvensional melihat perkawi hanya dariman

segi ketentiiafi hukum formalnwa saja.

IVrkawinan pada pasal I a\at (2) UIJ Terkawinandi

alas tlisohul sebagai akati, Akad atau perikatan

li'rlaksana jika (orpt'nuhi s\'ara(-s\'aratnya, antara

lain para j-iihak \’ang melakukan akad yang

momiliki posisi seirnbang.

['●erkawinan sc'bagai sebuah akad,

^ang<]|

''Uami

masing-

Penegasan

sesunggi-'br'y^

kul rclasi antara
subyt*'

musin>>

penling karena menyang

sebagai duada/i isln \'ang sefara

●k

Tujuan Perkawinan
Perkawinan memiliki keterkaitan (dinaensi) dengan

beberapa hal yang dengan hal-hal tersebut tujuan

perkawinan dapat dipetakan; yakiai dimensi ibadah

(memenuhi petunjuk agama), perkawinan terkait dengan

kebutuhan naluriah biologisnya, perkawinan terkait

dengan hak dan tanggung jawab sebuali keluarga, dan

keluarga terkait dengan unit terkecil dari sebuah

B.2.

Tidaksama .
hukum \ ang Ix'rdiri pada posisi yang (Tellsebag

suami diposisikandi masvarakat.lai'.mg.
diktias^'’''

imbang
masyarakat.

I'.irik IxTku.isa il.in hlri pada prhak yang
lidak sef”-

tania
Vahf

u/'l invu (erdupul hubungun ynng da
dun ''bu\\'uh )/ **aiu

Dengan mempertimbangkan beberapa hal di atas,

maka ulama menguraikan tujuan perkawinan itu antara
lain :(Inibungun "dlus'

abnb ri'UOleh St
/nuswirukul pulrilineur.

h.iruhup dun Bustunul Aritin menyu

kt'diidukun suumi dun istri dulum s

i
1. MemenuW hajat manusia inenyalurkan syahwatnya

dan menumpahkan kasih sayangnya.

2. Mendapatkan dan melangsmugkan keturunan

3. Memenulii panggilan agama, memelilaara diri dari

kejahatan dan kerusakan

tuknn

Luuih *

cidciLih seimbung.

55
Mura hup, Hukum Pnkawiunu

-ifin
V.ihvu

Irudinp, PI7,5), him, 10. Bustanul Ai
■  Aknr, Hambalauh-
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Tujuan kedua mendapatkan keturunan, didasarkan

pada naluri manusia mempunyai kecenderungan untuk

mempunyai keturunan yang sah. Keabsahan anak

keturunan yang diakui dirinya sendiri, masyarakat, negara

dan kebenaran agamanya. Islam memberikan jalan agar

manusia memperoleh kebahagiaan termasuk di antaranya

dikarenakan memiliki keturunan yang salih, berbakti

kepada Tuhan, mencintai Rasulullah dan berbakti kepada

kedua orang tua, masyarakat, bangsa dan negaranya. Al-

Qur'an pun mengajarkan agar manusia selalu berdo'a agar

dianugeralai keturunan yang menjadi mutiara dari istriiaya,

sebagaimana disebutkan dalam QS. Al-Furqan ayat 74.

Tujuan ketiga memenuhi panggilan agama dan

untuk memelihara diri dari kerusakan. Tujuan ini misalnya

didasarkan pada hadits Nabi saw.

tA- [nikah adalah sumaahku (Nabi), barang siapa yang

membenci pernikahan, maka tidak termasuk golonganku].

Bahwa menikah adalah bagian dari melaksanakan suniaah

73

4.
.Monumbuhkan kesungguban

jawab menerima hak

untuk bertanggung

●serta kewajiban, juga

bursu nggub-sunggu li

kt.'ka\ aan \ ang balal

.Mombangun

tn.is\a rakal

k.isib sa\-ani>. "

u

rumab fa

\ang

ntuk memperoleh harta

ngga untuk mcmbentuk

dasar cinta dantenteram at as

ia unful^I  ii/uan pe/'tama fnenu'nuhi hajat manusia

menv.durkan s\ab\\afn\-a didasarkan pantara lam ada al-

sudah menjadi kodraf

dicipkil<^'>'^dan

Our'.in Surat AH Imran 14,

-Allah, manusia ilieiplakan bc'rjodob-)odoh

Allah mcmpum'ai ki’inginan

bahwa"I

unluk mol,ik
2(1 n

uk.in

seksu.il ,mlar,i pria ilan wanila. Al-Qur'an juga m

pakaian yang
h 187.

bahw.i wanif.i dan pria bagaikan

mcmei lids
72

.m, sc’b.igaimana QS. /\l-baqara

"Dihalalkan bagi kamu pada malam hari bulan puasa bercampm-
dengan isteri-isteri kamu; mereka adalah pakaian bagimu, dan

kamupun adalah pakaian bagi mereka."

71
/,iki\ .ill 1 \ir.ul|.il , llnm !'u]h lilnl -i, Idni- £ V

73

^ - hi
- A

lidj pQ,

"Dan orang orang yang berkata; "Ya Tuhan Kami, anugrahkanlah
kepada Kami isteri-isteri Kami dan keturunan Kami sebagai

penyenang hati (Kami), dan Jadikanlah Kami imam bagi orang-
orang yang bertakwa."

kecinruisin elk/ndangnn)m
wnniMovnnita,

il
I  )| |.idik.in mdah pada (f

Vaitu:

umas, pe

ia

diingini,
jems

\ang
chin

nk-nn
bid''’

an^

ihad/
ran h'ddP

kuda p> di

q.pirkescnnng-
balk (.‘^^"■8

; Al l
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oleh
dipengaiT^hi

dan kurang

sudah

berkeluarga, tiiadakannya sering

emosinya sehingga kurang mantap

bertanggung jawab. Misalnya, sopir yang

berkeluarga dalam cara mengeiadalikan kendaraanny

lebih tertib, mayoritas pekerja yang sudah berkelua g
lebih boros dan

l

i\/y
v/;

mcngikuti dan
Rasul, dan mengikuti sunnah Rasul beiaiti

mc'ndntai Allah.

Scsuai dengan QS. Al-Rum I

hidup dan cinta serta

ditunjukkan mclalui pcrkawinan.

mela ku ka n peipwi I u ra nn va

menga I a m i kel i d a kwa ja ra n

korusakan, baik kerusakan

21, bah

k
kasib sayang

Oran

dengan p<-

dapaldan

dirinva scndi

ketenangan

dapat

tidak

akan

'.va

eluarga

ebih rajin dari yang bujangan, bujangan

dalam menasarufkan

selalu berfikir

harta.

pada yang sudah berkeluarga

D sudah berkeluarga

g

- M-kawinan
an orang yang

untuk keluargaiayainenm

orang

afsu

bagaimana mendapatkan bekal hidup

tidak haiaya untuk hari ini, tetapi imtuk esok harinya.
rumah tangga

dan sejalatera

bii didasarkan

Tujuan kelima, untuk membangun

dalam rangka membentuk masyarakat

b

lain,
n,

miliki n

erdasarkan cinta kasila sesama. Tujuan

babkan mast'arakal, karena manusia me

condong kepada perbualan yang tn

disebutkan pada QS. Yusuf aval 53.'

yang paling ulama adalah nafsu sc-

menyalurkannya dengan cara ynng

perkaw’inan.

idak b

ana

aik, se

dorongnn
afsii

nanyn
akn>

pada realitas, bahwa hidup tidak bisa sendiri me t

bermasyarakat yang terdiri dari vmit-unit terkeci y

dibentuk melalui perkawinan, s p
itu hidup

dan

keluarga yaiag

tersebut dalam QS. An-Nahl 72.^^ Di samping
Ketenangan

sab y

b

ban
pcsringS

i hartn >

-iitimb'J
I

Fujuan keempat untuk menim

berlanggung jawab dan kestinggn

lialal. Tesisiw'a, "melalui rumah tanggn

ban

utuh ketentraman dan ketenangan.

kanme

ktik-'"'

bei

- (id 'J
ab

75) i

gairab bekerja dan bertanggung

Tesis

babvva orang

mencari barta yang balal.

dalam kebidupan riil.

dibut

is kamu sendiri
yang

"Allah menjadikan bagi kamu isteri-isteri dar^ l^^^^^nak-anak dan
dan menjadikan bagimu dari isteri-isteri kamu i Maka

cucu-cucu, dan memberimu rezki dan ‘ g^gingkari

Mengapakahmerekaberiman kepada yang bathil dan m g

hi W

.III 5! '
3 d Y! ,>iJb ^Jj oI

nikmat Allah ?”

hah)'

diriU'
-uhkcp»

SesunyP

la 59cO

tidak membebaskan
dnlu menyui

"Dan akti

sesungguhnya nafsu itu sc ■-T'



. wall, mahar, calon suami-istri dan

Di sini ielas

HanafiyyaKSyafHyyahdanMalikiyyj^.

dalam adak memasukkan

nikah itu ada lima;

Malikiyyah menjadikan maha
tidak memasukkan

saksi
alikiyyak

nda tidaknyakolt'ntrnm.in
masyarokal lorynnlung pndn

kc'tL'nnngan tinn kclentraman kriuargn.

bei'beda secara

mahar sebagai rukun, tetapi

sebagai salah satu ^

saksi sebagai rukun, tetapi

rukun. M

B.3.
Rukiin dan Syarat Perkawinan

'I'idak ●seorang pun fuqaha
ion.ll

riikun
konvcnsio

danmcndt'finisikan s Syafi'iyyah menjadikairvarattogassoca ra
berkenanii

tidak

tukati

perkawinan."'’ Akibatnya terjadi silang pendapal
dan mana yang

nicnen
tei-nias

dengan apa yang tormasuk rukun

Bahkan perbcdaan itu juga di dalam

sebagai rukuia.
Sampai sekarang pun di kalangan pata juns Is

pemah ada kesepakatan

mana yang lermasuk rukun

terja

dan mana yang

belum

rukuir dan mana yang syarat. Balikan
uk

demikian. Misalnya(Tell
seba,

1974 dan KHl di Indonesia pun
lebih memilih sub judul sysrat-sysra,

memilih judul syaiat
Zakiyah Darajat

Ahmad Rofiq lebih80

;butny.i

5cb,ig.ii sy.i
.il-js*"'

rat.syarat. Bolch jadi ulama tertentu menye

rukun, tetapi ulama lainnya menyebut
Abdurrahman perkawinan.

syarat perkawinan pada bab V

akhirnya pembahasarmya diarahkan

yang mengikuti rukurmya.^^ Ahmad Khuzan
akad nikah ketimbang

dalam bukunya

sub judul unsur-rmsur

bul , walaupun

kepada syarat-syarat
i lebih memilih

Ndisalnya, Sayyid Sabiq dan
tormasuk rukun adalah ijn

ii,i
menyebutkan, yang

b d.in ‘1^
ilh

saja, yang lainnya termasuk syarat.
planahyy

-arat ;
'  ..vinekb/
i inemp^*

i dti'^
ruah/

Menu I'Ll t77

syarat-sy rukun atau
yang Iain disebut syarat artinya

berhubungan dengan shighat (ijab qabul), ya
t Syah'iyy

km

wali , dan saksi. Sementara menuru

perkawinan ada 5, yakni calon suami, ca
●  1 rhirnati al-Maliki, Qaioanin

Muhammad ibn Ahmad ibn Juzaiy al-Um al-Malayin,
nl-Ahkmn al-Syar'hjynh, edisi baru (Beirut ; Dar  a al-Fiqh 'ala
1974), him. 219. Lihat juga Abdurrahman al-Jazm,
Mnzahih al-Arba'ah, Um. 12-13. , , rnna Bhakti
Zakiyah daradjat, llmu Fiqh, ]Uid 2 (Yogyakarta. Uc
Wakaf, 1995), him. 75.
Ahmad Rofiq, Hukum Islam di Indonesia

Press,
ia (]akarta; Rajawah

Ion ish'k kiif
Malikiyy^'’Menu rutorang saksi, dan shighat.

78

(Yogy
Khoirudin Nasution, Hukum Perknwiiinii

ACEdeMIA dan TAZZAFA, 2005), him. 33. , j, Ju2
Abd urrahman al-Jaziri, Kitnb al-Fiqh 'ala Mazahib

(Dir aPFikr. hta. 12. Sayyid S.ibiq, Hqi.
(Be,ru(:D.iral-F,kr,1983),hlm.29

Ta/L.luyyy™™'’ .U-Dimyati al-Malib.w- '

I
IV
II 1995), him. 71.

61
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Kedua, menurut Jumhur ulama, rukun adalah hal

hakekat, baikRamulyo menggunaknn judul rukun dan

syarat yang sah menurut hukum Islam/'*'’ dan Muhammad

Baqir al-Mabsyi memilih mengg^imakan judul rukun dan

pcrsyaralan akad nikah.

Pa da

Id risS2
svarat.

HI

kon\'cnsionaI han}<fuqnhaLI mumnvn,

hal yaiag hams dipenuhi untuk terlaksana

yang merupakan bagiannya atau di luar itu. Sementara

syarat adalah sesuatu yang hams ada, tetapi tidak

lermasuk bagian hakekat.

Dari rumusaia fuq

85

untnl^
aha konvensional di atas, hanya

satu hal yang disepakati selunih ulama sebagai rukum

perkawinan, yakni shighat ijab-qabul. Terlepas dari

dan syarat, padaperbedaan penggunaan kata mkun

ngatakan, ada sejumlah hal yang hams dipenuhi

sebaliknya,

VVahbnli

berusaha

i-unuisaf

(sah) sebuah perkawinan,

Linsur tersebut, perkawinan tidak sah

pemikir kontemporer

konsep rukun berdasarkan

seorang

me

keabsahan

terpenuhi

Zuhaili,

mcm fo rm u I asi ka n

tulisan ini akan mengikuti pendapat mayorxtas

yaitu rukun dan syarat perkawinan. jumlaur

ulama,

ulama

ada lima, yang
menyatakan bahwa rukun perkawinaia

masing-masing rukim memiliki syarat-syarat

LI

fuqaha konvensional di atas. Menurutnya, secara

ada dua formulasi tentang konsep rukun. Pertama

tertentu,
^ yang
harus

syarat

akan

sebagai berikut;

1. Ijab-qabul

Dalam perkawinan, bagi orang-oraiag

ijab dan qabul tidak dapat dilakukan dengan

bisa dengan tulisan atau isyarat. Ijab dilakukan oleh wall

atau wakilnya dan qabul oleh mempelai pria

wakilnya. Tetapi menumt pendirian Hanafi, boleh jadi ijab

oleh pihak mempelai pria atau wakilnya dan kabul da'

pihak perempuan (wall atau wakilnya) apabila perempuan

itu telala baligh dan berakal dan boleh sebaliknya.

terteiatu, jika

lisan, maka

atau

86

dikonsepkan ulama Hanafiyah, yaitu sesuatu yang

ada, dan merupakan bagian hakekat. Sedangkan

adalah sesuatu yang hams ada, tetapi tidak merup

bagian hakekat. Maksud sesuatu di sini tergantung P
[eiitnng

ada dalnm

dn

SLibyek pembahasannya. Kalau yang dibahas

perkawinan, maka sesuatunya adalah perkawinan

rukun perkawinan adalah sesuatu yang harus >

perkawinan, dan sesuatu itu merupakan bagian

hakekat perkawinan.

dab

j press/
Ahmad Khuzari, Nikah Sebagai Perikatan (Jakarta: Rajawal
1995), him. 34.

82

Adillatuhujm Vll him. 36.Wahbah al-Zuhaili, Al-Fiqh nl-Islam wa

Zakiyah Daradjat, limit Fitjh, Jilid 2, him. 75

85

i Aksar^/
83

86

6384

71.
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Beragama, meskipun Yahudi atau Nasram, (2) Perempuan,

(3) Jelas orangnya, (4) Dapat dimiontai persetujuanBya, (5)

Tidak terdapat halangan perkawinaia.
90

synra( sahnvn ijnb-qabul adalah sebaga>

dari wali (2)

mcmpelai, (3)

awinkan

calon

Adapun

berikul ; (1) ad

adanya pcrnyataan penerimaan dari

anya pcrnyataan mcng

3. Wali

Syarat bagi wali laikah adalah (1) laki laki, ( )

dewasa, (3) mempunyai hak perwalian,

. Perempuan yang

Imam90

halangan perwaliarmya.

darimemakai kala-kafa

kcdua kata tcrscbut.

n tcrjemahanikah, tazuij atau

(4) antara ijab dan qabul

bcrsambung, (5) antara ijab dan qabul jelas maksudnya, (6)

tidak sedang

harus

ornng yang terkoit dengan ijab dan qabul mensyaratkan wali dalam perkawinan

telah baligh dan berakal, boleh mengawinkan dirmya

sendiri, tanpa wajib dihadiri oleh dua orang Saks., sedang

Imam Malik berpendapal bahwa wall adalah syarat untu

ibram haji atau umrah, dan (7) majlis ijab dan qabul

dihadiri minimal empat orang yakni calom mempebai ah
orang

wakilnya, wali dari mempelai wanita dan dua

saksi.87
untuk mengawinkem

gawinkan bangsawaia, bukanmen

Hanafi membolehkan ada jarak antara ijnb

qabul asal masih di dalam satu majlis dan tiada bal
●  rvnksud

yang menunjukkan salah satu pihak bcrpaling dan nic

akad itu. Hanafi juga membolehkan menggunakan

selain kata nikah dan tazwij, misalnya kata hibalu sede

tamlik dan sebagainya, dengan alasan, kata-kata ini n

majaz yang biasa juga digunakan dalam sastra.
H8

perempuan awam.

Dalam kitab al-Mabsut

(80-150 H/696-767 M), perkawinan tanpa

ditulis, menurut

hanafi

Imam
wali

lain di luar
(menikahkan diri sendiri), atau meminta orang

untuk menikahkan gadis atau janda, sekufu

ia kalau tidak sekufu.

wali nasab

atau tidak adalah boleh. Hanya sa]a - -

berhak membatalkan (memiliki

Mulaammad bin al-Hasan as-Saibani

hak i'tiradl).
wali

Sementara menurut

(w. 189 H/805 M), murid Abu

perkawinannya boleh kalau l

Hanifah, status

sekufu dan sebaliknya tidak

2. Calon Mempelai

beragam^^
Bagi mempelai pria disyaratkan; (1)

(2) laki-laki, (3) Jelas orangnya, (4) b>ap
halang^'^J'

adalah (3)

at
Islam,

memberikan persetujuan, (5) Tidak terdapat

perkawinan. Sedangkan syarat bagi calon istri

Perdata Islam di
Amiur Nbiruddin dan Azhari Akmal, Htikum

Indonesia..., him. 62.
Amiur Nuruddin dan Azhari Akmal, Hukwn

Indonesia..., him. 63.

Sayyid Sabiq, Fiqh al-Sunnah, Juz 2, him.

89

Perdata Islam di

Azhari Akmal Tarigan, Hukwn Perdata
87 Amiur Nuruddin dan

di Indonesia, him. 63.

Zakiyah Daradjat, Ilmu Fiqh, Jilid 2,

65
88

him. 75.

64



berfungsi

dan
Jika saksi dalam perkawinan94

tersebut.

menjelaskan terjadinya peristiwa

menielaskan status perkawinan seseorang ketika terj

masyarakat, termasuk
tersebut, maka

oleh

pengingkaran dan kecurigaan

membela anak yang lahir dari perkawinan
bi

H/795 M), murid

ide. Awalnya, Abu
masib

bole^Jbedang menurut Abu Yusuf (w.l82

Abu Hanifah juga, ada perkembangan

Yusuf berpendapat tidak boleh secara mu

sekufu ataumempunyai
Kemudiar*

sa digantikan

bukti otentik akta
berkembang, boleh kalau sekufu, kenuidian

lagi, boleh secara mutlak.

wall.

baik sekufu atau tid

sesunggul-inya fungsi saksi tersebut

fungsi pencatatan perkawinan dengan

nikah.

berkembang

92

ak.

dan Urgensinya4. Saksi nikah
dua orang

inengerf'

Pengertian, Landasan Nonnatif

Pencatatan PerkawinanBagi saksi nikah disyaratkan (1) minimal

saksi, (2) hadir dalam ijab qabul, (B) Dapat

maksud akad, (4) Islam, (5) Dewasa.

Menurut Hnnafi dan

seorang lelaki dan dua orang perempuan, "

Hanafi, saksi boleh dua orang buta atau

(tidak adil)

O'!

Hnnbali saksi

seciang

odua

C.

terdiri dari dua kata,

. Dalam KBBUKamus

berarti; (1) P^ses,

mencatat, dan (2)
untuk

Istilah pencatatan perkawinan

kata pencatatan dan kata perkawinan

Besar Balaasa Indonesia), kata pencatatan

bolel’'

inenufJ

fasil<

itu

mencatat sesuatu hal, cara

. Meiacatat berarti menuliskan sesu

Adapun pegawai

resmi oleh

tersebut bisa

secara

rang perbuatan

pendaftaran

peringatan, atau berarti menyalin.

pencatatan perkawinan diangkat

pemerintah yang sah. Dari makna ^ges

dipahami bahwa pencatatan perkawinan gtugas
pendaftaran (legalisasi) suatu perkawinaia o P

rintah demi terwu)udiaya

9S

yang diberi wewenang oleh peme

saksi

kedua
adanya

ntuk kemaslahatan

Hikmah disyaratkan

perkawinan, tidak Iain u

pihak dan

terhadap adanya peristiwa perkawinan

jika terjadi pengingkaran dari seseorang

masyarakat. Dua orang saksi bisa menjadi p

perkawinan dan anak yang

masyarakat. Saksi berfungs

lahir

'
antai'a

bela iq, Dar al-
Wahbah al-Zvihaili, Al-Fiqh al-lslmni lua Adillntuhu (Damsyiq,
Fikr, 2006),

Tim Penyusun Kamus Pusat P'^^’J^Xdayaan, Knmus
Bahasa Departemen Pendidikan dan

Bahasa Indonesia (Jakarta; Balai Pustaka, 1993),

Pengembangan
Besar95

67i-u
: Dar if/

Syams al-Din al-Sarakhsi, Al-Mnbfitit (Beirut

V, him. 10.

Amiur Nuruddin dan A/.hari Akmal,

/s/il'"



\J
sub kedua mengenai pencatatan perkawinankepastian pada bab 4

dalam sorotan metodologis, insyaallah.

hukum
sebuah ikatan

'^'pahaini,

juga untuk mengetahui secara

perkawinan seseorang, apakah ikatan

'iiasih utuh atau sudah putus. Setelah

Dari
perkawinan.

bahwa pencatatan
sudkan i

Pengertian ini bisa

perkawinan dimak

P^sti status ikatan

perkawinan tersebut

P^P>s adakah usalw

tidak Kar ikatan kembali (rujuk)

terkait eraf ri ’^rjlah istilah pencatatan perkawinan

ruiuk u

1946 tenta

konvensional tidak membahasPara ulama

mengenai pencatatan perkawinan, menurut hemal penuUs,

boleh jadi disebabkan karena sumber hukum Islam, ba.k
sunnah tidak menymggung secara jelas

oleh al-Qur'an
al-Qur'an maupun

i hal itu. Dan yang disinggungmengenai

hanyalah mengenai pencatatan

Mudmjanah). Disamping itu boleh jadi karena masyaratet
klasik belum menganggap penting persoalan

pencatatan perkawinan. Berbeda kondisinya, ketika pada

zaman modem, persoalan pencatatan perkawinan menjadi

oleh masyarakat, sehingga diatur melalui

perundang-undangan, baik di Indonesia maupun

utang-piutang {al-

pada masa

dirasa penting
di

Pencatatan perceraian/talak dan

npPca dari nama UU No. 22 tahun
gPencatatcanNikal

h Talak dan Rujuk.Di Indr

sekarang ber„b
Catatan

°

Sipil d

"esia, Kant
or Catatan Sipil (KCS) yangah

^enjadi BKCKB

Keluj
(Badan Kependudukan

^^ga Berencana) bertugas untukdan

perkawinan, -

P^oeatatan

"^̂ oyimpan

Percerai

Perkaw

°"^^^^diJakukan

AdapLtn

man,

^egas

"

oleh K

A1-Qu

aturan

berbagai negara di dunia.surat-surat mengenai kelahiran,

dan kemati
irtan.

an. Khusus mengenai

^erai da

bertujuan untuk

dalam masyarakat,
perkawinanPencatatan

rujuk bagi muslim

Or Urusan Agama (KUA).

n judkan ketertiban perkawinan
dilaksanakan berdasarkan hukum

dilaksanakan oleh

Ind mewu

ant

'^engenai land

dan

baik perkawinan yang

Islam maupun perkawinan yang
tidak berdasarkan hukum Islam.

masyarakat yang

Perkawi

secara

Ada

"Hjadikan

al-Qu

^aidah

Pengul

land

beb

r'an

asan

asan normatif pencatatan

sunnah tidak menjelaskan

pencatatan perkawinan itu-
Pencatatan perkawinan

kesucian aspek hu

rupakan upaya untuk menjaga
timbul dari ikatan

tidak ada pihak yang

^^ogenai

oorrnatif

'^^■’qarah
hadits

r'a

me
erapa
landa

kum yangn
yang oleh para ularna

pencatatan perkawinan, yakni

eyat 235, 237 dan 282, QS. Al-

yeng terkait. Agar tidak terjadi
secara detail mengenai

san

Surat Al

I dan
®ogan,

oormatif
P^o

P

perkawinan {mitsaqan ghalizan) agar

dirugikan dalam proses pemenuhan kewajiban dan hak
karena masing-masiiag piliak memiliki

hukum"
masmg-masmg,

bukti otenhk berupa akta nikah sebagai "jammanibahasan

perkawinan ini akan dibahas
^^^catatan

6968



\J

hadits.^® Untuk menolak pendapat imam Malik, Ibn Abi

Laila dan 'Usman al-Batta yang berpendapat saksi tidak

masuk rukun perkawinan, tetapi yang menjadi mkun

adalah pengumuman {i'lan), as-Sarakhsi mencatat ;(i) hadis

yang mengharuskan kehadiran empat unsur dalam akad

nikah untuk sahnya perkawinan, yakm calon

(peminang), wali dan dua orang saksi, di tambah dengan

tidak mengakui keabsahan

saksi.''^

suami

(ii) asar 'Umar yang

perkawinan yang hanya dihadiri satu orang

bila salah satu pihak melakukan SLiatu Hndakan yang

menyimpang.56 Para pihak yang dimaksudkan di sini tidak

hanya suami dan istri. namun juga anak-anak / keturunan

dari hasil perkawinan tersebut.

D.
Pencatatan Perkawinan dalam Kitab-Kitab Fikih

Konvensional

Pembahasan tentang pencatatan perka\\dnan dalam

kitab-kitab fiqih konvensional Hdak ditemukan. Sejauh ini

hanya ditemukan konsep nikah sini dalam

mudnioioanah, karangan Sahnun (160-240/776-854), dan

pembahasan tentang fungsi saksi dalam perkawinan oleh

fuqaha lain. Masalah saksi yang oleh ulama lain menjadi

sub bahasan tersendiri, oleh Sahnun hanya disinggung

ketika membahas status hukum nikah sirri.’^ Hal ini

memperkuat keyakinan, bahwa masalah pencatatan

perkawinan memang erat hubungannya dengan

saksi (fungsi saksi )dalam perkawinan.

Dalam Kitab al-Mabsut,

dinyatakan, menurut Hanafiyyah {'ulnmn'una), saksi haras

ada dalam perkawinan. Pendapat ini didasarkan oleh

kitab

alahmas

al-Sarakhsyikarya

Sebagai konsekuensi dari pendapat Malik, Ibn Abi Laila

dan 'Usman al-Bata yang menekankan pengumuman

kalau sudah diumumkan meskipun hanya kepada

di

atas.

anak-anak dan orang gila nikalmya menjadi sah. Dasar

yang mereka catat, seperti ditulis oleh as-Saarakhsi adalala

hadis nabi yang menyuruh mengumumkan perkawinan,

dan tindakan nabi yang menyuruh membunyikan

pukulan-pukulan (gendcing) sebagai isyarat salah satu cara

■'jsA VI V , Hadis ini bersnmber dari Ibn 'Abbas' dalam at-

Tirmizi, Sumn at- Tirmidzi, "Kitab an-Nikah" hadis no. 1022. Syams

ad-Din as-Sarakhsi, al-Mabsut (Beirut; Dar al- Ma'rufah, 1409/1989),
V, him. 30.

Isyarat tidak mengakuinya adalah statement memberikan hukum
rajam kepada yang bersangkutan cU Ujj V -Oc. jiI Jli

VI lLj sjI^Ou sij.«i Asar yang senada dengan ini adalah. ..

jui '^14^ (1 j-U ji j'- tA''' .^7' ws' u*
V  045" Asar ini bersumber dari az-Zubair, dalam Imam

Malik, al-Muwatta', "Kitab al-Nikah", hadis no.982. As-Saarakhsi, al-
Mabsut, V, him. 31.

98

99

96
Zainudin Ali, Hukum Perdata Islam
Grafika, 2006), him. 26
Al-Imam Muhammad

Mudawmuanah al-Kubro
Sahnun

di Indonesia (Jakarta: Sinar
97

al'bin Sa'id at-Tanukhi,

(Beirut: Dar Sadr,1323 H.), Ill, him. 194.
71

70



ditulis Malik untuk mengatakan bahwa kehadiran

transaksi, termasuk dalam akad nikah,

bersifat sunnala (anjuran), adalah al-Baqarah (2)

yang

saksi dalam semua
mengumumkan.

ulama tersebut berkesimpulan bahwa unsur yang menjadi

batas boleh atau tidaknya perkawinan adalah ada atau

100
Berdasarkan had is dan asar tersebut,

hanya

282’“2 dan at-Talaq (65):2.io3

tidaknya unsur usaha merahasiakan. Perkawinan yang ada

unsur usaha merahasiakan. masuk kelompok usaha

Imam Syafi'i, saksi dalam perkawinan

laki-laki. Sementara al-Sarakhsyi

Menurut

perkawinan yang tidak boleh (haram). Jalan keluarnya agar

tidak masuk kelompok tersebut adalah perkawinan harus

diumumkan (i'lnn). Pengumuman tersebut berguna untuk

menghindari tuduhan atau keraguan orang lain."" Dasar

haruslah dua orang
laki-laki dan dua

membolehkan gabungan antara seorang

orang wanita. Bahkan menurut al-Sarakhsyi, satu pria dan

satu wanita pun pada dasarnya sydah cukup untuk saksi

perkawinan, hanya saja sebagai usalaa preventif agar tidak

menyesatkan dan tidak lupa, diperlukan satu orang lain

pemikiran Imam Syafi'i

masalah saksi dalam hal

lagi. Menurut al-Saraklasyi,

tersebut dikiaskan dengan

mu'amalala secara umum, dimana dalam kasus-kasus

jlj J-WJI Perkawinan 'Aisyah juga disertai dengan buny

gendang-gendangan. Lihat as-Sarakhsi, nl-Mnbsiit, Juz V, him. 31-

Dalam teks lain disebutkan j-UAli (umumkanlah

perkawinan dan sembunyikanlah pelamaran). Di sebutkan ha^is

ini bersLimber dari ad-Dailami dalam nl-Firdnuf, dari Ummu

Salamah dalam al-jnmi' al-Knbir dan dari 'Aisyah. Masih teks la>"

j-Uili (saksikan dan umumkan perkawinan itu). Hadis

ini bersumbeer dari al-Hasan bin Sufyan dalam al-Jazam. Olch at-

Tabrani dari Habbar bin al-Aswad. At-Taabrani juga berasal dan

as-Saib bin Yazid al-Kindi. Oleh as-Suyuti di kelompokkan menjadi

hadis Hasan Sebab munculnya (asbab al-Wurud) kedua hadis m'

sama, yakni berkenaan dengan kasus Habbar bin al-Asswad yang

menikahkan puterinya cukup meriah dengan membunyihau

genderang. Ternyata suara ini didengar oleh Nabi. Setelah Nabi

mengetahui karena ada pesta perkawinan, muncullah sabda
tersebut. Lihat Ibn Hamzah al-Husaini al-Hanafi ad-Damsyiq"

Asbabiil wurud: Intar beinkang histories tiwbulnya hadis-hndis kas"'
terj. H.M. Suwarta Wijaya dan Zafrullah Salim cet. Ke 2 (Jakarta

alam Illahi, 1994), him. 209 dan 226. Lihat at=Tirmizi, Sunnn

irmizi, Kitab an-Nikah", hadis no 1009; Ibn Majjah , Sunan

Kitab an-Nikah", hadis no 1885; Ahmad, Musnnd

Mus™dal-Madaniyyii„,tadi,„

S Sarakhsi, nl-Mnbsul, V, him. 31.

at-

Ibn

no. 15545.

100

104

tertentu memang hcuiya dapat disaksikan kaum pria.

Kehadiran saksi dalam perkawinan

Kasani adalah syarat sah perkawinan. Fungsi saksi dalam

perkawinan ada dua, pertama, untuk menglaindari adanya

tuduhan zina, dan kedua, untuk menghindari terjadinya

fitnah. Dengan saksi, berita perkawinan seseorang akan

mudah disebarluaskan kepada masyarakat umum. Fungsi

menurut al-

"Hai orang-orang yang beriman, apabila kamu bermu'amalah tidak

secara turrai untuk waktu yang di tentukan hendakklah kamu

menuliskannya."

"  Dan persaksikanlah dengan dua orang yang
adil di antara

kamu."

As-Sarakhsyi, Al-Mnbsiit, Juz V, him. 32.

102

103

104

73101

72



bis a
Terkait dengan saksi, suatu perkawinan

berstatus dikecam bahkan difonis tidak sah atau haram.

kitab al-Mudawwanah, Imam Malik membedakanDalam

saksi dalam perkawinan berbeda dengan fungsi saksi

dalam peristiwa hukum lain, seperti jual-beli. Dalam jual

beli, saksi berfungsi untuk mengantisipasi jika para piha^

ada yang lupa atau ada pihak yang mengingkari, maka

Maksud al-
saksi dalam jual beli hukumnya sunnah.

antara perkawinan sirri (nikah al-sirn) dan nikah yang

tidak disertai bukti (nikah bighair al-bayyinah). Nikah sirri

adalah nikah yang secara sengaja dirahasiakan oleh pihak-

terlibat dalam pernikahan tersebut. Hukumpihak yang
Kasani, saksi dalam perkawinan meru

sedang dalam kasus selain perkawinan hanya anjuran
●kawinan

103

pakan keharusan,

(sunnah)

perkawinan seperti ini tidak sala. Sedangkan nikah yang
tidak ada bukti tetapi diumumkan kepada klaalayak

Menurut Salmun, perkawinaia

ramai,

maka hukumnya sah.’°^. Adapun kehadiran saksi dalam pei

adalah ketika ijab-qabul dilaksanakan, sebab kehadirc^

saksi adalah syarat dapat terlaksananya
nikahrukun

diminta untuk dirahasiakan, masukyang ada bukti tetapi
kategori nikah yang tidak sala, sebalikiaya, perkawinan
yang tidak ada bukti tetapi tidak dirahasiakaia masuk

kelompok perkawinan yang sah, dengan
disaksikan kemudian. Bahkan kalau pun banyak bukti

usaha untuk merahasiakan, maka termasuk

catatan

tetapi ada

i berusahatersebut. Menurut Khoirudin Nasution, al-Kasani
Imam

mengkompromikan pandangan Abu Hanifah dan

Malik, di mana Abu Hanifah menekankan kehadiian sa
i  saksi/

nikah fasid (rusak/tidak sah).

dipahami bahwa nikah sirri adalah perkawinan yang ada
usaha dari para pihak (mempelai atau saksi) untuk
merahasiakan. Jika demikian, maka unsur pokok yang

menyebabkan heramnya nikah sirri adalah adanya usaha

untuk merahasiakan perkawinan tersebut oleh para pilaak

Dari penjelasan iiai bisa108sedangkan Imam Malik menekankan pada fungsi

yakni pengumuman. Al-Kasani mengatakan, g^j
harus ada dalam akad nikah, vang fungsiny^

^  ̂ 1 -luaskfii'
sarana pengumuman atau untuk menye

informasi tentang pernikahan tersebut.
107

al-Lirut
;  dan
tidak

men
saksi

mkawinan105 Dasar penetapan keharusan saksi dalam pe
Kasani adalah hadits yang amengharuskan
kecaman perkawinan tanpa bukti sebagai per
sah. Mengenai hadits yang menyuruh mengumumkan P
menurut al-Kasani, sejalan dengan tuntutan keha
Terhadap hadits tentang perintah mengadakan
gendang, dipahami al-Kasani sebagai
mengadakan pengumuman tambahan, disamping
dengan saksi. Imam ’Ala' al-Din Abi Bakar bin Mas'ud

Kitnh Bndai as-Sand'i fi Tnrtib al-Syard'i' (Beirut:
1417/1996), II, him. 376-377.

adanya
kawinan y

bun

anjuran

D

ang
.rkawinaii'

saksi- Khoirudin Nasution, Status Wanita di Asia Tenggara: Studi Terhadap
Perundang-undangan Perkawinan Muslim Kontemporer di Indonesia dan
Malaysia (Leiden-Jakarta: INIS, 2002), him. 143.
Sahnun, ATMudawwanah, Juz III, him. 192-194.
Sahnun, Al-Mudaivioanah, Juz III, him. 193.

106

(sunnaW
yi

107

108
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yang terlibat. Dengan demikian, unsur pengumuman

menjadi penentu sah Hdaknya perkawinan.

Nikah sirri, menurut Umar ibn Khattab termasuk

ienis nikah yang dilarang. Hal ini didasarkan pada hadits

Jjj VI ̂ ii^v da

lii jOi ^ VI ̂  i

n atsar 'Umar sendiri :

31 jJ ̂  jl ySUJi ;Jy\ j‘ -

V3 yji .|H‘' Menurut Ibnu Qudaniah

(w. 620 H), dari Mazhab Hanbali, saksi dalam pcrkavvinan

hams ada berdasarkan hadits nabi di atas. Saksi dala^

perkawinan menurutnya tidak bolch i, tidakSCO rang zimmr

dengan sy
wanita, arattetapi boleh seorang buta,

inengetahui benar suara orang yang melakukan akad sa^a

kira-kira dengan pengetahuan orang yang tidak buta.’'"

Menurut Ibnu Qudamah, saksi harus ada,

mengenai pengumuman terjadinya perkawinan

orang lain hukumnya hanyalah sunnah.

naniun

kepa
da

Ian
Dari penjelasan di atas dapat diambil kesimpLi

saksi dalam
lebil’

ua ulama mewajibkan ad

kecuali Imam
anya

M ik yang

bahwa

perkawinan,

sem

al

pengumum^'’'^;
al-Kasan'

mengutamakan fungsi saksi sebagai sarana

tidak sekedar hadirnya saksi. Karena itu

mencoba menggabungkan dua pendapat tersebut deng

mengatakan, bahwa saksi harus ada dalam akad ni-

informasik^"^

an

pah/

yang fungsi utamanya adalah mengin

terjadinya perkawinan.

109

Imam Malik, Al-Muwatta', "Kitab al-Nikah" hadits No. 982.

M

no

O-
■ Dar al-Fikr, 1984), Juz VII, him- -
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BAB III

PENCATATAN PERKAWINAN DALAM

PERUNDANG-UNDANGAN

PERKAWINAN MUSLIM DIBEBERAPA

NEGARA ISLAM

Perundang-undanganLahirnyaSejarah

Perkawinan Muslim Kontemporer

A.

diPerkawinan
A.I. Sejarah Perundang-undangan

Indonesia

Eksistensi

muslim kontemporer

perundang-undan
di

perkawman
gan

Indonesia sekarang
mi

. Akar
memiliki sejarah yang sangat panjang

ditarik jauh ke belakang, yakiai saat

Indonesia. Karena itu

sesungguhnya

geneologisnya dapat

kali Islam masuk kepertama

pembahasan akan dibagi menjadi empat penode, yakni

sejarah masuknya Islam di Indones.a, Hukum Islam pada

penjajahan Belanda, Hukum Islam pa
Hukum Islam pada

masa
masa

penjajahan Jepang

masa
dan

,

kemerdekaan.

77



kemudian disusul aspek fikih,
adalah aspek tasawuf yang

tidak berarti bahwa aspek fikih tidak pentmg,

berkembang di Indonesia adalah

menempatkan fikih pada posisi

Beberapa

namun

mengingat tasawuf yang

tasawuf Sunni yang

penting dalam struktur bangunan tasawuhaya.
114

A.1.1. Sejarah Masuknya Islam di Indonesia

mnsLiknya Islam di Indonesia yang
informasikan

1 lasil seminar

dilaksanakan di Medan tahun 1963 mengiu-

ahli menyebutkan bahwa hukum Islam yang berkembang

Melalui kerajaandi Indonesia bercorak Syafi'iyyah.

abad I Hijriyyah ataubahwa Islam masuk Indonesia pada

abad VII Masehi

Arab."2 Dan aspek Islam

oleyang dibawa
) ] 1

yang per
m

dari
h para pedagang

kali berkembang
tama

Samudra Pasai, Hukum Islam mazhab Syafi'i disebarkan ke

115

kerajaan-kerajaan Islam laimaya di kepulauan nusantara.

1991), him. 253.
Snouckoleh

Endang Saifuddin Ansari, Wna’n^rm '

Islnm dan Llmnlin/n a^ikarm: ,

Menumt Pijnapd yang kcmud.nn Islam

Horgrunyc (sarjana Belanda), mcn> a a ‘ ^tau

di

nusantara bcrasal dari anak Benua nc la, - ,,tratakan bah"'a

Persia. Namun, Moquette, sarjana Belanda ,uga mengatak
dalah Gujarat. Pendapat mi

takan bahwa asal Islam n^santa
mengatakan

ada dua

tempnt asal Islam nusantara a

dibantah oleh Patimi yang menya
Al-Attas memegang teori yang

adalah Bengal. S.M.N.

III

Islam Oakrta; Ichtiar Baru Van Hoeve, 1994), Get. Ke-3, jilid 2, him.
253-259.

Amiur Nuruddin dan Azhari Akmal Tarigan, Hukum Perdata Islam

di Indonesia; Studi Kritis Perkembangan Hukum Islam dan Filcih, ULI

No. 1/1974 sampai KHI (jakarta; Kencana, 2006), him. 3.

Bukti-bukti sejarah yang ada misalnya, Sultan Malikul Zahir dari

Samudra Pasai adalah seorang ahli agama dan hukum Islam

terkenal pada pertengahan abad ke-14 M. Sejarah ini dikuatkan

dengan informasi bahwa pada tahun 1345 M, Ibn Batutah (Maroko)

pernah berkunjung ke Aceh dan menyaksikan kemahiran malikul

Zahir berdiskusi bidang hukum Islam, malah menui'utnya, Malikul

Zalair adalah fuqaha Syafi'iyyah. Lihat Muhammad Daud Ali,

"Hukum Islam; Peradilan Agama dan Masalahnya" dalam, Tjun

Suryaman (ed.), Hukum Islam di Indonesia: Pemikiran dan Praktik

(Bandung; Rosdakarya, 1991), him. 69. Disamping itu ada

kenyataan bahwa kitab-kitab yang dipakai di lembaga-lembaga

pendidikan, khususnya lembaga pendidikan salafiyyah di seluruh

Indonesia dan di lingkungan hakim peradilan agama, sebelum

adanya KHI, mayoritas adalah kitab-kitab Syafi'iyyah. Rincian

selengkapnya bisa dilihat di Khoiruddin Nasution, Status Wanita di

Asia Tenggara; Studi Terhadap Perundang-undangan Perkaiuinan

Muslim Kontemporer di Indonesia dan Malaysia (Jakarta; INIS, 2002),
him. 37.

112

114

U5

bahwa Islam bcrasal dari Arab, bukan In la. cnuiu
bad XVII seluruh literature keagama

muslim Indi^

dan gelar

mereka adalah

cendcrung kepada

Ulamn Tintiir

alasan; pertama, sebelum a

Islam tidak menyebut dan mencatat satu pengarang

atau karya yang bcrasal dari India. Kedua, nama

pembawa Islam ke nusantara menunjukkan bahwa

orang-orang Arab atau Persia. Tampaknya, Azra

pendapat Al-Attas. Lihat Azyumardi Azra, Jnringnii

Tengah dan Kepulauan Nusantara Abad XVJI-XVIII (Bandung
Mahsun Fuad, Hukum Islnm Indonesia,

; LKiS,

-nama

; Mizam

1994), him. 24-36. Lihat juga

Dari Nalar Partisipntoris Hingga Emansipatoris (Yogyakarta

2005), him. 28-29.

Menurut Harun Nasution, Islam membawa ajaran yang

hanya satu segi, tetapi mengenai berbagai segi kehidupan manusia.

Yaitu aspek ibadah, sejarah dan kebudayaan, politik, lembaga-

lembaga kemasyarakatan, hukum, teologi, filsafat, mistisisme,

pembaharuan dalam Islam dan lain-lainnya. Lihat Harun Nasution,

s” “ rr “It!"
osiklopedi Islam, Ensiklopcdt

tidakm

79

78
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(syarh Safinat al-Najah karya Salim bin Abdullah bmal-Saja

Samir)”^.
BtThknn

para ahli hukum dari kerajaan Malaka (1400-1500

M) sering datang ke Samudra Pasai untuk mencari kata tampak bahwa sejak i!"; -

putus tcnlang purmasalahan-permasalahan hukum yaag

nuincul di iVIalaka.I

Dari gambaran singkat di

Islam dalang ke Indonesia, selalu ada orang ahli agama

yang dipercayai masyarakat muslim, dan diserahi tugas

mengurus masjid dan perkawinan,™ Artinya, selalu ada
i  untuk menyelesaikan setiap

atas,

orang yang dipercayai

oleh
Sclanjutnya mazhab Syafi'i ini dikcmbangkan

lokoh-tokoh, misalnya Nuruddin al-Kaniri (\v.l068

M). Karyanya yang tcrkenal adalah Sinif nl-A4ii^tn(]im sengkela yang muncul di kalangan muslim. Adapun sistem

i dengan corak Islam yang datang kepenyelesaiannya

Indonesia oleh pedagang asing. Penyelesaian sengketa

bentuk hakam, karena itu lembaganya

sesuai

dise
dalam

yangM), merupakan buku hukum Islam pertama

disebarluaskan kescluruh nusantara. Abdul Rauf al-SinkH'

bad ke
(1042- 1105 H) juga tcrmasuk mujlahid nusantara

mi

but

lembaga talakim. Dari lembaga tahkim menjadi peradilan

adah dimana para hakim dipilih oleh rapat marga, negeri

. Setelah terbentuknya kerajaan-kerajaan

di nusantara, lembaga ini berubah menjadi Peradilan

kemudian berubah lagi menjadi Peradilan

dan semacamnya

Swapraja, yang

XVII M. Pad a abad XVIII M, tokoh huk

lain adalah Syeikh Arsyad al-Banjari (I7I0-I8I2 Mk

yang inenulis kitab Sabil nl-Muhtadin Li Tnfnqquh fi

Din (Syarh kitab al-Raniri) yang juga bercorak Syafi'iyy^'’^^'

dijadikan rujukan penyelesaian sengketa di kesultannn

Banjar. Tokoh Islam nusantara abad XIX M yang

diperhitungkan adalah Syeikh Nawawi al-Bantani (l^I^

1879 M). Karyanya yang terkenal adalah Uqud

(Mengenal Kewajiban Istri). Sedangkan kitab dalam benh-'k

komentar {syarh), antara lam ; Tnushiynh Ibn Qnsim (syn^k

Path al-Qarib), Nihayah al-Znin (syarh Qinrat nl-'Ain, kary^'>

Zainudin al-Malibari), SuUamiii Uunnjnt (syarh Safinah
Salah karya Abdullah bin 'Umar al-Had

Islam nusantarau m

antara

- ah

ai-

rami)

Agama.
119

Jadi perkembangan hukum Islam di Indonesia

menjelang abad XVII, baik dalam tataran intelektual

maupun praktek keagamaan dapat dikatakan cukup baik.

Amiur Nuruddin dan Azhari Akmal Tarigan, Hukum Perdntn Islam

di Indonesia, hlna. 4-7.

R. Wiryono Prodjodikoro, Hukum

Penerbit Sumur, 1974), him. 24.

Perknwinnn di Indonesia (Bandung.

117

Zaini Ahmad Noeh, "Kepusakaan Jawa sebagai Sumber Sejar

Perkembangan Hukum Islam", dalam Amrullah Ahmad, imemi
Hukum Islam dalam Sistem Hukum Nasional (Jakarta. Gema nsani

Press, 1996), him. 72.
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119

, dan Kas

116

Rifyal Ka'bah, Hukum Islam di
Jakarta, 1999), him. 68-69.

Ind°nesici
(Jakarta: Universitas 81
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Sebenamya VOC (1602-1800 M) bermaksud

menerapkan hukum Belanda di Indonesia, namun selalu

gagal, karena itu VOC tidak pernah menghambat atau
setia

menghalang

karena hukum Islam dipraktekkan oleh

bentuk yang hampir sempurna,

mu'amal.ih, al-s,j„Uu;„j„h (perkawinan, pcrccraian

dan kawarisan) serla peradilan. Bahkan hukum Islam

menjadi hukum mandiri diterapkan di kerajaan-kcraiaan

Islam nusantara. Tidaklah salah jika dikatakan bahwa jaula
sebelum Belanda Masuk Indonesia hukim. Tci ● ,
u  1 M -u-rn nukum Islam men adi
hukum positif di nusa

lam

mencakup bidang ibadah.

ntaraJ^o ’

masyarakat da

-halangi umat Islam yang tetap

jalankan syari'at Islamnya, bahkan VOC membantu
memuat hukum

men

menyusun suatu compendium yang

perkawinan dan hukum kewarisan Islam dan berlaku di

kalangan umat muslim. Ada beberapa bukti tentang

berlaku dan diterimanya hukum Islam oleh umat Islam,
Batavia 1642 yangantara lain: pertama, Statuta

menyebutkan "Sengketa warisan antara orang pribumi

hams diselesaikan denganyang beragama Islam

A.1.2. Hukum Islam Masa Penjajahan Belanda

Kalau kita mempelajari sejarah huku

Hindia Belanda mengenai kedudukan

dapat membaginya menjadi dua

penerimaan hukum Islam

(le
m

periode;

sepenuhn

^^al his ton/)

hukum Islam, kita ggunakan hukum Islam, yakni hukum yang dipakaimen

periode

periode

3 periode

rnelalui

olehrakyat sehari-hari". Dan lahimya Compendium Fieijer

adalah sebagai realisasi dari statuta Batavia tersebut.

Kedua, dipergunakarmya Kitab Muharrar dan Pepakem

Cirebon yang terbit tahun 1768. Ketiga, diterbitkaimya kitab
di Kesultanan

123

hukum Islam yang menjadi pegangan

ya dan
penerimaan hukum Islam oleh huku

madat.>2i Pad,

Pil-iak Belanda

^ompagnie)

pertama terlihat adanya toleransi
VOC {Vereenigde

memberikan mang yang agak luas ba i

hukum Islam, dan pada periode ked

Belanda terhadap hukum Islam dan

dengan hukum adat.’^s

Oots-Indische

ua/ c

Palembang dan Banten, kerajaan Demak
yang

Perkembangan

intervensi
mempertentai

■●gkannya

, Jepara, Tuban,

Hukum Islam dan Adat di Indonesia122 Ratno Lukito, Pergumulan Antara
(Jakarta; INIS, 1998), him. 28.
Compendirim adalah buku ringkasan mengenai Hukum
Perkawinan dan Kewarisan Islam yang disusrm oleh D.W. Freijei.

Setelah direvisi dan disempurnakan oleh para penghulu, buku ini
diberlakukan di daerah penjajahan VOC, yang kemudian terkena
dengan sebutan Compendium Freijer. Lihat Ahmad Rofiq, Hu 'um
Islam di Indonesia (Jakarta; Rajawali Press, 1995), him. 13.

123

120
Muhammad Idris Ramulyo, Asas
Grafika, 1995), him. 38.
Ismail

-

Suny

asas ^ukiini
OakaUa: Sinar121

, "Kedudukan
Ketatanegaraan Indonesia"
Hukum Islam dalam Sistem Huk

"lalam Islam
^i^ullah

him. 13

dalam
Ahmad,

Sistem
h^ancnsi

u
831.82
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Antara lain, dalam pasal 75 dinyatakan: "Oleh hakim

Indonesia itu hendaklah diperlakukan undang-undang

agama {godsdienstigewetten)..."

Setelah kekuasaan VOC berakhir dan digantikan

oleh Belanda, maka sikap Belanda berubah secara bertahap

terhadap Indonesia dan hukum Islam yang

Periode inilah yang dikenal dengan theory receptied"^^ yang

mengatakan bahwa hukum Islam baru berlaku apabila

dikehendaki atau diterima oleh hukum adat. Perubahan

berlaku.

Gresik dan Ngampel.’^^ Daii keempat, pada 25 Mei 1760

VOC mengeluarkan peraturan senada yang disebut

Resohitie der Indische Regeering.

Periode penerimaan hukum Islam sepenuhnya

disebut juga Receptio in complexid^^, yaitu memberlakukan

hukum Islam secara penuh terhadap orang Islam karena

mereka telah memeluk Islam. Belanda - sejak masa

berdirinya VOC - tetap mengakui perahiran yang berlaku

sejak berdirinya kerajaan-kerajaan Islam di nusantara,

seperti hukum kekeluargaan Islam, hukum perkawinan

dan hukum waris. Bahkan oleh VOC, hukum keluarga

Islam itu diakui dan diterapkan dengan bentuk peraturan

Resohitie der Indische Regeering, yang merupakan kumpulan

aturan hukum perkawinan dan hukum kewarisan Islam

Hukum Islam yang telah berlaku sejak zaman VOC itulah

yang oleh pemerintah Hindia Belanda diberikan dasar

hukumnya dalam Regeerningsreglement (R.R) tahun 1855

sikap itu dapat dilihat dari tiga sisi; pertama, menguasai

Indonesia sebagai wilayah yang memiliki kekayaan sumber

ghilangkan pengaruh hukum Islamdaya alam. Kedua, men

J  .

dari sebagian besar orang Indonesia dengan proyek

kristenisasi. Ketiga, keinginan Belanda untuk menerapkan

apa yang disebut dengan politik hukum yang sadar

Teori ini dikembangkan oleh Islamolog Christian Snouck

Hui'gronje (1857-1936) yang kemudian disistematisasikan secara

ilmiah oleh C. Van Vollenhoven (1874-1933). Menurut Dauid Ali,

teori ini muncul karena hasil penelitian Snouck Hui'gronje di Aceh.

Menurutnya, yang berlaku dan berpengaruh bagi orang Aceh yang
nota bene umat Islam bukanlah hukum Islam, dan hukum Islam

baru memiliki kekuatan hukum kalau telah benar-benar diterima

oleh hukum adat. Sedangkan menurut Ichtijanto, teori ini muncul

karena Hurgronje khawatir terhadap pengaruh Pan-Ismamisme

yang dipelopori Jamaludin al-A£ghani masuk Indonesia, jika umat

Islam mengamalkan ajarannya secara menyeluruh, maka umat

Islam akan kuat dan sulit dipengaruhi/dijajah/dikuasai.

Amiur Nuruddin dan Azhari Akmal Tarigan, Hukum Perdata Islam

di Indonesia, him. 11-12.

Lihat

126

124

Khoirudin Nasution, Status Wanitn di Asia Tenggara, him 39

Teori ini digagas oleh Salamon Keyzer yang' dikuatkan oleh
Christian Van den Berg (1845-1927). Maksud

mengikut agama yang dianut seseorang. Jika
memeluk agama Islam, hukum Islamlah
Dengan kata lain, teori mi

teori ini, hukum

seseorang itu

yang berlaku baginya.

125

berlaku baginya adalah hukumTgtmlnyT 1 ^

dicatat, bahwa hukum Islam yfnrbTlak ™
keluarga, perkawinan dan kewLi. f?

"Pengembangan Teori Berlakunya Hukum' T l Ichtijanto,

dalam Tjun Surjaman (ed) Hukum hi Indonesia"

yang

Perkembangan

8584



terhadap Indonesia,

mengubah kehidupan hukum
hukum Belanda.

Upaya-upaya sistematis

rerlihat dalam bebe

127

Maksudnya,dan

yanuntuk

^ain adalah

rapa pyait

Belanda ii
Grei

VO(

Resc

Pengadilan Negeri. Pada tahun 1937 ini juga

dikeluarkan Stbl. No. 638 dan 639 tentang pendirian

Kerapatan Qadli dan Kerapatan Qadli Besar untuk

wilayah Kalimantan Selatan dengan kewenanga

sebagaimana pengadilan agama di Jawa dan

Madura.’^®

n

ngin menata

di Indonesia dengan

g dilakukan Belanda
dise

huk
eraturan secarau : resmi.mei

Ada beberapa saran Hurgronje (sebagai penasehat

Belanda) kepada pemerintah Belanda mengenai hukum

Islam, yakni; pertama, dalam urusan ritual ibadah, umat

Islam harus dibiarkan bebas menjalankannya, kedua,

mengenai lembaga sosial Islam, atau aspek mu amalat

Islam, seperti perkawinan, wakaf, warisan, pemerintah

harus menghormati keberadaaimya, sambil berusaha

menarik sebanyak mungkin perhatian orang-orang

Indonesia terhadap berbagai keuntungan yang dapat diraih

1.
Pasal 134berc

(2) Indische
Staatsregeling (I.S.)

a "Perkara-perkara perdata yang
"’●=ny=takan, bahw
hmbul di

°
antara

seja

rang-orang Islam diadili oleh

menenh hukum adat

“"dang-undang dterV*""™""
Rj«Pfe. hukum Islam'

hukum Isla
adat.

Pengadilan
mereka

Sgap tidak ada,
adat. Huku

yang
ni Islam akan

bagi
hepenting

"" tersebut telah
an

Pemeluknya jika
diterima oleh huku m

sepi
dan

Isla

Res

atu

Hu

ya-
dari kebudayaan Barat, dan ketiga, dalam masalah politik,

pemerintah dinasehatkan untuk tidak menoleransi kegiatan

apa pun yang dilakukan oleh kaum muslim yang dapat
atauPan-Islamismemenyebarkan

hu

2.
^"^dasarkan
Peradilan
berw

enang

124

Stbl 1937 No.
Agama

di Jaw

125
116,

menyebabkan perlawanan politik atau bersenjata

menentang pemerintah kolonial Belanda. Dari upaya-

seruan-seman
naenyatakan bahwa

dan Madu hanya
a

Perkara"^dangkan perkawinan saja,
ynngselama berabad-abad

diserahkan

ra

kepada

"^emeriksa
Perkara
kew

Waris ^

^^^ngamnyg
upaya ini kemudian berpengaruh terhadap lambannya

perkembangan hukum Islam di Indonesia. Bam sekitar

nienjadi

127

I99g^^ Mib^Summto, Politik Islam

Ahmad Rofiq, Hukum Islam di Indonesia, him. 18-19.
Amiur Nuruddin dan Azhari Akmal Tarigan, Hukum Perdata Islam
di Indonesia, him. 12-13.
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129

86
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bagi orang-orang Tionghoa, secara umum juga berlaku

Biirgeliik Wetboek dengan sedikit pengecualian, yakni hal-

hal yang berhubungan dengan pencatatan jiwa dan acara

sebelum perkawinan. Ketiga, bagi orang Arab dan Timur

Asing yang bukan Tionghoa berlaku hukum adat mereka.

Keempat, bagi orang Indonesia asli berlaku hukum adat

mereka, ditambah untuk orang Kristen berlaku undang-

undang perkawinan Kristen Jawa, Minahasa dan Ambon

{Hiauelijk Ordonantie Christen Indonesiers Java, Minahasa an

Amboina (HOCI) berdasar Stbl. No. 74 Tahun 1933. Kelima,

bagi orang yang tidak termasuk ke dalam empat golongan

tersebut berlaku peraturan Perkawinan Campuran.
131

Gres
tahun 1970-an pembaharuan hukum Islam di Indonesia

dengan

tentang

tepatnya pada tahun 1974

UU No.l Tahun 1974

dimulai,

diundangkannya

VOC

Reso

Perkawinan, yang kemudian disempurnakan dengan
dise

huki
unculnya Kompilasi Hukum Islam (KPIl) di Indonesiam

tahun 1991.
men

Dengan munculnya UU No.l tahun 1974 tentang

perkawinan ini, menurut Prof. Mahadi, menandai ajalny

teori "Iblis" Receptie. la mengutip pasal 1 ay at (1) yang

menyatakan bahwa: "Perkawinan adalah sah apabila

dilakukan menurut hukum masing-masing agama dan

kepercayaannya itu". Dengan demikian, hukum agama

Islam meirjadi sumber hukum yang langsung tanpa hams

melalui hukum adat dalam menilai

perkawinan sah atau tidak.

Sebagai antitesa terhadap teori receptie, maka

dimunculkan Teori Receptie Exit atau

oleh Sayuti Thalib dan Hazairin,

hukum adat bam berlaku kalau tidak
hukum Islam.’^°

Pada masa

a

apakah suatu

Receptie a Contrario

yang menyatakan bahwa

-bertentangan dengan

kekuasaan Bel

herd

sejal

sepe

dan

Islai

Resc

atur A.1.3. Hukum Islam pada Masa Penjajahan Jepang

Segera setelah pemerintah Hlndia Belanda

menyerah kepada pemerintah Jepang pada tanggal 8 Maret

1942, maka Jepang menetapkan bahwa semua undang-

undang dan peraturan-peraturan yang berasal dari

pemerintahan Hindia Belanda tetap berlaku selama tidak

bertentangan dengan kepentingem Jepang (tertuang dalam

Dekrit Bala Tentara Jepang No. 1 Tahun 1942).

Mungkin karena tidak lama Jepang menguasai

Indonesia, maka pengaruh kebijakan pemerintahan Jepang

terhadap perkembangan hukum Islam di Indonesia tidak

Hul

yan

hul

124

125

and
,. j , , , A masalah perkawinan
diatur dalam beberapa peraturan

Perlama, bagi orang-oraL

undang HuL PerdrL T
Mala (Burgehjk Wetboek [BW]). Kedua,

Wirjono Prodjodikoro, Hiikwn Perkaimnan di Indonesia (Bandung:

Penerbit Sumur, 1974), him. 14-15

131

130

Sajuti Thalib, Receptio a Contrario 0aka
65 Bina Aksara, 1982), him..
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"V

tidak boleh dicampurtangani untuk sementara waktu.

Pengaturan yang khusus perlu adalah upaya dalam rangka

mencegah munculnya segala bentuk perlawanan dan

oposisi yang tidak diinginkan.

Daniel S. Lev melukiskan kebijakan Jepang sebagai

134

begitu tampak. Yang terlihat hanya pada perubahan

struktur kelembagaan peradilan agama Islam. Berdasarkan

Dekrit No. 14 Tahun 1942 tertanggal 29 April menetapkan

bahwa susunan peradilan sipil di Jawa dan Madura masih

tetap berlaku, hanya saja nama-namanya

dengan nama dan sebutan dalam bahasa Jepang, untuk

nama kedudukan para pejabat dan nama kantor, sementara

fungsi dan wewenangnya sama dengan masa

Belanda. Misalnya Pengadilan Distrik {Disiricts^erecht)

diganti dengan Gun Hooin, Peradilan Kabupaten

(Regentschapsgerecht) diganti dengan Ken Hooin, Pengadilan

Negeri {Landrand) diganti dengan Tihoo Hooin, Pengadilan

Agama diganti dengan Sooryo Hooi. Selain itu Jepang juga

disesuaikan

kolonial

berikut;

...Sejumlah kecil perubahan struktur dipikirkan

selain hapusnya sama sekali penguasaan Belanda

dan penggantinya dengan penguasaan Jepang.

Demi kemudahan administrasi sebagian besar

hukum dan peraturan yang ada tetap diberlakukan.

"Para kepala dan pejabat pribumi yang

memperhatikan keinginan yang tulus untuk bekerja

sama dengan Jepang akan tetap dipekerjakan

sebanyak mungkin, dan seperti halnya Belanda

sebelum Jepang," adat kebiasaan setempat, hal-hal

yang lazim dilakukan, dan agama tidak dicampuri

sementara waktu. Selanjutnya berkaitan dengan

urusan keperdataan pribadi, adat kebiasaan dan

adat istiadat mereka hams dihormati dengan

cermat, dan perlakuan khusus diperlakukan

sehingga tidak memancing permusuhan dan

ketidakpahaman yang tidak berguna.
136

bermaksud membuat unifikasi dalam peradilan, yaitu satu

pengadilan untuk semua golongan penduduk, kecuali

untuk bangsa Jepang sendiri,’32 dan Residentiegerecht yang

khusus untuk orang-orang Eropa dihapuskan.’^^

Dalam konteks administrasi penyelenggaraan

negara dan kebijakan-kebijakan terhadap pelaksanaan

hukum Islam di Indonesia terkesan bahwa Jepang memilil''

untuk tidak banyak melakukan pembahan. Bagi Jepang,

adat-istiadat lokal, praktik-praktik kebiasaan dan agama

132 Zaini Ahmad Noeh dan Abdul

Pengadilan Agamn Islam di Indonesia (S,y \
him. 20. " (Surabaya: PT Bina Ilmu, 1983), Amiur Nuruddin dan Azhari Akmal Tarigan, Hukum Perdata Islam

di Indonesia, him. 14

134

133

Nur Ahmad Fadil Lubis, A

(Medan: IAIN Press, 2000), him 137°'^^ Islamic Law i
i Indonesian

91
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1. Dalam negara Indonesia tidak boleh terjadi atau

berlaku sesuatu yang bertentangan dengan kaidah-

kaidah Islam bagi umat Islam, atau bertentangan

dengan kaidah-kaidah nasrani bagi umat kristiani,

atau yang bertentangan dengan kaidah-kaidah

agama Hindu-Bali bagi pemeluk Hindu-Bali, atau

yang bertentangan dengan kesusilaan agama Budha

bagi umat Budha.

2. Negara RI wajib menjalankan syari'at Islam bagi

orang Islam, syari'aat Nasrani bagi umat Nasrani,

dan syari'at Hindu-Bali bagi umat Hindu-Bali.

Sekedar menjalankan syari'at tersebut memerlukan

perantaraan kekuasaan negara.

3. Syari'at yang tidak memerlukan bantuan kekuasaan

negara unhik menjalankannya, dan karena itu dapat

dijalankan sendiri oleh setiap pemeluk agama yang

bersangkutan, menjadi kewajiban pribadi terhadap

Allah bagi setiap orang itu menjalankannya sendiri

menurut agama dan kepercayaamiya masing-

masing.

Undang-undang tentang perkawinan yang lahir

pertama kali setelah merdeka adalah UU No. 22 Tahun

1946 tentang Pencatatan Nikah, Talak dan Rujuk, yang

diberlakukan untuk Jawa dan Madura. UU ini kemudian

137

u
Kendati demikian, tetap saja Jepang membuat

kebijakan-kebijakan yang berbeda dengan Belanda, bahkan

ingin menghapus segala simbol pemerintahan Belanda di

Indonesia. Disamping itu Jepang selalu mewaspadai dan

berusaha menghalangi gerakan-gerakan anti penjajahan.

Pembahan tersebut terlihat bagaimana Jepang membagi

wilayah Indonesia ke dalam tiga zona administrasi; satu di

Jakarta untuk mengatur Jawa dan Madura, satu di

Singapura yang mengatus Sumatra dan satu lagi Komando

Angkatan Laut di Makassar yang mengahir keseluruhan

nusantara di luar tiga pulau tersebut.136

n

P

V

A.1.4. Hukum Islam pada Masa Kemerdekaan

Setelah Indonesia merdeka, walaupun a hi ran

peralihan mengatakan bahwa hukum yang lama masih

berlaku selama jiwanya tidak bertentangan dengan UUD

1945, seluruh peraturan pemerintaha

berdasarkan teori receptie tidak berlaku lagi karena jiwanya

bertentangan dengan UUD 1945 Menurut Hazairin,

sebagaimana dikutip oleh Ahmad Rofiq, pasal 29 ayat (1)

UUD 1945 hanya mungkin ditafsirkan dalam enam

kemungkinanpenafsiran, tiga diantaranya adalah :

Belanda yang

135 Daniel S. Lev, Hukum dan Politik di nnn\
him. 252-254, Oakhrthi LP3ES, 1»0)'

Tarigan, Hukum Perdatn
Amiur Nuruddin dan Azhari Akm 1
di Indonesia, him. 16

Ahmad Rofiq, Hukum Islam di Indonesia, him. 21
137

136
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Kurang lebih 28 tahun setelah UU No. 22 Tahun

1946 ini diikuti dengan lahimya UU No. 1 Tahun 1974

tentang perkawlnan, yang berlaku secara efektif sejak

tanggal 1 Oktober 1975, yang tersusun dalam 14 bab dan 67

pasal. Untuk menjalankan UU No. 1 /1974 ini maka

dikeluarkan Peraturan Pemerintah (PP) No. 9 tahun 1975

tentang Pelaksanaan UU No. 1 Tahun 1974, kemudian

disusul pula dengan lahimya Peraturan Menteri Agama

dan Menteri Dalam Negeri. Bagi umat Islam diatur dalam

Peraturan Menag No. 3 Tahun 1975 dan No.4 Tahun 1975,

kemudian diganti dengan Peraturan Menag. No. 2 Tahun

1990. Bagi non-muslim diatur dalam Keputusan Mendagri

No. 221a tahun 1975, tanggal 1 Oktober 1975 tentang

pencatatan perkawinan dan perceraian pada Kantor

Catatan Sipil (KCS).’“’ Adapun isi PP No. 9 Tahun 1975

terdiri atas 10 bab, 49 pasal. Kemudian pada tahun 1983

lahir pula PP No. 10 tentang Izin perkawinan dan

perceraian bagi Pegawai Negeri Sipil (PNS), yang

140

diperluas wilayah berlakunya untuk seluruh Indonesia

berdasarkan UU No. 32 Tahun 1954. Keberadaan UU No.

22 Tahun 1946 ini adalah sebagai kelanjutan dari Stbl. No.

198 Tahun 1895 dan sebagai pengganti dari Huioebjk

Ordonnntie Stbl. No. 348 Tahun 1929 Jo. Stbl. No. 467 Tahun

dan Vorstenlnndse Hiiiuelijk Ordonnntie Stbl. No. 981931

Tahun 1933.i^8

UU No. 22 Tahun 1946 terdiri dari 7 pasal, yang

hanya memuat dua hal, yakni (1) keharusansecara umum

pencatatan perkawinan, perceraian dan rujuk, serta (2)

penetapan pegawai yang ditugasi melakukan pencatatan

perkawinan, talak dan mjuk. Karena itu Wasit Aulawi

mengatakan bahwa UU No. 22 Tahun 1946 tersebut

menyangkut hukum acara tentang pencatatan perkawinan.

talak dan rujuk. Hanya satu hal yang termasuk sebagai

materi hukum, yaitu tentang fungsi pengawasan

perkawinan, tugas Pegawai Pencatat Nikah (PPN) jug^

menilai apakah ada hal-hal atau larangan yai''g

menghalangi dilangsungkannya perkawinan.'-'”

Peraturan Menag RI No. 3 Tahun 1975 berisi tentang Kewajiban

Pegawai Pencatat Nikah dan Tata Kerja Pengadilan Agama dalam

melaksanakan Peraturan Percmdang-undangan Perkawinan bagi

yanag beragama Islam. Sedangkan Peraturan Menag No. 4/1975

berisi tentang contoh-contoh akta nikah, talak, cerai dan rujuk.

Ichtijanto, "Prospek Peradilan Agama sebagai Peradilan Negeri
dalam Sistem Politik Hukum di Indonesia", dalam Amrullah

Ahmad (ed), Dimensi Hukum Islam..., him. 185.

140

138

Wirjono Prodjodikoro hanya menyebutkan bahwa UU No. 22

Tahun 1946 itu menggantikan dua UU
No. 348 Tahun 1929 dan Stbl.

Stbl.
zaman Bclanda, yaitu

dalam Amrul'lah Sad '
HHtomN«sionc/,hlm ^slam dnlmn Sist&'^
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Tahun 1988, diadakan semiloka nasional, dengan

mengundang ulama-ulama seluruh Indonesia. Di smi

diajukan draf 3 buku KHI. Buku'I ; Perkawinan, buku II :

Kewarisan dan buku III: Perwakafan. Oleh beberapa tokoh.

asal.’^^PP
ditetapkan pada tanggal 21 April 1983, bensi 23 p

No. 10 tahun 1983 ini mengahir dua hal pokok, po iga

dan perceraianbagi PNS. Pada tahun 1990 keluar PP No.

berisi perubahan PP No. 10 Tahun 1983.

Dalam upaya melaksanakan UU No.1/1974, ter

Surat Keputusan MA tanggal 16 Sept 1976, yang dise

PANKERMAHAGAM (Panitia kerjasama ^

yang

Mahkain

KHI dianggap sebagai ijina' ulama Indonesia. Bersamaan

dengan proses ini, pada tahun 1989 diundangkan UU No. 7

/1989 tentang Peradilan Agama. UU ini sebagai hukum

formilPA yang ditetapkan pada tanggal 14 Desember 1989.

Mengenai acara pemeriksaan sengketa perkawinan

perceraian dibahas dalam pasal 65 sampai dengan pasal 88.

Puncaknya tanggal 10 Juni 1991 dikeluarkan Inpres

1 tahun 1991. Instruksi Presiden kepada Menteri Agama

RI untuk ; 1) Menyebarluaskan KHI dan 2) Melaksanakan

Instruksi tersebut dengan sebaik-baiknya.^'^^ Adapun tujuan

disusuimya Kompilasi Hukum Islam (KHI) adalah sebagai

berikut: 1) Untuk melengkapi pilar Peradilan Agama pada

sisi hukum materialnya yang jauh lebih lengkap dari UU
hukum

atau

no.

No

ad

untuk menyusun

i unaatAgung dan Departemen Agama)

langkah-langkah membenhik hukum tertulis bagi

Islam.

Dari beberapa pertemuan itu muncullah

dari Ketua Muda Mahkamah Agung urusan Pera i

Agama (PA), Prof. Bustanul Arifin, tentang

Kompilasi Hukum Islam (KHI) dengan mengusul an
Islam n^elalui

ikarta

antar^

'Proyek Pembangunan Hukum

yurisprudensi". Tanggal 15 Maret 1985, di Yogy^

disepakati Surat Keputusan Bersama (SKB) ^

Mahkamah Agung dan Departemen Agama tentang

terwujudny^^

,/ek

tersebut. Hasil dari proyek ini adalah

.1/1974, 2) Menyamakan persepsi penerapan

pada tataran praktis di Pengadilan Agama, dan 3)

Menyingkirkan paham Private Affairs (persoalan keluarga

[nikah, waris, wasiat,

individu bukan urusan Negara/pemerintah)

wakaf, zakat] adalah masalah

penyusunan draf Kompilasi Hukum Islam (KHI).

hallima142
Secara umum PP No. 10 tahun 1983 ini menguraikan
pokok; yaitu 1) siapa yang dimaksud PNS, 2) siapa
dipersamakan dengan PNS, 3) alas.  an boleh atau tidaknya

yang
pNS/

dan yang dipersamakan dengan PNS untuk cerai, 4) alas an

boteh tto TA" “I* PNS pria, dan

H uan 1 NS maupun non-PNS pna.

islain di Indonesia (Jakarta:
boleh

5) sya'"‘

Abdui-rahman, Kompilasi Hukum
AKAPRES, 1995), him. 108-109.
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d) Kajian perbandingan hukum keluarga di

Negara-negara muslim seperti Maroko,

Mesir dan Turkid"*^

Tahap III ; Tahap perumusan yang didasarkan pada

Kompilasi
Ada empat tahap dalam perumusan

Hukum Islam (KHI), yakni d-*'

berlaku dan sumber
Tahap I : Persiapan

Tahap II : Pengumpulan bahan baku yang

berbagai sumber, baik sumber tertulis maupun

lidak tertulis. Pada tahap pcngumpula.

digali dari

n
sumber

peraturan per-uu-an yang

Hukum Islam, khususnya ayat/teks yang

berhubungan dengan substansi Kompilasi

Hukum Islam (KHI).

Tahap IV ; Tahap penyempumaan dengan mengumpulkan

masukan-masukan akiair dari para ulama/

cendekiawan muslim seluruh Indonesia yang

data ini ditempuh beberapa jalur, yakni:

kitab fiqh dari berbagai

il hukum
a) Menelaah 38

mazhab mencakup 160

keluarga. Dilakukan oleh para pakar

Indonesia. Juga diambil dan fatwa

, Nahdlatul

Tarjih

masa-

di 7

IAIN se

Majlis Ulama Indonesia (MUI)

(NU)Ul

ditunjuk melalui lokakarya.

, dan Majlisama

digunakan dalamAdapun pendekatan yang

merumuskan Kompilasi Hukum Islam (KHI) adalah

sebagai berikut: 1) mencari landasan normative dalam

sumber utama ; al-Qur'an dan suimah, 2) mengutamakan

Muhamadiyah.

b) Wawancara dengan 181

tersebar di seluruh Indonesia

lama y^^'‘§

pemecahan masalah masa kini, 3) Unity dan variety (satu

dan keragaman). Dalam hal-hal yang menyangkut aqidah

dan keimanan, Islam adalah unity (satu). Namun dalam hal

amalah {huquq al-'ibad), Islam memiliki corak yang

beragam, 4) kompromi dengan hukum adat. Misalnya,

tentang lembaga harta bersama adalah adat yang diangkat

mu

dilan
pengaI  produk

(yurisprudensi) di lingkungan Pengaddilat^
16 buku

Agama

c) Penelaahan

, yang terhimpun dalam

yang terdiri dari 4 jenis; himpunan

PTA, himpunan Fatwa penga

himpunan Yurisprudensi

Agama, dan Law Report tahun 1977-1984

putus

Pengadi

an

dilam

lai^

Bustanul Arifin, Pelembagaan Hukum Islam di Indonesia: Akar Sejarah,

Hambatnn dan Prospeknya (Jakarta: Gema Hsarri Press, 1996), him.
59-60.
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Abdurrahman, Kompilasi Hukum Islam di Indonesia, him. 37.
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Kajian terhadap Kompilasi Hukum Islam di

Indonesia dilakukan atas dasar pemikiran yang mendalam

dan kesadaran adanya beberapa kekurangan yang terdapat

dalam KHI itu sendiri. Ada beberapa pokok pikiran yang

disampaikan oleh Kelompok Kajian KHI: Tim Pokja

Pengarusutamaan Gender Departemen Agama yang

diketuai oleh Prof. Dr. Siti Musdah Mulia, MA dengan

anggotanya: Marzuki Wahid, Abd. Moqsith Ghozali,

Abdurrahman Abdullah, Achmad Mubarok, Anik Farida,

Saleh Partaonan, Marzani Anwar, Mesraini, dan Amirsyah

Tambunan. Agar dapat dibaca secara utuh, maka pikiran

pokok tersebut saya kutip secara utuh sebagai berikut:

oleh kaidah "al-'ndahdalam KHI. Hal ini dilegalisaasi

muhakkamah, nl-'wfdan istishlnh"
dan

Melihat keseluruhan proses perumusan

serta tujuanHukum Islam,penyusunan Kompilasi

disusunnya KHI sebagai upaya merespon perkernbang

hukum yang ada dalam masyarakat, maka sejak itu pul^
sebab

an

Kompilasi Hukum Islam sudah ketinggalan zaman

1991, sebenarnyaketika KHI disebarluaskan pada tahun

sebagian bahan baku KHI sendiri diambil dari Law
barkan

■t

tahun 1977-1984, yang tentunya hanya menggam

perkembangan hukum sebelum tahun 1984. Itu artmya
terekam

perkembangan berikutny

dalam KHI. Karena itu seiring perkembangan zaman

perlu diperbaharui. Dan untuk keperluau

pembaharuan KHI ini Departemen Agama RI membentuk

Tim Pokja Pengarusutamaan Gender Departemen Aga^^^^
pada tahun 2003

terhadap bebera

dengan perkembai

sekali beluma  sama

KHI

elitian

sesuai

dengai^

untuk melakukan kajian dan pen

pa pasal KFH yang dianggap kurang

ngan zaman agar disesuaikan '

MEMANTAPKAN POSISI KOMPILASI HUKUM

ISLAM (KHI) DALAM MASYARAKAT INDONESIA
YANG DEMOKRATIS

oleh:

Kelompok Kajian KHI

Tim Pokja Pengarusutamaan Gender Departemen Agama

perkembangan kekinian. Nemun sayangny., hasil kajia"

Am a°i Gender Depag ini dibekukaPean dilarane aioleb n

Pihak, para tkoh I 1 "f
Hasil kajian Tim P I™ masyarakat

desakan be
m

dikenal dengan r° Gender Depag

rba

'^'am(CLD KW)

Pengantar

Sejumlah kajian dan penelitian menjelaskan bahwa

Kompilasi Hukum Islam (KHI) mengandung dalam dirinya
diarahkan selain

berbagai potensi kritik
g

uslirP- . Kritik umumnya

pada eksistensi KHI juga pada substansi hukumnya yangini
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m

yang diharapkan adalah seperangkat ketentuan hukum

Islam yang senantiasa menjadi rujukan dasar bagi

terciptanya masyarakat berkeadilan, yang menjunjung

nilai-nilai kemanusiaan, menghargai hak-hak kaum

perempuan, meratanya nuansa kerahmatan dan

kebijaksanaan, serla terwujudnya kemaslahatan bagi

seluruh umat manusia. Semua ketentuan tersebut hendak

dipandang tidak lagi memadai

pelbagai problem keumatan yang cu

karena konstruksi KHl sejak awal kelahirannya telah

membawa pelbagai kelemahan. Hasil-hasil penelitian baik

berupa tesis maupun disertasi menyatakan bahwa KHI

visi dan

dalam menyelesaikan

kiip kompleks. Ini

memiliki kelemahan pokok justru pada rumusan

misinya. Terang benderang, beberapa pasal di dalam KHI

secara
prinsipil bersebrangan dengan prinsip-prinsip dasar

digali dan dirumuskan dari sumber-sumber Islam yang

otoritatif yaitu al-Qur'an, al-Sumaah, dan akal melalui

pengkajian terhadap kebutuhan, pengalamaia, dan

ketentuan-ketentuan yang hidup dalam

khazanah intelektual klasik Islam, dan

masyarakat

Indonesia,

(H-Islam
yang universal, seperti prinsip persainaan

mnsaionh), persaudaraan {nl-iklm'), dan keadilan
serta masyadasar bagi pcmbentukangagasan rakat

pengalaman peradaban masyarakat Muslim dan Barat di

belahan dunia yang lain.
seperti pluralisme, kesetaraan gender, HAM/

itu,
egalitarianisme

madani,

demokrasi, dan . Di samping
lab

disinyalir oleh para pakar bukum, terdapat sejum
dengan

yang "berpunggungan
KHI dalam Kerangka Hukum Nasional dan Internasional

Eksistensi hukum Islam di Indonesia selalu

hukum normatif yangmengambil dua bentuk;

ketentuan di dalam KHI

bukum-hukum nasional dan konvensi internasional yang

ditelaah dantelah disepakab bersama Belum lagi kalau diimplementasikan secara sadar oleh umat Islam, dan
.

sudut
metodologi, KHI tak ubahny

produkfikih,jerihpayahulama

Sana. KHI tidak

plika re

zaman lampa

dikerangkakan dalam su

dan
a belaka

di seberangu

hukum formal yang dilegislasikan sebagai hukum positif

bagi umat Islam. Yang pertama menggunakan pendekatan

menggunakankeduakultural,dut pand
dan

di penghampiran struktural. Hukum Islam dalam bentuk

kedua itu pun proses legislasinya menggunakan dua

Pertama, hukum Islam dilegislasikan secara formal untuk

sementara yang

cara.

"'^'syarakat Islam Indonesi
fikih Timur

-l cangkoka, melainkan

Tengah dan dunia Arab lainnya.

Program ini ha^i, yntuk membaca ulang

^«olah 12 tahun berlalu

barn (meliputi
‘●oogan tuntutan

kembali ddan menyusunnya

visi dan misi) yang
bekinian d

KbH

ala<P
sesn^t

umat Islam, seperti PP Nomor 28 Tahun 1977 tentang

an kebutuhan kedisininn.

lebih
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Against Women), UU Nomor 39 Tahun 1999 tentang HAM

yang isinya sangat menekankan upaya perlindungan dan

penguatan terhadap perempuan, bahkan dengan UUD 1945
UUD 1945. Dalana hal-hal tertentu,

berseberangan dengan UU

dan Amandemen

praktik diskriminasi juga

1999 tentang17 Tahun
Perwakafan, UU Nomor

Ibadah Haji, dan
Penyelenggaraan

UU Nomor 38 Tahun

1999 tentang

hukum Islam

Pe
Zakat. Kcdua, materi-mrtari

hukum nasionc-
alngelolaan

diintegrasikan ke dalam
22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah yang

desentralisasi dengan ciri

Nomor

menekankan pada prinsip

formnlsepertiUU

danUU Nomor?
ebutkan hukum Islam secara

● 1 Tahun 1974 tentang Perkavvman

tanpa meny

partisipasi seluruh masyarakat tanpa membedakan laki dan
intemasional, terdapat sejumlah

HAM, di
perempuan. Di forum

instrumen penegakan dan perlindungan

Nomoi

tahun 1989 tentang Peradilan Agama.

Berbeda dengan itu, KHI adalah pi
●oduk kebijahan

envusunanny^
fikih

P Deklarasi Universal HAM (1948), Kovenanproses
■motif Islam, tcrutanta

pemerintah yanghukum antaranya
Hak-hak Sipil dan Politik (1966),didasarkan pada hukum noi

madzhab Syafi'i. Boleh jadi hal itu
tidak akrab dengan

embm

dalam wajah yang

il Internasional tentang

Internasional tentang Hak-hak Ekonomi, Sosial,Kovenan
KHI taiup

hukuu^

puat

uat

dan Budaya (1966), CEDAW (1979), Deklarasi Kairo (1990),
dan Deklarasi dan Program Aksi Wina (1993). Sebagai

dari kesepakatan-kesepakatan tersebut,

Hukum Islam kiranya tidak bisa mengelak
dampak ikutan

Kompilasi -

hukum-

nasional dan internasional yang

pada tegaknya masyarakat yang egalitei.

memiliki komitmen

pluraliS/
dau

kecuali harus menyesuaikan diri.

iumlah P

1, KHI sendi

gerak

menyuburkan
pra

oleh se)Udemokratis. Bahkan disinyalir
Muslim bahwa alih-alih untuk demokratisasi

telah tampil sebagai penghambat laju KHI dan Konteks Politik Hukum

maklum bahwa KHI lahir bukan dari kondisi
kondisi-kondisi sosial, politik, dan

Telah

vakumyang

KHI dipandang turut
diskriminasi dalam masyarak

●hadap
. Ada

tet
terutama

Tentu
at,

perempuan dan kaum minoritas.

iU
sa]a

berseberangan dengan produk-produk hukum
seperti UU Nomor 7 Tahun 1984 tentang

hukum yang mendorong KHI hams lahir. KHI lalair dan

rahim negara. la lahir sebagai produk politik negara Orde

yang jika dipandang dari optik politik hukum tentuBaru,

al

saja tidak bebas nilai dan tidak bebas kuasa dari muatanSegala Bentuk Diskriminasi terhadap Perempua'^’

Undang yang terakhir ini dirumuskan sebagai konse
logis dari ratifikasi
Convention

cedaW
ccrivt

negara terhadap

the Eliminati
on

risiktis

(0
i^^

on of All Form of Vh
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spesifik sebagai akibat logis dari pengaruh politik hukum

pada masanya. Karakter-karakter tersebut adalah sebagai

berikut: [1] dari perspektif strategi pembentukan hukum,

KHI berkarakter semi-responsif, yakni proses

pembentukartnya dikuasai oleh pihak yudikatif (MA) dan

eksekutif (Depag RI), sementara pihak legislative (DPR)

selaku perwakilan-formal rakyat Indonesia tidak terlibat

sama sekali dan perwakilan masyarakat Islam (MUI dan

cendekiawan Muslim di IAIN) berada pada posisi

peripheral; [2] dari perspektif materi hukum, KHI

berkarakter otonom, reduksionistik dan konservatif.

Artinya, materi hukum Islam pada KHI secara substansial

diakui sebagai fiqh (yurisprudensi Islam), namun hanya

sebagian kecil materi hukum Islam yang dilegislasikan

[perkawinan, kewarisan, dan perwakafan] dengan

formulas! bahasa dan pokok masalah yang tidak adaptif

dan inovatif; [3] dari perspektif implementasi hukum, KHI

berkarakter fakultatif, yakni tidak secara a priori hams

ditaati dan bias memaksa setiap warga negara, meski

beragama Islam, untuk melaksanakan ketentuan KHI; dan

[4] dari perspektif fungsi hukum, KHI berkarakter regulatif

dan legitimatif, yakni ketentuan hukumnya lebih bersifat

teknis-prosedural dan praktis-operasional ketimbang

strategis-konsepsional dan teoritik. Selain itu, aturan-

aturan hukumnya cendemng melakukan pembenaran

terhadap ketentuan hukum positif sebelumnya dan

lain,
perkataan

KHI terselimuti

itu. Denganinterest politik

pembidanan kelahiran dan keberadaan

oleh bias-bias kekuasaan rezim Orde Baru. Setiap legis asi

oleh negara, apalagi negara Orde Baru yang saat i

berwatak otoritarian-birokratik, terdapat suatu

rezim

kehendak-

menyertainya/

tak ada
kehendak sosial politik tersembunyi yang

sebagaimana anutan banyak pakar huku

hukum yang

kuasa. Termasuk dalam jaring-jaring

Islam yang terkumpulkan dalam Kldl

menjadi sarat dengan nilai, kepentingan,

Dengan nalar demikian, maka wajar

dipandang oleh sebagian orang sebagai fikih

negara. Ini karena elemen-elemen konstruksi hukum

bahwa

dan
bebas nilai, bebas kepentingan

kalau

ma

,

bebas

Ini acial<->h hukum

- ̂ kehadiranuy^

, dan relasi kuasa-

m

khi

dzbab

 Islam

elitiam

ilihau'
dalam KHI penmulai dari inisiatif, proses

terakhir dari pi

leh suatu

orang

an

semuanya dilakukan o

penyusunan, hingga penyimpul

pilihan hukumnya
tim

yang beranggotakan hampir seluruhnya

"eg-ira. Betapa latar belakang pembentukan, logika

y^S d.gunakan, hingga pola redaksi yang diterapkan

aga.mana lazimnya digunakan oleh hukuih P'-

sangai bT''''"’ hukum pemberlakuannya jaS

keputusan negate melald’

-ormig

hukuBi

ositi^

^^rdasarkan setid^^'^'
kajian politik hukum, KHI

(ernpat) buah karakter hukum 1

tidaknya
memiliki 4
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Dalam bidang hukum perkawinan, hams fair diakui

bahwa dalam KHI terdapat beberapa pasal yang

problematis dari sudut pandang keadilan. Di antara

masalah-masalah yang kurang mendukung semangat

keadilan tersebut antara lain: batas usia minimal

pemikahan, wall nikah, saksi nikah, hak dan kewajiban

suami isteri, dan nusyuz.

Pasal-pasal yang dinilai sarat dengan ketidakadilan

tersebut dapat dijelaskan sebagai berikut Pertama, batas

usia minimal pemikahan yang diatur dalam pasal 15 ayat

(1). Pasal ini dianggap tidak adil karena dengan mematok

usia minimal perempuan boleh menikah lebih rendah dari

usia laki-laki, maka jelas memperlakukan laki-laki dan

perempuan secara berbeda, yakni semata-mata didasarkan

pada asumsi ideologis patriarklais.

Kediin, tentang wali nikah yang dijelaskan dalam

pasal 19 - 23. Di antara pasal-pasal tersebut, yang diiailai

berketikdakadilan adalah pasal 19, 20 ayat (1) dan 21 ayat

(1). Berdasarkan penjelasan pasal-pasal tersebut, hak

kewalian hanya dimiliki oleh orang yang berjenis kelamin

laki-laki. Tidak ada mang sedikitpun bagi seorang

untuk menjadi wali nikah atas anak perempuannya,

misalnya ketika sang ayah berhalangan. Sekiranya ayah

tidak memungkinkan untuk tampil menjadi wali, maka hak

kewalian jatuh pada kakek. Jika kakek udziir, maka hak

kewalian tidak secara otomatis pindah ke tangan ibu, tetapi

ibu

i ns I i tu si - i ns t i t u s i ben t u ka seperti KUA, PPAlW,n ncgara,

Pengadilan Agama, dan Iain-lain. Walhasil, hukum

dalam KHI telah bergeser dari otoritas hukum agai^^

[divine Inzu] menjadi otoritas hukum negara [state law].

KHI dalam Perbandi

negeri Muslim

Kiranya penting juga untuk menjuktaposisikan

dengan hukum keluarga yang ada di berbagai negeri

y^'ing lam. Negeri-negeri Muslim O’rsebut telah berkali'l^^''‘
hukuiT'

ia,

Hukum Keluarga Nege^'ingan

KHI

mengadakan

keluc'
sejumlah pernbaharuan terhadap

antara lain Tunisia
dan lai

"■●nya

, Syiria, Mesir, Yordania

selengkapny^i. Sejarah perkembangan
akan

dijelaskan kemudian.

KHI dan Proble

Seiring dengan perkembangan zaman dan dinam

perubal--";

y^'»ng sejumlah problem sosial
g dalam bany dak hal

ij-oblem sosial
ketidakadilan
Pokok

Sosial

khi

alamtidak lagi tercover
y^ng dimaksud adalah

y^i^g ditemukan terutama dalam dtia
hukum danperkawinan

ted

huktid^

beberap";
kewarisan. Di
Pej-soalan yan ^^P^^g itu, terdapat pula

kup penting yang belum terakoTiO
P^^^

dal
hukum

akafan. 109
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Kelima, pengaturan tentang nusyuz yang terdapat

dalam pasal 84 ayat (1) KHI. Dalam persoalan nusyuz, KHI

masih terlihat bersikap tidak adil karena masalah nusyuz

hanya berlaku bagi pihak perempuan. Sementara laki-laki

(baca: suami) yang mangkir dari tanggungjawabnya, tidak

diatur dan tidak dianggap nusyuz. Oleh sebab itu, pasal ini

terlihat mengekang kebebasan hak-hak perempuan dan

tidak mendudukkan hubungan suami isteri secara setara.

Selain ketidakadilan pada hukum perkawinan, KHI

juga memuat ketidakadilan pada hukum kewarisan. Dalam

hukum kewarisan, salah satu bentuk ketidakadilan terlihat

lurun pnda anak laki-laki atari saudara laki-laki kandung

tersebut. Hirarki kewalian ini telahdari si peremprian

diatur olch KHI dalam pasal 21 dcngan menutup sama

sekali pcluang perempuan untuk menjadi wali. Untuk itu,

bahvva pasal tentang

tidak membedakan

laki-laki memiliki

scndiri dan berwenang

dengai^

secara praktis barns ditegaskan

perwalian dalam KHI hendaknya

antara laki-laki dan perempuan.

otoritas untuk menikahkan dirinya

me ganjadi wali nikah, ma

perempuan.

tentang saksi pernikahan yang '

pasal 24, 25, dan 26. Dari ketiga pasal itu, yang

Jika

ka tentu demikian jn

diatur dalam

dinilai tidak

sekali

ikalmH’

sama

pada pengabaian hak-hak anak yang sedang dalam

kandungan. KHI hanya memperhitungkan bagian aiaak

yang telah lahir. Padahal, anak yang sedang dalam

kandungan justru memiliki beban yang lebih berat baik

dari aspek psikologis maupun finansial. Oleh karena itu,

sudah selayaknya KHI merumuskan konsep tentang

pembagian warisan bagi anak yang sedang dalam

kandungan.

adil hanyalah pasal 25 karena menutup

kemungkinan perempuan untuk menjadi saksi pen

Dengan

semestinya laki-laki dan perempuan mempunyai p

yang sama untuk tampil sebagai saksi nikah.

Keeinpnt, posisi kepala rumah tangga yang

dalam pasal 79 KHI. Pasal ini menyatakan

adalah kepala keluarga dan isteri adalah ibu rumah tai .

Sebagaimana fikih pada umumnya, KHI tidak P^^^

mempertimbangan kapabilitas dan kredibilitas iste^

memangku status

keluarga

ak
keadilan.

menggunakan parameter
i neluang

a
tei'dap

amStir
bahwa

ah

tuk

al^kep
keluarga. Jabatan

●is dan
kepala

telah diberika

tis
otoH^

secara gratisn

a

t
Ketidakadilan lain terlihat pada pasal 172 yang

diantaranya menyatakan bahwa bayi yang bai'u lahir atau

anak yang belum dewasa, beragama menurut ayalanya atau

lingkungaimya. Secara implisit pasal ini seakan-akan

menyatakan bahwa agama ibu tidak bemilai sama sekali

baik dalam pandangan komunitas sosial maupun dalam

pandangan Tuhan. Padahal, posisi ibu dalam keluarga

i

kepada para suami.
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Di antara persoalan tersebut antara lain adalah ketentuan

tentang wakaf non-muslim dan wakaf tunai. Aturan

tentang wakaf non-muslim perlu mendapat tempat dalam

KHI mengingat adanya beberapa kasus yang

mengindikasikan kemungkinan terjadinya hal tersebut.

Aturan itu setidaknya dapat menegaskan boleh tidaknya

warga non-muslim untuk mewakafkan harta bendanya

untuk kepentingan umat Islam.

Sementara itu, aturan mengenai wakaf tunai juga

perlu diakomodasikan dalam KHI. Hal ini dikarenakan

perkembangan dunia perbankan syariah yang cukup pesat

sehingga dapat merubah visi dan perspektif manusia

dalam "menginvestasikan" hartanya di jalan Allah. Sebagai

contoh, seseorang atau sekelompok orang ataupun suatu

badan usaha dimungkinkan untuk mewakafkan uangnya

dalam bentuk deposito. Keuntungan bagi hasil dari

deposito tersebut selanjutnya dimanfaatkan untuk

membantu korban bencana alam ataupun untuk

membiayai pendidikan masyarakat miskin. Wakaf dalam

bentuk ini bisa saja lebih bermanfaat dibandiiagkan dengan

wakaf benda yang selama ini menjadi trend.

pendidik dan perambah masa
hadits

bavvah telapak kaki

 salah satu

sangal pen ting sebagai

depan anak-anaknva.

disebiilkan baltwa surga itu terlefak di

Bahkan dalam

ibu.

kctidakadilan. Pasa'

ini secara togas monvatakan bahvva anak yang lab''"

porkawinan hanya mompunyai Inibungan saling m

dengan ibunya dan keluarga dari pihak ibunya. ^

status anak vang lahir dari spcrma suami ibun)
sekali.Padahakka

aina-

hukuf^

teknis
aala

Pasal 186, juga memuat nuansa

kaw'in ̂ ivri) tidak diperliatikan sama

S//T/ itu scndiri sab dan halal dalam pandang^'H'* g

ketidakadiknn,Di nuansasamping
ken da In

kevvarisan juga memuat beberapa Ken

dianggap cukup penting dalam

teknis itu antara lain terdapat pada p

tidak mcnjclaskan secara eksplisit yang

mana Rnd. Kendala teknis ini tentu saja

para hakim di pengadi Ian untuk menyelesa

warisan keluarga

dalam bab V dan bab VI yang tidak menje

hibah. Pendefn

penerapan

asa

mana

akan

mu slim. Kendala teknis
ie

rind definisi wasiat dan

nya-
1  192 dan

193 yang

H»/dany
ang

nieny^

ikan p

lain

ers

in

Ian
on

al

secnP'’
laskan

isian
KHI dan Problem Metodologis (Ushul Fikih)

Dalam banyak kajian akademis, KHI tidak digali

sepenuhnya dari kenyataan empiris Indonesia, melainkan

banyak "mengangkut" begitu saja dari penjelasan normatif

inan

terminologi ini cukup penting karena

dalam praktek wasiat dan hibah.

Selanjutnya, dari sisi hukum perwa

belum dapat dikatakan sempurna mengingn*^

persoalan yang cukup penting yang belum

adan

ka

peiuiPP
ya

fan, K

teraknna^
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Islam fundamentalis-idealis. Mereka selalu berupaya untuk

menundukkan realitas ke dalam kebenaran dogmatik nash,

dengan pengabaian yang nyaris sempuma terhadap

kenyataan konkret di lapangan. Bahkan, seringkali terjadi,

mereka telah melakukan tiridakan eisegese, yakni

membawa masuk pikiran atau ideologinya sendiri ke

dalam nash, lain menariknya ke luar dan mengklaimnya

sebagai maksud Tuhan. Klaim kebenaran ini sangat

berbahaya. la hanya akan membuat umat Islam menjadi

semakin eksklusif dalam tata pergaulan yang multireligius

dan multikultural. Telah terbukti, klaim-klaim seperti itu

tidak memberikan pengaruh positif apapun dalam usaha-

usaha membangun kehidupan bersama yang toleran dalam

masyarakat yang majemuk.

Kesalahan epistemologis semacam inilah yang

menjadi utang besar model literalistik. Untuk menghindari

kegagalan itu, kiranya perlu untuk merumuskan bangunan

metodologi (ushul fikih) altematif dengan memperhatikan

prinsip-prinsip berikut; Pcrtcimci, reaktualisasi hukum Islam

sangat mungkin terjadi dikarenakan dinamika dan

perkembangan zaman yang melahirkan berbagai bentuk

perubahan sosial. Kedua, reaktualisasi hukum Islam hanya

terkait pada masalah-masalah furu' yang bersifat parsial

dan substansial (basil pemikiran atau interpretasi ulama

terhadap syari'ah yang tentunya masih bersifat insaniyah

dan temporal) dan bukan pada hal-hal yang menyangkut

tafsir-tafsir keagamaan klasik, dan kurang mempertim
^  ia. KHI

b mat Islam Indonesiaangkan kemaslahatan bagi

mengutip nyaris sempurna seluruh pandangan-paf^a ̂

fikih klasik. KHI tidak betul-betu!

kebu tuhan dan keperluan umat Islam Indonesia. KHI ^

digali dari kearifan-kearifan lokal Indonesia. Pende

telah terjadi sakralisasi fikih klasik yang kita yah” P

hal it'-i-

telah menilai

penulisnya sendiri tidak menginginkan
i  ketidak

Berbagai pemikir Islam
-

relevanan fikih-fikih klasik itu, karena ia memang

berbeda.
dalam era

disusiin

Bahkan,

in tidak

alak

, kultur dan imajinasi yang

disinyalir bahwa fikih klasik tersebut bukan saja -

bermas
relevan dari sudut materialnya, melainkan juga

dari ranah metodologisnya. Misalnya, dan sudut

engetahui

syara' yang bersifat praktis yang diperoleh dan

tnfshili, yaitu al-Qur'an dan al-Sunnah" [«/-

nl-syar'iyijah nl-'amnliyynh al-mukinsab min

tafshihyynh]. Mengacu pada ta'rif tersebut,

menjadi sangat normatif, sehingga kebenaran fikik

dimatriks dari seberapa jauh ia memantulkan k

ahatan bagi umat manusia, melainkan pada seberap

la benar dan aspek perujukannya pada makna IK

Qur'an dan al-Sunnah.

(je

fikih selalu dipahami sebagai m

finisi/

sir

iauk

ihl

literalistik

ikaltii'^

Metodologi

belakangan terus

dan pandangan

mendapatkan pengukuhan dari
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Namun, bila sesuatu yang barn tersebut memiliki

karakteristik yang sama dengan kasus sebelumnya, maka

hukumnya tetap menginduk kepada hukum yang lama.

Dengan demikian, perubahan waktu dan tempat

pun memiliki posisi penting dalam proses penetapan

hukum {taghnyyinil ahkam hi taghayyir nl-azminah wa al-

amkinah). Perubahan hukum yang disebabkan oleh

perubahan waktu dan tempat memiliki tiga kemungkinan

berubalmya hukum yaitu: (1) pada hukum itu sendiri, (2)

pada muta'alnq nl-hukum (obyek hukum), dan (3) pada

innudhu' al-hukiim (subyek hukum).

Di samping memperhatikan prinsip-prinsip dan

usaha sistematisasi di atas, hal lain yang perlu

dipertimbangkan dalam istimbath nl-ahkam adalah

penggunaan rasionalitas. Rasionalitas menempati posisi

yang amat penting dalam hukum Islam karena ia berada

pada hirarki tertinggi dalam sistem keilmuan. Posisi

penting rasionalitas tersebut didukung pula oleh kaedah

ushul fiqh yang berbunyi, "Kullu md hakama al-’aqlu

bihiisnihi au qubhihi, hakama al-sydri u bi wujiibihi au

hiirmatihi" (Sesungguhnya apa yang menurut hukum akal

baik atau buruk, maka syari'at pun memberikan hukum

terhadap hal tersebut dengan wajib atau haram).

Dengan menggunakan pendekatan di

bangunan metodologi ushul fiqh akan menjadi diiaamis

dan aplikatif serta mampu menjawab setiap persoalan

atas.

hill nl-kulliyal (prinsip-pi'insip dasnr yang universal)-

Kctiga, rcaktualisa.si hukum Islam didasarkan pada prinsip

"menjaga yang lama yang masih relevan dan merumuskan

serta menawarkan yang baru yang

rcaktualisasi hukum Islam hams diikuti dengan sikap kritis

tanpa

lebih baik". Keeinpab

klasik dengan

mei

terhadap hukum

kembali terhadap

seluruh tradisi Islam, termasuk penafsiran al-Qn* ai ^

hadits, dengan memahaminya secara moral, intelel

kontekstual, dan tidak terpaku pada legal fotm

berpeg^''^^

ashlahat^i^

terhadap

menghilangkan

rasionalisasi dan

berarti pemah

khazanah id am a

rasa hoi'mat terhadap

reaktualisasi

aman dan pengkajian

●eka.

Islam

dan

lokal-huku m

reaktualisasi
yang cenderung parsial dan

terhadap hukum Islam tetap

kepada mnqashid nl-ahknm nl-sxinr'iyyah dan kern
umat.

an
ula deng

sebag

●hatik^'’^

terten^^
bJahi

karei^'

ran

^'*
ai

Keenam prinsip di atas, harms ditopang p
sistematis untuk

spesifik lalu kemudi-

usaha atu

-alisasikanny
mengeluarkan

ran menggenei

->ukum-hukum moi-alitas dan etika dengan mempei
situasi saat ini yang dalam hal-hal penting,
(terutama di
SAW sek

zarnan
tor sosial) berbeda dengan

serta ulama-ulama klasik. Hal ini bukan sajs
renlang wa],^

ynng cuku

enakan
p panjang, tetapi jug^^

osialnya telah berubah dan akan selalu -
bcaru, haru

b

hukums memiliki

bal^'struktur eW
bai^’Sesuatu
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B

di dalam menyikapi pluralitas itu. Sikap antipati

terhadap pluralitas, di samping bukan merupakan

tindakan yang cukup tepat, juga akan berdampak

kontra-produktif bagi tatanan kehidupan manusia

yang damai.

2. Nasionalitas (Muwdthanah). Telah maklum bahwa

sebagai sebuah negara, Indonesia dibangun bukan

oleh satu komunitas agama saja. Indonesia merekrut

anggotanya bukan didasarkan pada kriteria

keagamaan, tetapi pada nasionalitas. Dengan

perkataan lain, yang menyatukan seluruh warga

Indonesia bukanlah basis keagamaan,

nasionalitas (muwathanah).

Kemerdekaan Indonesia merupakan basil jerih

payah seluruh warga bangsa, bukan hanya

masyarakat Islam melainkan juga non Islam, bukan

hanya masyarakat Jawa melainkan juga masyarakat

luar Jawa. Dengan nalar demikian, Indonesia tidak

mengenal adanya warga negara kelas dua. Umat

non-Islam Indonesia tidak bisa dikatakan sebagai

dzimmi atau ahl al-dzimmah dalam pengertian fikih

politik Islam klasik.

Oleh karena itu, menjadikan nasionalitas sebagai

aksis atau poros di dalam perumusan hukum Islam

khas Indonesia adalah niscaya. Artinya, kenyataan

nasionalitas Indonesia mestinya merupakan batu

negara

melainkan basis

saat. Pada tataran inikonlompcu'or \’ang muncul .setiap

dapal dipa.stikan bahwa syari'at

mevakinkan

tida

"masalah". tetapi

k lagi menjadi

akan menjadi

{siwlihun li ktilli"nia^hlnlmh" di setiap waktu

secara

dan tempat

zama)iiu xca makauin).

Menyusnn Visi KMI Indonesia

Bertolak dari beberapa pro

depan K1 11 diharapkan dapat

landasan beriknt;

1. Plui-alisme {nl-Ta'nddiidiyynh).

bahwa

Pluralitas ini terjadi bukan banyn

ras, budaya, dan babasa

Schingga, kemajemukan

mungkin bisa dibindari.

menyusLip dan menyangkut dalam p

kehidupan. Tidak saja

keluarga besar seperti masyaia

dalam lingkup keluarga, ;

beiiangsung. Setiap orang senantiasa

dunia pluralitas.

Menghadapi pluralitas tersebut, ym'*S

tentu saja bukan pada bagaimana ̂

dari kenyataan pluralisine tersebuh

bagaimana

blem di a

Tak

Indonesia adalah negara yang s
dar

.e

dalam

kat ne

pluralitas

men

dan mekanisme yangcara

maka ke

visi dan
tas

mcnccrminkan

terbantahkan

at

etniS/ang
i sudut

-  piaanaa-

melnintan |Uga ^

Indonesia

naan
di

telak
Keberaga

j  ftiaa?

lingl^'-’P
lbag^''’

rriang

ara/

jug^'’

berada

g bi^^

tuhk^^^

did

ja d^
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Si

secara otomatis akan dimiliki oleh setiap insan yang

lahir di bumi ini.

Islam adalah agama yang memiliki komitmen dan

perhatian cukup kuat bagi tegaknya hak asasi

manusia di tengah masyarakat. Dalam sejarahnya

yang awal, Islam hadir justru untuk menegakkan

hak

mustadh'afin, yang banyak dirampas oleh para

penguasa. Misalnya, Islam datang untuk

mengembalikan hak-hak kaum perempuan, para

budak, dan kaum miskin. Mereka inilah kelompok-

kelompok yang rentan kehilangan haknya yang

paling asasi sekalipun.

Dalam Islam, ada sejumlah hak asasi manusia yang

hams diusahakan pemenuhaimya, baik oleh diri

sendiri maupun negara. Masing-masing adalah hak

hidup (hifdz al-nafs aw al-hayat), hak kebebasan

beragama (hifdz al-din), hak kebebasan berfikir

(hifdz al-'aql), hak properti (hifdz al-mal), hak untuk

mempertahankan nama baik (hifdz al-'irdh), dan

hak untuk memiliki garis keturunan (hifdz al-nasl).

al-Ghazali, pada komitmen untuk

melindungi hak-hak kemanusiaan inilah, seluruh

ketentuan hukum dalam Islam diacukan.

4. Demokratis. Demokrasi sebagai sebuah gagasan

yang percaya pada prinsip kebebasan, kesetaraan.

kaumhakasasi manusia, temtama

Menu rut

luikum Islam. Ini penting dilakukan.

,  Islam (dan segala

pijak dari

Scbab, sebagai agama mayoritas

dengannya) tidak pemah

Islam sendiri. Apa yang

niembawa

urusan yang berkailan

menjadi urusan

kerap
lerjadi patia

dampak \'ang

’I'enlu, upaya

tengah kecenderungan

I e I' u s - m e n e r Li s hukum

letapi, felaplah harus

p I LI ra 1 i s m e m e ru p a ka

memlormat hukum

Limat

Islam dan

besar b

ini tida

n

Is

uat oiang

Limatnya

lain (al-akliar).

dilakukan
di

k gampang

ntuk menghidupk^'''

klasik. Akan

secara
LI

(fikih) Islam

dilLibikan

faktor determinan

bahvv j.0alitasa

di dalam

penafian

ebabkan

alamimeng

Indonesi-

akan meny

lam

lerhadap rcalitas tersebut hanya
dibentLik akan

iak awal.
hukum Islam yang

"miskram" atau keguguran sc)

ak-bnl"
un nl-lns

nl-Huqtiq
Penegakan HAM {Iqniiint

Hak asasi manusia dimak

3.
sebagai b

sLidkan
terbeff''"!

i-seS>seg
karenamanusiadimilikiyang

kepadanya. Hak asasi mengun

kemanusiaan yang perlu

dalam rangka memartabatkan

eksistensi

dilind

LI tsecara

gkapka
i  dan

n

ungi at!

dan me

Olehub.

manusia dengan martabatnya

Allah, maka dapat dikatakan

manusia dimiliki manusia karena

Allah sendiri. Dengan demikian, hak asc

manusia
akmerup

bahvva

dibe

an

ri

h

i

ah
0

kah

i fit! 121



seorang tokoh Islam

menyimpulkan bahwa

syari'at Islam dibangun untuk kepentingan manusia

dan tujuan-tujuan kemanusiaan universal yang lain,

yaitu kemaslahatan (al-mashlahat), keadilan {al-'adl),

kerahmatan {al-tahmat), dan kebijaksanaan {al-

hikmah). Prinsip-prinsip ini haruslah menjadi dasar

dan substansi dari seluruh persoalan hukum Islam,

la harus senantiasa ada dalam pikiran para ahli fikih

ketika memutuskan suatu kasus hukum.

Qayyim al-Jawziyah,

bermadzhab Hanbali,
tuk mengambilLin

kodaiilalan manusialian

publik, secara

Id dengan prinsip-

pada dataraa

demokrasi

Lirusnnnu'nvangkut

dikatakan para

jaran Islam. Artmya,

Islam dantara

ki'pu tiisan

moiu.]asar bisa

prinsip dasar aj

prinsipil tursc'but

tidaklah Ix'rUmtangan.

an

-  diparx^^''^^

i'adalali; patama.

manusia

hadapaia
hvvn

dinra

Islam ynng
a jaranSi'jiimlah konsep

I.m prinsip dcmokrns. a

(egal i tarianism),
isi vang

Ba

set
Penyimpangan terhadap prinsip-prinsip ini berarti

menyalahi cita-cita hukum Islam.

Persoalamaya, jika

kemaslahatan, perlu kiranya dibedakan antara

kemaslahatan yang bersifat individual-subyektif

dan kemashlahatan yang bersifat sosial-obyektif.

adalah kemaslahatan yang

acuan hukum adalah

Yang pertama

il musdwnb

nu'mi l iki th'rajnt dan pos

, nl-hmrii/nh (kcmerAllah. Kcdua
Kcempnk hakdaraan).

ikluiwwnh (persau

bcrii
emenul'u''^

irianp

/

ntikan pndn P
i  individu

scbagai

un
(keadilan) yang

i  manusia, baikasasi
fll'

masyara
kat

p^eliniU/ara.

setiap

berp^''

nieny

r
menyangkut kepentingan orang per orang yang

terpisah dengan kepentingan orang lain. Sedangkan

jenis kemaslahatan kedua adalah kemaslahatan

yang menyangkut kepentingan orang banyak.

{al-'Musdiuah al-Jinshjijah).

-neg

ioasi
tsip

scbagai anggota

(m LI sy a v\' a r a h).^\/urn
Bahwa

tuk iki-d
masyarakat memii

Kid
liki hak Lin ang

blik
pudalam LI rusandi m

Kiranyu

i hukum
6. Kesetaraan Gender

Gender dan seks merupakan dua entitas yang

berbeda. Jika gender secara umum digunakan untuk
danlaki-lakiperbedaanmengidentifikasi

Islam

but.

hny^

laiu

keiP^

k

bcrsama.

sebuah kompilasi

kepentingan

pcnyusLi nan

bersendikan kelima poi
i'atterse

ciia"e

kokajaran

5. Kemaslahatan {nl-mnshlnhnt). Ses

(hukum) Islam tidak memiliki tu)^^

untuk mewujudkan kemaslabc

universal (jalb al-7iinshnlih) dc

bentuk kemafsadatan (dar u

,  iri

dari segi sosial-budaya, maka seksperempuan

sug
lak akeuo
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di sampingSebab, ketidakadilan gender

bertentangan dengan spirit Islam, juga hanya akan

memarginalkan dan mendehumanisasi perempuan.

Islam dengan sangat tegas telah mengatakan bahwa

laki dan perempuan menailiki derajat yang

membedakan di antara mereka hanyalah

Al-Qur'an

sama.

Yang

kadar ketakwaannya saja.

dipakai untuk mengidentifikasisecara umum

perbedaan laki-laki dan perempuan dari segi

anatomi biologis. Artinya, gender bukan kategori

yang berkaitan dengan hitunganbiologis

kromosom, pola genetik, struktur genital, melainkan

merupakan konstruksi sosial dan budaya.

menekankan superioritas dan inferioritas atas dasar

tidak

Sementara seks merupakan kodrat Tuhan yang

bersifat permanen.

Perbedaan
secara biologis antara laki-laki

jenis kelamin.

Hukum Islam mutlak memegangi prinsip ini, sebab

kesetaraan gender merupakan unit inti dalam relasi

sosial. Tanpa kesetaran gender tidakkeadilan

perempuan tidak ada yang perlu dipersoalkan.
Tidak bahwa kodratnya,

perempuan harus melahirkan, menyusLii, mengasuh

anak, dan lain sebagainya. Problem baru muncul

tatkala perbedaan jenis kelamin tersebut melahirkan

ketidakadilan perlakuan sosial antara laki-laki dan

mengapa karena

gkin keadilan sosial dapat tercipta. Di sinilala.mun

persoalan konstruksi sosial hukum Islam kita

karena hukum Islam yang kita pahami, yakini, dan

amalkan sehari-hari dilalairkan oleh masyarakat dan

laki-laki selalu menjadibudaya patriarklris di
mana

pusat kuasa, dan misoginis (kebencian terhadap

perempuan) sering dianggap wajar

Adalah benar

dalam

bahwabelaka
penafsiran.

perempuan. Misalnya, perempuan diposisikan
sebagai makhluk

domestik dan tidak dalam dunia publik

karena dunia publik merupakan area khusus bagi
laki-laki. Perem

untuk

yang hanya boleh bekerja dalam

puan tidak memiliki kewenangan

menjadi
pe

merekonstruksi hukum Islam (fiqh) dewasa mi tidak

cukup sekadar melakukan tafsir ulang, tetapi harus

dekonstruksi (pembongkaran)melalui proses
mimpin di tingkat keluarga

terhadap ikatan ideologi yang melilitnya berabad
maupun masyarakat.

Di sinilah letak
pentingnya memisahkan seks dan abad.Igender secara

relasi antara laki-laki dan perempuan mesti

l^an dalam konteks kesetaraan dan keadilan-

proporsional. Dari sudut gender.
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No Isu-Isn

Knisial

KHI Lama KHIBam
Penutup

Demikian pokok-pokok piki

disampaikan, semoga berguna dan bermanfaat. In undu ilk

al-ishldh mastatha'tu. Wa md tniufiqhj ilia billdh.

Beberapa issukrusial, yang kemudian menjadi pokok

kajian dari Tim Pengarusutamaan Gender Depag ketika

hasilnya dibandingkan dengan KHI lama didapat

gambaran sebagai berikut:

bisaran yang

H6

Perempuan tidak

boleh menjadi saksi

(Pasal 25).

Sebagaimana laki-

laki, perempuan

boleh menjadi saksi

perkawinan. (Pasal

Kesaksian

perempuan
dalam

perkawinan

4

11).
Batas minimal 16 tahun bagi calon

isteri dan 19 tahrm

bagi calon suami

(Pasal 15)

19 tahun, dengan
tidak membedakan

antara calon isteri

dan calon suami

(Pasal 7)

5

usia

perkawinan

Perkawinan

seorang gadis

(perempuan

yang belum

pernah kawin)

Gadis dalam usia

berapapun
dikawmkan oleh

wali atau yang

mewakiltnya. (Pasal

Gadis dalam usia

21 tahun dapat

mengawmkan

dirinya sendiri

(Pasal 7)

6Isu-Isu Krusial KHI:

Perbandingan KHI Lama dan KHI Baru

Hukum Perkawinan

14)No Isu-Isu

Krusial

KHI Lama KHI Baru
7 Mahar Diberikan oleh

calon suami kepada

calon isteri (Pasal

Mahar

dimungkinkan
diberikan oleh

calon isteri pada

calon suami (Pasal

Pernikahan Melaksa nakannya

merupakan ibadah

(pasal 2)

Merupakan ko7itrak

yang didasarkan pada

kescpakatati kedua

belah pihak (Pasal 2)

Bukan rukun

perkawinan (pasal

1

30)

16)
Wali nikah2 Rukun bagi suatu

perkawinan (Psl 14)
8 Kedudukan

suami-isteri

Suami adalah

kepala keluarga dan
isteri ibu rumah

tangga (Pasal 79)

Kewajiban suami

(Pasal 80 [4]

Kedudukan, hak,

dan kewajiban
suami isteri adalah

setara (pasal 49)

Kewajiban bersama
antara suami dan

isteri (Pasal 51)

6)

Tidak termasuk

rukun perkawinan

(Pasal 14)

Rukun perkawinan

(Pasal 6)

3 Pencatatan

9 Pencarian

nafkah

146

Tim Pokja Pengarusutamaan Gender Departemen Agama,

Meniantapkan Posisi Kompilasi Hukum Islam (KHI) Dalam Masyarnkat
Indonesia yang Demokratis.
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No Isu-Isu

Krusial

KHI Lama KHIBam
No Isu-Isu

Krusial

KHI Lama KHI Baru

Nusyuz hanya

dirmmgkinkan oleh
isteri dan tidak oleh

suami. (Pasal 84)

Nusyuz juga bisa
dilakukan suami

(Pasal 53 [1]).

16 Nusyuz
10 Perjanjian

perkawinan

untuk jangka
masa

perkawinan

Tidak diatur Diatur, sehingga

perkawinan

dinyatakan putus

bersamaan dengan

berakhirnya masa

perkawinan. (Pasal

22), (Pasal 28)

Klaulu' dinyatakan

sebagai talak bain

sughra sehingga

tidak boleh rujuk
melainkan akad

nikah baru (Pasal

119)

Khulu' (perceraian

yang terjadi atas

tnisiatif istri) dan

talak (perceraian

atas inisiatif suami)

adalah sama; talak

raj'iy. (Pasal 1,

pasal 59)

17 Khulu'

Kawin beda

agama

Tidak boleh dengan

mutlak (Pasal 44,

pasal 61)

Boleh, selama

dalain batas untuk

mencapai tujuan

perkawinan (Pasal

11

54) 18 Hak rujuk Hak rujuk dimiliki
oleh suami dan

bukan istri. (Pasal

163)

Balk suami

maupun istri,

maslng-masing

memiliki hak untuk

rujuk. (Pasal 105)

12 Poligami Boleh dengan

Catalan (Pasal 55-

Tidak boleh dengan

mutlak (Pasal 3)

59).

Iddah Iddah hanya untuk

isteri saja, tidak

untuk suami (pasal

153)

Iddah juga

dikenakan bagi

suami, di samping

juga untuk isteri.

(Pasal 88)

13

Hukum Kewarisan

Isu-isu KrusialNo KHI Lama KHI Baru

Waris beda Beda agama

adalala penghalang

(man!) untuk

Beda agama

bukan mani bagi

proses waris-

mewarisi. (Pasal

1
Iddah akibat

perceraian

iddah akibat

perceraian

didasarkan pada

terjadinya duhul

(Pasal 153)

iddah akibat14
agama

perceraian

didasarkan pada

terjadinya akad dan

bukan pada dhuhul

(Pasal 88).

proses waris-

mewarisi. (Pasal

171,172)

2)

Anak di luar

perkawinan

Hanya pimyak

hubungan sahng

mewaris dengan

ibunya, sekalipun

Jika diketahui

ayah biologisnya,

maka anak tetap
memiliki hak

2
Ihdad Ihdad hanya untuk

isteri, tidak untuk

suami (170)

Ihdad juga
dikenakan buat

suami, selain juga

isteri (pasal 112)

15
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A.2.1. Sebelum Penjajahan Inggris

Di Malaysia berlaku hukum Islam dan hukum adat

sebelum masuknya penjajah Inggris. Penduduk Malaysia

berdasarkan basil sensus tahun 1990 kurang lebih

17.755.900 jiwa, terdiri dari muslim (58%), China (31%),

India (10%) dan sisanya dari berbagai corak. Dan

berdasarkan doktrin keagamaan, dalam hukum Islam,

muslim Malaysia tergolong pengikut Mazhab Syafi'i.

Menurut Abdul Monir Yaacob, undang-undang

yang berlaku di Negara-negara Melayu sebelum campur

tangan Inggris adalah Adat Perpatuh dan Adat

Temenggung. Adat Perpatuh untuk orang-orang Melayu di

Negeri Sembilan dan beberapa kawasan Naning di Melaka,

sedangkan Adat Temenggung berlaku di bagian-bagian

lain Semenanjung. Sedang orang Melayu di Serawak

mengikuti UU Mahkamah Melayu Serawak. UU tersebut

dipengaruhi oleh hukum Islam.’'*® Pada masa Kesultanan

Melayu sebelum dating pengaruh Barat, undang-undang

yang berlaku disamping Hukum Kanun Melaka terdapat

undang-undang Melayu Lama, yang dipakai di

147

]uga

Isu-isu KrusialNo KHI Lama KHI Barn

vvaris dari ayah

bilogisnya. (Pasal

ayah bilogisnya
sudah diketahui.

(Pasal 186) 16)
Aid dan Radd3 Dipakai (Pasal 192, Dihapus

193)

Bagian anak laki

dan perempuan

Bagian anak laki

dan perempuan
adalah 2:1

Bagian anak laki

dan perempuan

adalah sama,

yakni 1:1 atau 2:2

(Pasal 8 [3]).

4

Hukum Perwakafan

No Isu-Isu Kmsial KHI Lama KHI Baru

Hak kekayaan
intelektual

sebagai barang
wakaf

Tidak diatur Diatur (Pasal 11)1

Sejarah Perundang-undangan Perkawinan di

Malaysia

A.2.

Malaysia adalah salah satu negara jajahan Inggris.

Inggrislah yang banyak memberikan pengaruh terhadap

perkembangan perundang-undangan di Malaysia. Karena

itu untuk memudahkan pembahasan,

perkembangan perundang-undangan Perkawinan Islam

sebelum penjajahan Inggris, pada masa penjajahan Inggris
dan sesudah

akan dibahas

penjajeihan Ingg

Tahir Mahmood, Fnmil]/ Law Reform in The Muslim World (Bombay:

N.M. TRIPATHI PVT.LTD., 1972), him. 1198. Lihat juga M. Kamal

Hassan, "Malaysia", dalam The Oxford Enajclopedin of The Modern

Islamic World, diedit oleh John L. Esposito (New York, Oxford:

Oxford University Press, 1995), III: 36.

Abdul Monir Yaacob, Pelaksannan Undang-undang Islam dalam

Mahkamah Syariah dan Mahkamah Sivil di Malaysia (Kuala Lumpur:

Institut Kefahaman Islam Malaysia (IKIM), 1995), him. 8-9.

148
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2. Kanun Melaka (disebut juga Undang-undang

Melaka), yang ditetapkan berdasarkan perintah

Sultan Muzaffar Syah yang memerintah dari tahun

1445-1456252 Meskipun ada yang berpendapat

bahwa isi Kanun Melaka sebagai undang-undang

Negara dalam lingkungan Temenggung, namun

mayoritas berpendapat bahwa di dalamnya ada

percanapuran antara unsur Islam dan adat.’^^

UU Kedah, UU Pahang,beberapa negeri Melayu, seperti

dan UU Johor. Teks UU tersebut dipengaruhi oleh Hukum
bahwa undang'

Kanun Melaka. Dan dapat disimpulkan

undang tersebut bersumber pada hukum

adat. Bagian-bagaian yang dipengaruhi

masalah perkawinan, jual bell

pengadilan.

Secara berurutan, perkembangan

perundang-undangan yang berlaku di Malaysia

Islam dan

(;im 'mnalnh

150

ko

 hukum

Islam adalah

dan
),

difikasi

adalah Sejarah Peniilisnn Hukum Islam di Malaysia (Kuala Lumpur; Dewan

Bahasa dan Pustaka, 1996), him. 2-3.

Dalam hal ini terdapat perbedaan pendapat di antara para ahli

sejarah. Abdul Kadir bin Haji Muhammad, Anni Haji Abdullah,

dan R.O. Winstedt menyatakan bahwa undang-undang Melaka ini

ditulis untuk Sultan Muzaffar Syah. Pendapat lain disampaikan

oleh Liaw Yock Fang dan Abu Hassan Mohd Syam, bahwa UU iru

diperlakukan antara tahun 1414 s/d 1424, tetapi ditulis seratus

tahun kemudian, yakni setelah raja Melaka dikalahkan Portugis

mulai tahmi 1511. Lihat Khoiruddin Nasution, Status Wanita di Asia

Tenggara: Stiidi Terliadap Perundang-undangan Perkawinan Muslim

Kontemporer di Indonesia dan Malaysia (Leiden-Jakarta: INIS, 2002),
him. 63-64.

Misalnya, menurut Abu Hassan Syams, Kanun Melaka adalah

Undang-undang Negara dalam lingkungan Adat Temenggrmg.

Pendapat ini didasarkan kajiannya terhadap "Risalah Hoekoem

Kanoen" edisi S. Van Roukel, naskah yang lebih awal. Azizah

Abdel Razak mengatakan bahwa kanun ini mengandung unsur

adat dan Islam, namim unsur Islamnya lebih banyak. Sedangkan

R.O Winstedt mengatakan bahwa naskah tersebut mengandung

Islam. Liaw Yock Fang mengatakan bahwa S. Van Roukel

telah menghilangkan empat bab yang membicarakan tentang

nikah, dan 13 bab yang menguraikan jual-beli. Pereebatan

selengkapnya dapat dilihat pada Abdul Kadir, Sejarah Penulisan,
him. 8 dst.

unsur

152

sebagai berikut:

Batu Serat di Terengganu, yang

702/1303, yang isinya hukuman bagi orang

yang melakukan kesalahan, sesuai yanag

dalam al-OQur'an dan al-Sunnah Nabi.

bertuliskan1.

151

tahun

-orang

tertulis

di
Abdul Monir Yaacob, "Undang-undang Kcluarga Islam

Malaysia: Pelaksanaan dan Penyeragaman”, Paper Seminar Scran

UU Keluarga Islam dan Wanita, 9-10 Maret 1998, oleh Insti >-

Kefahaman Islam Malaysia (IKIM), him. 3-4.

Abdul Monir Yaacob, Pelaksanaan Undang-undang Islam, him. 5

Undang-undang ini berisi sembilan atau sepuluh aturan. DiaW

dengan mukaddimah disertai dengan penetapan pada bulan Ka]^ ̂

702 H. Tiga aturan pertama hilang, karena serpihan batu terse u

ang. Aturan keempat berhubungan dengan utang-piut^S'

.^an kehma hilang, aturan keenam tentang hukuman pelak

‘^""San batu bagi yang sudah nikah, dan rotan

bagi wanV Aturan ketujuh tentang

ali

h mad
tuduhan ^^ang malu, aturan kedelapan tentang

uku

tenttg peTempTn^^^^^ ^an istri, dan aturan kesembdan

tanpa pandano- K i ^ ^dang-undang ini berlaku bagi se

P P^ndang bulu. Lihat Abdul Kadir bin Haji Muhammad^

149

153

150

151
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ap

4. Undang-undang Sembilcin Puluh Sembilan, dan

terdapat di Perak. Undang-undang ini

diterjemahkan ke dalam bahasa Inggris oleh J.

Rigby, tanpa menyatakan secara tepat tahun

penetapan UU ini dibawa ke Perak. Menurutnya,

UU ini dibawa oleh Syed Hassan ke Perak ketika

negeri itu berada di bawah pemerintalian Sultan

Ahmad Tajuddin Shah (memerintalr tahun 1577 s/d

1584) dan Tuan Syed Abdul Majid sebagai

menterinya. Undang-undang ini ditulis dalam

bentuk Tanya jawab antara Raja Nushirwan dan

menterinya Buzurjumhur.’^e Menurut Abu Bakar

Abdullah, bentuk susunan UU ini kira-kira sama

dengan isi kitab al-Ihkam fi Tamyiz al-Fatawa,

karya al-Qarafi, pada masa pemerintahan

Abbasiyyah. Hanya saja kitab ini berisi 40 soal

jawab, sementara UU ini berisi 99 soal jawab.

Adapun penegak keadilan sebelum masuknya

Inggris di Negara Melayu diserahkan kepada raja-

raja, orang-orang besar negeri dan ketua-ketua

157

atakan,Karena itu, Abdul Monir Yaacob meng

kesultanan Melayu, sebelum datangny

Melaka memerintah

masa

pengaruh Barat, Kerajaan
bercampur

mengikuti Hukum Kanun Melaka, yang

antara Islam dan adat.
15-;

pakan kelanjutan

terdiri dan

93 pasal, namun menurut Abu baker

terdiri dari 65 pasal. Menurut para sejarawan,

Pahang tersebut ditulis pada masa pemerintal

Sultan Abd Ghafur Muhaiyuddin Syah ^
i berasal dan

3. Hukum Kanun Pahang, yang meru

dari Hukum Kanun Melaka. UU Pahang

(1592-1614). Kanun Pahang diketahui

dua naskah yang tersimpan di negei-

usaha penguasa Inggris, kedua naskah

-i Perak. Atas

tersebut

ke
dibawa

Maxwell
disalin, yang kemudian salinannya

Inggris. Keduanya peninggalan

tersimpan di perpustakaan Royal Asiatic

Manuskrip pertama dikenal dengan

sedangkan manuskrip kedua dikenal dengan

Lon

dan

don-

him. 17,

him-

20.155 Rashid, yang bertuliskan (tercatat) 1248/1832, milik Dato' Sri Adika

raja. Lihat Abdul Kadir, Sejarnh Penulisan, him. 15.

Abdul Kadir, Sejarnh Penulisan, him. 18-19.

Judul lengkap kitab ini adalah al-Ihkam fi Tamyiz al-Fatawa 'an aal-

Ahkam wa Tasarrufnt al-Qadi wa al-Imam karya Imam Syihabuddin

Abu al-'Abbas Ahmad bin Idris (684 H), yang terkenal dengan Al-

Qarafi al-Mishri. Lihat Subhi Mahmassani, Filsafat Hukum Islam,

terj. Ahmad Sudjono (Bandrmg; Al-Ma'arif, 1981), him. 171.

diIslam 156

Abdul Monir Yaacob, "Undang-undang Keluarga
Malaysia", him. 3.

Manuskrip 17 disalin tahun 1296/1879 untuk Maxwell yanS

menjadi Residen Penguasa Inggris di Larut, Perak. Manuskrip ̂

disahn dari manuskrip yang dimiliki bendahara, yang

dikenal dengan Sultan Raja mantra dari Melaka tahun I234/1«

Penyahn uirtuk Maxwell tidak dinyatakan. Sedangkan

'"aim tahun 1300/1884 oleh Luakang bin Muham^^

154

157
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Dengan
162

Islam dengan kerajaaia terputus.

demikian, baik Portugis maupun Belanda tidak
kampung. Di Terengganu dan Perak terdapat bukti

yang menunjukkan bahwa sultan sendiri

menjalankan tugas kehakiman sebagai Mahkaniah

Agung (Mahkamah Rayuan). Di Kelantan,

pengadilan

I  tahun 1830'^'’'^'

ia. Hal

dan Kadi menjalankan tugas

Pengadilan Againa (PA) sejak avva

yang sebelumnya tugas ini dijalankan oleh raja

melakukan perubahan berarti terhadap perundang-

undangan dan adat yang berlaku di Malaysia.

ini berbeda dengan Negara-negara Selat.

Sepanjang kekuasaannya di Semenanjung

158

A.2.2. Pada Masa Penjajahan Inggris

Meskipun secara resmi Inggris berkuasa di Malaysia

pada tahun 1786, namun sejak abad ke-16 sudah banyak
mukim di

pendatang berkebangsaan Inggris yang

Malaysia,

memperkenalkan dan menerapkan UU Inggris

berangsur-angsur, yang akliimya menggantikan UU

Islam.’*'* Di bawah kekuasaan Inggris, Malaysia dibagi

menjadi tiga bagian, yakni: Negeri-negeri Selat, Negeri-

negeri Melayu Bersekutu, dan Negeri-negeri Melayu tidak

Ketika berkuasa di Malaysia, Inggris
163

secaratah^^
(dengan ditaklukkannya Melaka pada

1511),’*'’Portugis mengambil dan menggunakan

ke negerl'

UH

Melaka dengan beberapa perbaikan

r, Kedah
ic dan

negeri Melayu, seperti Pahang, Joho

Brunei.’*” Yaacob menulis, penjajah Portugis

bahUUd*”’

bany*'’*^
.. I6l

Belanda (1641) tidak begitu jelas mengu

adapt Melayu. Berbeda dengan Inggris yang

Bersekutu.

Negeri-negeri Selat meliputi Pulau Pinang, Melaka

dan Singapura. Pulau Pinang menjadi jajahan Inggris sejak
mempengaruhi perundang-undangan Malays’^

hubung'
a

Dan pada masa penjajahan Portugis
n

Abdul Monir Yaacob, "UU Keluarga Islam di Malaysia", him. 4-5.

Isma'il bin Mat, "'Adat and Islam in Malaysia: Study in Legal
Conflict and Resolution"

University, 1985), him. 46-47.

Upaya penerapan UU Inggris tersebut tampak dimulai adanya

Piagam Keadilan 1807, yang berisi tentang (1) penetapan

pengadilan, (2) hendaknya pengadilan menggunakan UU Inggris

kecuali mengenai agama Islam dan adat Melayu. Lihat Tan Sri
Datuk Ahmad Muhammed Ibrahim, "Penghakiman UU keluarga

Islam", him. 6.

(Philadelpia: Disertasi di Temple
Abdul Monir Yaacob, Pdnksminan Uiidniig-uudnii;^ Islam,

Lihat juga Abdullah Alwi Haji Hassan, The Administration

Law in Kelantan (Kuala Lumpur: Dowan Bahasa dan Pustaka,
him. 2-3.

Richard O. Winstedt, A History of Malaya (Singapore: Maricai*
Sons, 1962), him. 66.

Ahmad Muhammed Ibrahim, "Penghakiman UU keluarga

Paper Seminar serantau Undang-imdan^ Keluarga Islam dan Wad '

tanggal 9-10 Maret 1998, oleh Institut Kepahaman Islam Malay
(IKIM), him. 6.

Abdul Monir Yaacob, Pelaksanaan Undang-undang Islam, him- 6-

&
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9

pendaftar boleh direvisi, atauy dimodifikasi atau diubah

Governor, sebagai pemegang Mahkamah Agung.

UU No. V Tahun 1880 tersebut kemudian

mengalami berkali-kali revisi/amandemen dan pembaruan,

yakni tahun 1894 dengan Ordinance XIII tahun 1894, tahun

1902 dengan Ordinance No. XXXIV Tahun 1902, tahun 1908

dengan The Mohnmedan Marriage Ordinance 1908, tahun 1909

dengan The Mohaimnadan Marriage Ordinance No. XVII

Tahun 1909, tahun 1917 dengan The Mohammadan Marriage

Ordinance No.4 Tahun 1917, kemudian tahun 1920

(Ordinance No. 26 Tahun 1920), tahun 1923 {Ordinance No.

26 Tahun 1923) yang berisi tentang berlakunya Hukum

Waris Islam, kemudian direvisi dengan Ordinance No. 26

Resived Law 1926. Pada tahun 1934 Ordinance 1926

diperbarui lagi, dan akliimya semua aturan dengan

pembaruamaya dimasukkan ke dalam Chapter 57 Resived

law of Straits Settlement tahun 1936, yang dikenal dengan

Mohammadans Ordinance 1936. Ordinance ini berlaku sampai

lahirnya undang-undang baru tahun 1959, ketika Negara-

Selat merdeka. Melaka membuat Undang-undang

168

negara

tahun 1786, Melaka menjadi jajahan Inggris sejak tahun

1824, dan Singapura menjadi jajahan Inggris sejak tahun

●masLik kelonipok

adalal-i Perak, Selangon
Adapun negeri-negeri yang tei1819."’^

Negara-negara Melayu Bersekutu

Negeri Sembilan dan Pahang. Sedangkan yang termasu

kelompok Negara-negara Melayu Tidak Bersekutu adah

Kelantan, Terengganu, Perils, Kedah dan Johor.
-  166

^  tampnl^

beberapn

al Ingg'"'®

Selat, pengaruh Inggris
menu rut i

Di Negeri-negeri

dengan adanya Piagam Keadilan, yang

ahli hukum, dapat diartikan sebagai
avvc'

tersebut, dengan

Islam

,  hukuni

iK Namun
dani'

dengn^

. VV

-
i kebera

membawa UU Inggris ke Negara-negara
1-7 UUmengadakan perubahan seperlunya.

diberlakukan Inggris hanya

perkawinan dalam skop yang sa

akhirnya pada tahun 1880 Inggris inengakui -
Islam

terbatas puda

ngat sempit

Hukum Perkawinan dan Perceraian

Mohamedan Marriage Ordonance No. V Tahun 1880

terdiri dari 4 bab dan 33 pasal. Pasal 1 s/d 23 beiisi te
.  Isi UU terse

di kalang
berkuasn

kadi aan

tang
bra

pendaftaran perkawinan dan perceraian

antara lain, bahwa perkawinan dan perceraian
an

Islam harus didaftarkan, dan yangorang

sendiri dengan The Administration of Muslim Law Enachment

1959 No.l, dan Negara Pulau Pinang dengan The

Administration of Muslim Law Enachment 1959 No. 3.
169

mendaftar adalah kadi, meskipun keputusan

  ●●

Salleh Abas, Sejarah Perlembagaan Malaysia (Kuala
Bahasa dan Pustaka Kementerian Pendidikan Malaysia/

23-24. . him 71
Kh

77-
oirudin Nasution, Status Wanita di Asia Tenggnia, ^

Abdul Monir Yaacob, Pelaksanaan Undang-undang Islam,

Abdul Monir Yaacob, Pelaksanaan Undang-undang Islam, him. 7.
Khoirudin Nasution, Status Wanita di Asia Tenggnra, him. 69-70.

168165

169

139166
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menggeser posisi UU Islam. UU Islam hanya dikenakan

kepada orang Islam dan pada kasus hukum keluarga saja.

UU Islam diserahkan kepada Pengadilan Agama, kecuali

masalah warisan. Karenanya terjadi dualisme system UU di

Malaysia.
172

Inggri.s terhndap perundang'

Bersekutu dimula'

1874 di Perak. Perjaajia'|

■ibiran Resideny

menerima peg

1:0

Pen lac
a\va'

Campur tangan

uiulang.in di .\'ogara-ncgara .Melavu

adanva IVrjanjian Pangkor tahun

niemperki'iialkan system

Kelc-ntuan utamanva, bainva sultan

ini
;

harus
Adapun perkembangan perundang-undangan

perkawinan di Negara-negara Melayu Tidak Bersekutu

(Kelantan, Perlis, Terengganu, Kedah dan Johor)’^^ pada

prinsipnya tidak berbeda dengan Negeri-negeri Selat dan

Negeri-negeri Melayu Bersekutu, yakni pemndang-

undangan perkawinan di masing-masing negeri di Melayu
tidak Bersekutu memiliki sumber yang sama, yang

kemudian diseragamkan dem ditetapkan oleh Enakmen

negeri masing-masing sebagaimana yang terjadi di negeri-

negeri Selat dan Negeri-negeri Melayu Bersekutu.
174

nasehnt-nnsehatnya

|j dalam inasa

Namun da
Melayu

lngg;ris subagui Residun, yang

(.lilaksanakan daJani segala bal, kccun
masalah agama dan adat

lah'

lai^

tersel^^^
.

realitasnya, mcnurut sejarawan Malaysia, laiang
i  niengakui

dilanggar . Perjanjian ini secara resmi dia^kemi'
i hakim,Inggris dan pegavvainya sebagai

diikuti olch Negara-negara bagian lai/mya- ivlelay'^
;Dengan

mengangkat hakim-hakim Inggris yang

Inggris menjadi ketua-ketua pengadilan.
dasar i

Inggris,nasehat

masalah yang tidak ditemukan

inenguasai

Ap,bila

tertulis^yf' y
■aktekny^'* ^

i UU Negeh-

ingg"'
jcasu*

rakteWiy'’'

a

.  l7l

UU

kasus'

l

Abdul Monir Yaacob, Pelaksaman Undang-undang Islam, him. 11-12.
Berdasarkan Perjanjian Bangkok, kelompok Negara Tidak
Bersekutu ini diserahkan oleh Kerajaan Siam kepada Inggris.
Negara Johor mendapat perlindungan dari Inggris pada ntahun
1885, dan pada 1914 Johor menerima pegawai penasehat Inggris.
Kekuasaan pemerintahan berada di tangan sultan masing-masing,
tetapi roda pemerintahan berada di tangan pegawai Melayu yang
bergelar Menterl Besar. Kondisi seperti ini berjalan sampai pada
tahun 1940, ketika terjadi perang dunia kedua. Lihat Abdul Kadir,
Sejarah Pemdisnn, him. 99.
Secara detail baca Khoirudin Nasution, Status Wanita di Asia
Tenggara, him. 77-83.

dalam p'
172

digunnknnlah UU Inggris. Akhirnya

Inggris mengambil alih UU Islam sebagai
nienetapK‘“‘

UU Sipil 1956

173

adalah Ordinance yang
akan

ikan
boleh mengguncpengadilan

{Common Lazo In^^ris) dalam menyelesai

umum

Dalam P
yang tidak ada hukum tertulisnya. -,fsirkan

bahkan UU Inggris ini digunakan dalam m<j^
tertulis. Akibatnya, UU Inggris menjadi

daii 174

8.
141

undang Islani
Undang-t-

Abdul Monir Yaacob, "Undang-

Abdul Monir Yaacob, Pelaksanana

170
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idang-undang masing-masing negeri. Undang-undang

tersebut adalah:’^^

1. UU Keluarga Islam Melaka Tahun 1983. UU ini

hamper semuanya terambil dari draft UU Kelantan.

2. UU No. 1 Tahun 1983, Kelantan, yang diberlakukan

mulai tanggal 1 Januari 1984.

3. UU Keluarga Islam Negeri Sembilan Tahun 1983.

UU ini diambil dari draft perundang-undangan

Wilayah Persekutuan.

4. UU Wilayah Persekutuan tahun 1984

5. UU No. 1 Tahun 1984, Perak, yang diambil dari

draft perundang-undangan Wilayah Persekutuan

6. UU No. 1 Tahun 1984, Kedah. UU ini disetujui oleh

Sultan pada tanggal 12 Desember 1983, dan mulai

berlaku sejak 1 Januari 1985.

7. UU Keluarga Islam Pulau Pinang tahun 1985. UU

ini menyerupai draft perundang-undangan Wilayah

Persekutuan.

8. UU Keluarga Islam Terengganu talaun 1985. UU ini

menyerupai draft perundang-undangan

ui

]uga

A.2.3. Setelah Kemerdekaan Malaysia

Sebelum lahirnya perundang-undangan

tentang perkawinan di setiap negeri di Malaysia, peraturan

perkawinan ditetapkan dalam Enakmen atau Pentadbiran

Agama Islam. Biasanya, peraturan yang mengatur

tentang perkawinan dan hal-hal yang terkait dengannya

diatur dalam satu atau dua bab/bahagian dari Enakmen

tersebut. Misalnya Dalam Enakmen Pentadbiran Igama

Islam No. 14 Tahun 1978, Johor, terdiri dari XII bahagia^i

dan 191 seksyen [pasal]. Persoalan nikah, cerai dan rujuk

diatur pada bahagian V, sedangkan nmengenai nafkak

tanggungan dan hadhanah diatur dalam bahagian VI.

Enakmen-enakmen tersebut kemudian mengala^^

pembaharuan. Karena itu, undang-undang perkawinai"*

Islam yang berlaku sekarang di Malaysia adalah undang-

undang perkawinan yang sesuai dengan

kluisus

ketetapan

Wilayah Persekutuan.

UU No. 3 Tahun 1987, Pahang.

EnakmenEnakmen-enakmen tersebut

Pentadbiran Hukum Syarak, Selangor 1952
Pentadbiran Undang-undang Hukum Islam No,3 Tahun D52,

Enakmen Pentadbiran Undang-undang Islam, Terengganu No- ̂

Tahun 1955, Enakmen Tadbir Agama Islam Pahang 1956 (No-5

Tahun 1956), Enakmen Pentadbiran Undang-undang Islam,

No. 1 Tah^ 1959, Pulau Pinang No.3 Tahun 1959, Negeri Sembila>^

SVsJrrNrsJahi IT. ” IT
Tahun 1978. Lihat Ahmad Ih ' Tahun 1978, Johor No.

antara lain adalah;

disebut Enakmenatau

^^‘^^^S-undangdiMalaysiaMm^^'^/^'' Ahilemah Jonet, Sistem

175

9.

10. UU No.2 Tahun 1989, Selangor

Lihat Khoirudin Nasution, Status Wanita di Asia Tenggara, him. 85-

86, Ibrahim dan Joned, Sistem Undang-undang di Malaysia, him. 68-

176

69.
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di wilayah-wilayah Iran adalali faham Sunni kecuali kota

Qum yang menjadi pusat pengikut faham Syi'ala.’^®

Sejak tahun 1501, wilayah dataran tinggi dan

wilayah-wilayah perbatasan Iran dikuasai oleh Dinasti

Safawid dengan faham Syi'ah. Sejak itu Iran menjadi

tempat berkembangnya faham Syi'ah Itsna Asyariyah.

Dinasti Safawid runtuh tahun 1722 M, digantikan oleh

berusaha
Dinasti Afsyarid (1736

11. UU No. 5 Tahun 1990, Johor.

12. UU Keluarga Islam Serawak

13. UU Keluarga Islam Perils tahun 1992.

UU Keluarga Islam Sabah tahun 1992, No.15.

tahun 1991.

14.

paya penyeragaman

membentuk komite yang

membuat

n u
Malaysia pernah melakuka

UU Keluarga Islam dengan

diketuai oleh Tengku Zaid. Komite ini bertugas

draft UU Keluarga Islam. Setelah mendapat persetujuan

dari Majelis Raja-raja, draft tersebut disebarkan ke negen-

negeri Malaysia untuk digunakan sebagai UU Keluaiga

Islam. Namun tidak semua negeri menerima penuh isi

melakukandraft UU tersebut

-1747 M) yang

mengembalikan faham sumai dapat berkembang kembali.

Dinasti Afsyarid diganti oleh Dinasti Zand (1750-1779),

diganti oleh Dinasti Qajar (1785-1925 M). Sejakdinasti ini

179
ini Tehran menjadi ibukota Iran.

Dinasti Qajar diganti oleh Dinasti Pahlawi (1925-
, antara lain Kelantan

perbaikan terhadap draft.’^^ Dengan demikian,

Keluarga Islam di Malaysia sampai sekarang

1979 M) yang didirikan oleh Reza Syah dan putranya,

Muhammad Reza. Kebijakan dinasti ini lebih memberikan

perhatian kepada usaha-usaha westemisasi, modemisasi,

sekrdarisasi, integral dengan nasionalisme Iran. Mereka
dilakukan oleh

melakukan modemisasi seperti yang

UU

tidak

seragam.

Mustafa Kemal Ataturk di Turki, dengan cara mengimport

utuh baik hukum perdata, pidana maupun hukum
is dalam hal

secara

dagang eropa dan mencontoh Perancis

Sejarah Perundang-undangan Perkawinan di

Sejarah perkembangan Islam di Iran diawali

terjadinya invasi Arab pada tahun 637 M. Kepercay

Zoroaster digantikan dengan agama Islam, sebuah ag

monoteistik. Selama ribuan tahun Iran menjadi wilay^^’‘

kekhalifahan, dan faham yang berkembang (mendominasi)

A.3.

aan

ama

di Iran", dalam Atho’ MudzharHomaidi Hamid, "Hukum Keluarga

dan Khoirudin Nasution (ed.), Hukum Keluarga di Dunia Islam

Modern; Studi Perbandingan dan Keberanjakan UU Modern dari Kitab

kitab Fikih (Jakarta: Ciputat Press, 2003), him. 54.

Don Peretz, The Middle East Today (New York: Preegar, 1986), him.

178

179

504.

177

Abdul Monir Yaacob, "UU Keluarga Islam di Malaysia", him.
145
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T

kodifikasi hukum
keluarga dan hukum waris inenyusun

dikenal dengan Qanun Madani (Hukumsyari'ah, yarig
sentralisasi administrasi.’**'^ Pada masa ini agama Zoroaster

dijadikan sebagai agama resmi Negara disamping Islam

Syi'k meskipun pengikutnya sedikit.
181

Perdata) dalam tiga tahap, antara tahun 1928-1935 M.

Perdata Iran mencakup berbagai aspekHukum

Kebijakan Dinasti Pahlawi tersebut mendorong

formis Islam y^mg

dan

hokum. Mengenai waris diatur dalam pasal 861 s/d 949,

dan peraturan waris ini berlaku sampai sekarang tanpa ada

hokum keluarga diatur pada

tidak bisa terhindar dari pembalaaruan.

perubahan. Adapun tentang

bab VII, yang

terjadinya revolusi dari gerakan ulama re

dipimpin oleh Ayatullah Khomaeni (1902-1989),

berhasil menggulingkan Dinasti Pahlawi. Kekuatan oposisi

memerintahdari kalangan reformis Islam ini kemudinn Semua

didasarkan pada ketentuan fikih Syi'ah Itsna Asyariyyah

materi hokum waris dan hokum keluarga

Iran selama 10 tahun, yaitu tahun 1979-1989. Revolusi Iran
182

ini merupakan peristiwa penting bagi dunia Islam.

Mengenai perkembangan hukum keluarga

Iran, dapat dipahami secara mudah dengan

perkembangan tersebut pada era sebelum

revolusi Iran (1979) dan sesudah revolusi. Pada era pr^

revolusi, sejak tahun 1928 s/d 1935 telah diundangkan

Hukum Keluarga Iran sebagai bagian dari Hukum Perdata-

Tahun 1927, Menteri Keadilan Iran membentuk Konaisi

perdata-

hukum

Islam d’

memilal'*

terjadinya

yang bertugas menyiapkan draft hukum

Ketentuan-ketentuan yang berkenaan selain

(Ja'fari).
184

lahirnya Hukum Perdata Tahun 1935,Sebelum

dimana Hukum keluarga diatur dalam bab VII, sebenamya

mengenai masalah perkawinan dan perceraian telah diatur

dalam UU Tahun 1931. UU tahun 1931 ini cenderung

hokum dari aliran Syi ahmenggunakan prinsip-prinsip

Itsna

pertimbangan social budaya

Selanjutnya, pembaharuan / reformasi hokum perkawinan

di Iran terjadi lagi pada tahun 1937,1938,1967’®^ dan 1975

Asyariyah. Sebagian materinya didasarkan pada
administrative.dan

keluarga dan kewarisan diambil dari Kode Napole^^^

selama tidak bertentangan dengan prinsip-prinsip syari -

Sementara menteri yang berkenaan dengan hukum

i'ah- Tahir Mahmood, Family Law Reform in The Muslvn World (  ew
Delhi: The Indian Law Institute, 1972), him. 154.

Tahir Mahmood, Family Law Reform in The Muslim World, him. 154

UU Hukum Perlindrmgan Keluarga {Qanun Himayat Kdxoneiwada)

diundangkan pada tanggal 24 Jum 1967, dengan

tujuan mengatur institusi perceraian dan poligami agar terhin ar

dari tindakan sewenang-wenang. Lihat Tahir Mahmood, Fami y

Law in The Muslim World, him. 154.

tahun 1967 ini

183

184

185

dalam John L. Esposito (ed.), The Oxford Eticyclopi^’^'"

of ̂  Modern Islamic World (Oxforf: Oxford University Press, ̂ 995),
Vol. II, him. 226.

Don Peretz, The Middle East, him.
Akhavi, "Iran", him. 236.

Akhavi, "Iran",

506.
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181

182
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Keputusan - Bakhshnamah - khususnya, ditujukan kepada

seluruh pengadilan di Iran, agar tidak menggunakan

peraturan perundang-undangan yang ditetapkan oleh

lembaga non-legislatif Islam era pra-revolusi. Sistem

hokum Islam akan diberlakukan selumhnya di Iran.

Hukum pidana tahun 1912 dan hokum perdata tahun 1928-

1935 dicabut, selanjuhiya diterapkan hokum Islam. Hukum

keluarga 1931-1938 dan Hukum Perliirdungan Keluarga

tahun 1975, dipandang telah melewati batas hokum Islam

yang mapan. Oleh karena itu, UU ini juga dicabut.

Selanjuhaya, Hukum Keluarga Islam dikembalikan pada

mazhab Syi'I Itsna 'Asyariyah dan mazhab minoritas, yakni

Sunni.

Setelah reformis Islam yang dikomandani Imam

Khomaeni tahun 1979 berhasil memimpin Iran, maka

dijadikanlah hokum Islam’®^ sebagai satu-satunya sumber

hokum di Iran.’®® Konstitusi Republik Islam

Eintara lain menyatakan bahvva keluarga merupakan unit

fundamental dalarn masyarakat Islam. Oleh karena itu,

semua hokum, peraturan dan

Iran 1979,

ketentuan-ketentuan

fasilitasi keutuhanadministrative harus dapat mem

keluarga. Konstitusi ini juga menekankan bahwa hubungan

keluarga harus didasarkan pada hokum Islam.
isy

Terkait dengan penggunaan peraturan perundang-

undangan bagi para penegak hokum (hakim pengadilan),

Mahkamah Agung Iran pada tahun 1982 mengeluarkan Dari uraian di atas dapat dipahami bahwa

pemberlakuan hokum keluarga Islam di Iran dilakukan

melalui beberapa tahap; pertama hokum keluarga

didasarkan pada salah satu mazhab tertentu, yaitu sunni,

atau syi'i. Kedua, ketika rezim berkuasa mendukung

modernisasi, westernisasi dan sekularisasi, maka terjadi

reformasi hokum keluarga. Ketiga, ketika reformis Islam

berhasil menguasai Iran, maka hokum keluarga Islam

dikembalikan mengikuti hokum keluarga klasik dalam

pandangan mazhab ortodoks.

186
UU Hukum Perlindungan Keluarga tahun 1975 ini disamping

memasukkan materi perceraian yang terdapat dalam UU 1967, juga

memasukkan perubahan-perubahan penting yang berkenaan

dengan perceraian. UU ini memberikan batasan pemberian ijin

poligami oleh pengadilan hanya pada kondisi spesifik. Lihat Tahir

Mahmood, Personal Laio in Islamic Countries (New Delhi: Academy

of Law and Religion, 1987), him. 216.

Mazhab Hukum Islam yang dipakai adalah mazhab Syi'ah Itsna

'Asyariyah. Sungguhpun demikian, mazhab lain juga diberikan

kebebasan untuk berkembang dan dipraktekkan oleh pengikutnya.
Mazhab lain di luar mazhab resmi Negara juga menjadi sumber

187

hokum di pengadilan, manakala pihak yang berperkara berasal
dari pengikut mazhab tersebut. Lihat Tahir Mahmood, Personal
Law.., him. 217.

William L Cleveland, A History of Modern Middle East (San

Francisco: Westview Press, 1994), him. 410

Tahir Mahmood, Personal Law..., him 217
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Tahir Mahmood, Personal Lazo..., him. 218.190
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ditetapkan tentang keharusan perceraian di pengadilan

dan larangan untuk berpoligami.

Sementara itu, menyangkut anak angkat atau

adopsi telah diatur secara khusus dalam UU Perwalian dan

193

195
di

Sekilas Perkembangan Hukum KeluargaA.4.

Negeri-negeri Muslim Lain

Tunisia adalah sebuah negara y^ng

Mazhab

Tunisia.

menjadikan Islam sebagai agama

Maliki memiliki pengaruh dominan di Negara ini. Tunisia

merdeka pada tanggal 20 Maret 1956.>‘^> Sesaat setalah iW,

Pemerintah Tunisia telah membuat undang-undang hukum

keluarga yang bernama Mnjnlat al-Alnunl nl-Si/nkhshiy'f^^

Nomor 66 Tahun 1956, yang diberlakukan sejak 1 Januan
tersebut

baham

resmi negera

1957.”^ Semenjak ditetapkan, undang-undang

disampaikan secara sepihak tidak193
Di Tunisia, perceraian yang

dapat berakibat jatuhnya talak. Perceraian dapat berlaku secara

pasti dan efektif hanya apabila diputuskan oleh pengadilan.

Demikian pula pengadilan dapat memutuskan perkawinan yang

diajukan oleh istri dengan alas an suaini gagal memberikan nafkah,

pihak telah sepakat mengakhin

perkawinan. Pengadilan juga dapat memutuskan perceraian

apabila salah satu pihak secara sepihak bermaksud bercerai,

dengan syarat pihak yang mengajukan gugatan membayar ganti

rugi kepada pihak yang lain. Keputusan terjadinya perceraian

hanya diberikan, dalam segala kondisi, apabila upaya perdamaian

pasangan suami istri tersebut gagal dicapai. Atho Mudzhar dan

Khoirudin Nasution (ed), Hukum Keluarga di Dunia Islam

Modern, him. 90. Lihat juga Tahir Mahmood, Personnl Lniv..., him.
157-158.

Pasal 18 Undang-rmdang Hukum Keluarga Tunisia menyatakan
bahwa beristeri lebih dari seorang adalah perbuatan yang dilarang.

Demikian juga undang-undang ini secara tegas menyatakan

bahwa seorang pria yang telah menikah, dan nikahnya be um

putus secara hokum, menikah lagi, dapat diancam bukiman

penjara satu (1) tahun atau denda setinggi-tingginya 24 .

Malim. Dasar pelarangan poligami itu menurut John L. Esposito,

adalah : (1) bahwa poligami, sebagaimana perbudakan, merupakan

institusi yang selamanya tidak dapat diterima mayoritas uma

manusia di manapun; (2) Ideal al-Quran tentang

adalah monogami. Di sini, Tunisia merujuk pendapat

tentang penafsiran ayat poligami (QS. Al-Nisa . 3), a wa a
Qur'an memberi izin untuk beristri 4 orang secara serius

dibalasi oleh al-Qui'an acndirl (QS. Al-Nfea':129).

ideal perkawinan menurut al-Qur'an adalah monogami. e

atau karena kedua belah

telah berkali-kali mengalami perubahan, penam
1993.

modifikasi, yaitu pada tahun 1959, 1964, 1981, dan
■kawinaP'UU tersebut mencakup materi hukum per

perceraian, dan pemeliharaan anak yang dari segi

berbeda dengan ketetapan fikih klasik. Dari sekian

pembaharuan terhadap UU tersebut, pada tahun -

banypl^

1959 telali
194

dai'i
Sebelum merdeka, Tunisia merupakan wilayah otonom
pemerintahan Turki Usmani, dan pada tahun 1883 menjadi Ncg‘'>

n perjanjian La Mnrsn, ba
mencapai kemerdekaan pada tahun 1956.

yang digunakan mayoritas masyarakat Turki Usmani a^a ‘
P- Entelis, "Tunisia" dalam joh^ b

Tim Pok- ■ 1V:236.

persemakmuran Perancis berdasarka
kemudian bisa

p  Departemen
Indonesia yang dZ Islam (KHI) Dalam
^^nita di Asia Ten(?° Khoirudin Nasution,^SSn^a 98...^ him.
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jadi UU Nomor 34 tahun 1975 dengan maksud untukmen

menjamin hak-hak perempuan dalam pandangan hukum

Islam. Sebelum diamademen, berkenaan dengan poligami

Adopsi tahun 1958. UU ini terdiri dari 60 pasal yang dibagi

ke dalam 3 bab, yaitu mengenai pervvalian umum, kafalaU

dan anak angkat. Dalam pasal 9-16, misalnya disebutkan

bahwa pihak yang akan mengadopsi anak disyaratkan

sudah dewasa, menikah, memiliki hak-hak sipil secara

penuh, bennoral baik, sehat jasmani dan rohani, dan secara

finansial mampu memenuhi kebutuhan anak yang

diadopsi. Selain itu, selisih umur antara pihak yang

mengadopsi dan yang diadopsi adalah 15 tahun. Di dalam

keluarga angkatnya, anak angkat memperoleh hak dan

kewajiban yang sama sebagaimana anak kandung.

Syiria. Sebelum memiliki UU sendiri, Syiria pernah

memberlakukan The Ottoman Law of Famih/ Rights 1917’’^

sebagaimana yang dilakukan oleh Lebanon dan Yordania-

Menyangkut hukum keluarga, Syiria telah memiliki QanfiH

al-Ahwnl nl-Sijakhshiyyah tahun 1953. Setelah berlaku selama

22 tahun, undang-undang ini kemudian diamandemen

195

'hak
UU tersebut (pasal 17) menyatakan demikian,

poligami bagi suami diperbolehkan asalkan suami dapat
untuk memberi hidupmembuktikan bahwa ia mampu

. Setelah diamandemen, pasal poligami itu

tidak memberikan izin
kepada isteri

berbunyi, "Pengadilan bisa saja

untuk poligami kecuali ada justifikasi hukum untuk

poligami dan mampu membiayai dua isteri". Dengan

mempersyaratkan perizinan dari pihak pengadilan, maka

sedikitnya telah memperpanjang dan mempersuht proses

poligami.

masalah perceraian merupakanSementara itu,

persoalan menarik dalam hukum keluarga Syiria karena
cerai

terkait dengan hak isteri untuk mengajukan gugatan

melalui jalur khulu'. Selain melalui khulu',

isteri dapat pula mengajukan pemutusan hubungan

perkawinan kepada pengadilan disebabkan kasus-kasus

menderita penyakit yang dapat

kepada suaminya

antara lain; suamiitu, syarat yang diajukan, agar suami berlaku adil terhadap istri-

istrinya, adalah suatu kondisi yang sangat sulit, bahkan tidak

ungkin dapat terealisasi dengan scpenuhnya. John L. Esposito,

Women in Muslim Family Laiu (New York; Syracus University Press,
1982), him. 92-93.

Tim Pokja Pengarusutamaan Gender Departemen Agama,
emantapkan Posisi Kompilasi Hukum Islam (KFII) Dalam Masi/arakrd

Indonesia yang Deniokratis.

modern, yang dikenal dengan

diberlakukan oIpE^m ̂  "^-tlsmdniyyah, dan pertama

m

kali

Manila di Asia Khoirudin Nasution, Status
him. 93.

menghalangi untuk hidup bersama, penyakit gila dari

suami, suami meninggalkan isteri atau dipenjara lebih dan

dianggap gagal memberikan nafkah, dantiga tahun, suami

penganiayaan suami terhadap isteri.

195

mayoritas penduduknya

kecil bermazhab Hanafi,

Mesir. Mesir yang

bermazhab Syafi'i dan sebagian
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getahui perkawinan tersebut. Bagi yang melanggarla men

aturan ini dapat dihukum dengan hukuman penjara

maksimal 6 bulan atau denda 200 Pound Mesir atau kedua-

Secara historis, pembaharuan hukum keluarga di Mesir

dimulai sekitar tahun 1920, yaitu setelah adanya pengaruh

kekuasaan pemerintah Turki.'*'*^ Pada tahun ini, sen

pertama rancangan undang-undang hukum keluarga resrni

diundangkan. Pada tahun 1929 dilakukan amandenien

ndang-undang

demen
kedua terhadap beberapa pasal pada u

sebelumnya

duanya.
199

Pembaharuan Hukum Keluarga di Mesir berjalan

Meskipun ide-idebukan tanpa hambatan dan tantangan.

pembaharuan yang diusung seperti Muhammad Abduh,

Qasim Amin, Sofwat, dan lainnya ditentang habis-habisan. Setelah itu, tercatat dua kali

terhadap hukum keluarga Mesir yaitu pada tah

1985. Reformasi hukum keluarga yang dilakukan di Me

a man

2979 dun an dalam kenyataannya.oleh kelompok agamawan, namun

ide-ide tersebut banyak memberikan inspirasi dalam upaya

pembaharuan hukum Islam di Mesir.

Yordania, Sampai tahun 1951, Yordania masih
Turki Usmani (77tememberlakukan hukum keluarga

antara lain terkait dengan masalah poligami,

wajibah, warisan, dan pengasuhan anak. UU Nomoi
akan mem

form^'^"'

lOO

kail
tahun 1985 menyatakan bahwa seorangyang

harus menjelaskan status perkawinannya pada Ottoman Law of Family Rights 1917) sampai diundangkannya
Nomor 92 Talaun 1951,

undang-undang hak-hak keluargadah memprn^y
i atau

ai

pencatatan perkawinan. Bagi yang su

i yang mulai berlaku 15 Agustus 1951.

mengatur

pemenuhan nafkah bagi

pemeliharaan anak. Pada perkembangan

tersebut telah diganti dengan status personal Yordan 1976

200 Undang-undang ini

mahar.
tentang perkawinan, perceraian,

isteri dan keluarga, dan tentang

berikutnya, UU

steri, harus mencantumkan nama dan alamat isteii
itaim

;  member!-

tersebut. Seom^'S

isteri-isterinya. Pegawai pencatat harus

isterinya tentang rencana perkawinan

isteri yang suaminya menikah lagi dengan perempuan
kemudhamh

tkaO

lain

dapat minta cerai dengan berdasarkan

ekonomi yang diakibatkan poligami dan mengakiba
,. Hak

ketika
tidak mungkin hidup bersama dengan suaminya

untuk minta cerai hilang dengan sendirinya

Wmita di Asia Tenggara..., him. 94.
Gender Departemen

199 Khoirudin Nasution, Status

Lihat juga Tim Pokja Pengarusutamaan ,^T_m n /
Agama, Memantapkan Posisi Kompilasi Hukum Islam

Masyaraknt Indonesia yang Demokratis. ,
J.N.D. Anderson, "Modern Trend in Islam: Legal e orm a

Modernization in The Middle East", dalam Internationa

Comparative Law Quarterly, 20 (Januari 1971), him. 6.

bersangkutan tidak memintanya selama satu tahun sets
lab

200

197

Tim Pokja Pengarusutamaan Gender Departemen

Memantapkan Posisi Kompilasi Hukum Islam (KHI) Dalam Mastfl'
Indonesia yang Demokratis.

Tahir Mahmood, Family Law Reform..., him. 48.

■akd^
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adanya perjanjian, kemudian salali satunya meninggal atau

perjanjian batal, maka beberapa hadiah sebelumnya dapat

diambil kembali oleh pihak laki-laki.

(UU Nomor 61 Tahun 1976) yang disebut dengan Qanunol-

Ahiunl al-Si/aklisIiiyynlir^^ Amandemen berikutnya terjadi

pada tahun 1977 yang menghasilkan UU Nomor 25 Tahun

1977.202
memiliki Qanun al-Ahwal al-Irak. Irak pemah

Syakhshhjynh (Personal Status No. 188 Tahun 1959) yang

mengatur masalah keluarga. Undang-undang ini secara

pada Bulan Desember 1959. Prinsip-
dalam undang-undang

resmi diumumkan

prinsip tentang masalah keluarga

di
dilakukan

nienikali
Reformasi hukum keluarga yang

Yordania antara lain terkait dengan masalah usia

janji pernikahan, perkawinan beda agama, pencatatau
i usia

perkawi ini diambil dari berbagai madzhnan, perceraian, dan wasiat wajibah. Mengenai

perkawinan

15 tahun

pernikahan dinyatakan bahwa syarat usia

adalah 17 tahun bagi laki-laki dan
bagi

ab dalam Islam yang

perempuan. Apabila perempuan telah mencapai

tahun dan mempunyai keinginan un

i

tuk

hukum keluarga yang
meliputi Sunni, Syi'ah, dan juga

berlaku di beberapa negeri Muslim seperti Mesir, Yordania,

Sebenarnya mayoritas penduduk Irak

Hanafi.203 Perundang-undangan tersebut

dan Syiria.

bermazhab

l5 usia

ikahmem

kemudian diamandemen pada tahun 1963 (dengan UU N

11), tahun 1978 (dengan UU No.21), tahun 1983 (dengan
UU No.ll). Salah

UU No

lasan

tidah

dap‘'>^

sementara walinya tidak mengijinkan tanpa a

sah, maka perempuan tersebut pada dasarnya

melanggar prinsip-prinsip kafa'ah dan pengadilan .1000), dan tahun 1984 (dengan
bila tahun 1980 adalah

satu point menarik dari pembaharuan

dibolehkannya poligami dengan janda tanpa lebih dahulu

mendapat izm dari pengadilan. Penetapan ini didasark
termaktub dalam al-Qur'an,

dan
pada tujuan poligami yang

ap3

waliiiy^''
memberikan ijin pernikahan. Demikian juga

perempuan telah mencapai umur 18 tahun dan

keberatan memberikan izin tanpa alasan kuat,

pengadilan dapat member! izin pernikahan.

Sementara itu, janji untuk mengadakan perm

diatur pada pasal 2 dan 3 UU Tahun 1951. Pasal-p

tersebut menjelaskan bahwa janji

membawa akibat pada adanya pernikahan. Namun, seteh'*^"'

akam^

ikah^^*^

asal

akaoikah tidakmen

yakni agar terpelihara dan terjamin anak yatim

janda.
204

dilakukan di Irak

masalah status wali, pembenan

,, him. 99.
him. 100.

Reformasi hukum keluarga yang

antara lain terkait dengan

Khoirudin Nasution, Sfnfiis Wanita diAsia TenggnJti--

Khoirudin Nasution, Status Wanita diAsia Tenggaia..

203201

Khoirudin Nasution, Status Wanita di Asia Te
Tim Pokja Pengarusutamaan

, him. 97.nggara...,-202 204
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Indonesia dan Kompilasi Hukum Islam di Indonesia serta

UU Keluarga Islam Johor Malaysia.wasiat vvajibah, dan pengasulian anak

ketentuan pembayaran

mahar,

Pasal 19-22 mengatur tentang

mahar. Pasal-pasal ini menjclaskan bahvva perempua^

berhak untuk mendapatkan mahar yang diletapkan secar
mahar tidak

berhak
khusus di dalam perjanjian perkawinan. Jika

di n

B.l. Indonesia

B.1.1. Undang-undang No. 32 Tahun 1954

Undang-undang No. 32 Tahun 1954 tentang

Penetapan berlakunya Undang-undang Republik Indones'

tanggal 21 Nopember 1946 No. 22 Tahun 1946 tentang

Pencatatan Nikah, Talak dan Rujuk di Seluruh Daerah Luar

jawa dan Madura ini dikeluarkan dengan menimbang

tetnpkan secara khusus, maka

menerima mahar yang pantas (mahar

yang lain menggagalkan

dunia, maka harta yang telah

dikembalikan secara utuh. Sementara mengena

perempua

;h/7s/7). J

perkawinan atau

diberika

ika p

nieningg

ihak

£ll

n
har^®

-,i masalak

j_9. Secara

di Indonesia berlaku beberapa macam

nikah, talak dan rujuk bagi

22 Tahun 1946,

482,
UU No.

1932 No.

bahwa pada saat itu

peraturan tentang pencatatan
pengasuhan anak diatur dalam pasal 57 aynt iliki

umat Islam, yakni:

Huwelijksordonantie Buitengewesten

peraturan-peraturan tentang pencatatan

rujuk yang berlaku di daerah-daerah swapraja, dan
berlaku di luar Jawa dan

nikah, talak dan

peraturan

bahwa ibu menT-

nak selan^^
panjang lebar dijelaskan antara lain

hak istimewa dalam mengasuh dan mend id ik a
rkavvinai"'

perkawinan berlangsung. Begitu juga setelah pe
terhadap

dengan catatan ia tidak berbuat aniaya

akan^

tersebut. Pengasuh tersebut hams dewasa, sehat
,  dap3^ -peraturan lain yang

Madura. Disamping pertimbangan di atas, ber u ung
Kesatuan Republik Indonesia

dengan terbentuknya Negaradipercaya dan mampu bertanggungjawab dan

anaknya serta tidak kawin lagi dengan lelaki asing- satu macam-perlu adanya

20.“;

 undang-undang tentang

juk. Dengan undang-undang
S. 1929

pencatatan nikah, talak dan ru

dicabutlah: 1) Huwelijksordoirantieini, maka
467, 2)

.207 Undang-undang No

Vorstelandsche
No.348 jo. S. 1931 No.

Huwelijksordonantie S

ah
dang

Sistematika dan Isi Perundang-un

Perkawinan Muslim

Sekedar sebagai contoh, di bawah ini ditu

sistematika dan isi perundang-undangan perkawin^h

B.

milisk . 1933 No. 98

32 Tahun 1954 ini terdiri dari 10 pasal. Tiga pasa
Tahun 194622

bb

^^^
di

ahwa UU No.erisi penetapan

205

Tim Pokja Pengarusutamaan Gender Departernen
Metnantapkan Posisi Kompilasi Hukum Islam (KHl) Dalnin
Indonesia yang Demokratis.
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1

boleh dihukum pada pasal 3Pasal 4: Hal-hal yang

dipandang sebagai pelanggaran.

diberlakukan untuk seluruh daerah luar Javva dan Madura,

dan hal lain yang terkait dengan peraturan pelaksananya.

Adapun 7 pasal lainnya diambil dari UU No. 22 tahun 1946,

dengan sistematika sebagai berikut:

Pasal1: terdiri dari 6 ayat; berbicara tentang pengawasan

untuk

menjalankan undang-undang ini ditetapkan oleh

perluyangPasal 5: Peraturan-peraturan

Menteri Agama

Pasal 6: Terdiri dari 2 ayat, berisi penetapan

Undang-undang ini disebut "Undang-undang

Pencatatan Nikah, Talak dan Rujuk" dan berlaku

untuk Jawa dan Madura pada hari yang akan

ditetapkan oleh Menteri Agama. Ayat dua

menetapkan berlakunya undang-undang im di

daerah luar Jawa dan Madura ditetapkan dengan

bahwa

nikah oleh Pegawai Pencatat Nikah ya*''g

ditunjuk oleh Menteri Agama atau pegawai yang
berhak melakukan

kilinya, biaya

ditunjuk olehnya, orang yang
mewa

pengawasan atau yang

nikah, talak dan rujuk, dan tentang

kedudukan
pencatatan

pengangkatan/pemberhentian serta

dan wilayah PPN.

Terdiri dari 3 ayat, berbicara

Pegawai Pencatat Nikah.

Terdiri dari 5 ayat yang ber

undang-undang lain.

Pasal 7: menetapkan tidak

Huwehjksordonantie S. 1929 No. 348 jo. S. 1931

467, dan Vorstelandsche

berlakunya

No.

Huwehjksordonantie S. 1933 No. 98.

tugastentangPasal 2:

tentangbicaraPasal 3:

menikah tanpa

iaa bulan
hukuman denda bagi yang

pengawasan PPN, hukuman penjara tiga
melakukan

Undang-undang No. 1 Tahun 1974

UU No.1/1974 tentang Perkawman

14 Bab dan 67 pasal. Berikut sistematikanya :

:  Dasar perkawinan; berisi antara lam teihang

B.1.2.
disusun dalam

Bab I

pengertian perkawinan, ketentuan sa ya

perkawinan, pencatatan perkawinan,

perkawinan (monogami),

dibolehkannya poligami.

ketentuandan

atau denda bagi orang yang

pengawasan tanpa hak, denda bagi

menjatuhkan talak tetapi tidak

kepada PPN, dan hukuman bagi PPN yang

i laki-lak

memberitah

i yang

ukan
tidak

melakukan tugas.

1954
Selengkapnya bisa dibaca di Undang-undang No. 32 Tahun

bagian pertimbangan Presiden RI dalam mengambil kepU'
dengan persetujuan DPR.

t
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penggunaannya, dan ketentuan pembagiannya

ketika terjadi perceraian.
persetujuan

Ion meinpelai/

(mahram) dan waktu

tentang

usia ca

Syarat perkawinan;

mempelai, ketentuan

larangan perkawinan

Bab II :

serta akibatnya; berisiBab VIII: Putusnya perkawinan

tentang sebab perkawinan putus, perceraian

hanya depan sidang pengadilan, alas an dan tata

cara perceraian, tata cara mengajukan gugatan,
terhadap anak ketikadan kewajiban orang tua

tunggu (’iddah).

Pencegahan perkawinan;
ketentuan

boleh
tentangBab III:

dicegahnya perkawinan, siapa saja yang

pencegahan diajukan,mencegah, kepada siapa terjadi perceraian.

Bab IX : Kedudukan anak; tentangpencabutan permohonan pencegahan, laiang^
ketentuan anak sah.

anak (li'an).
dan penyangkalan terhadap

: Hak dan kewajiban antara orang
PPN melangsungkan proses.

Batalnya perkawinan; tentang orang-oi'c'

dapat mengajukan peinbatal

Pengadilan Agama permohonan diajukan,

■ang

kean.

tua dan anak;

pada

Bab XBab IV :
memelihara anaktua

tentang kewajiban orang

dan jangka waktu ^
kewajiban anak menghormati orang tua

tua/keluarga ketika sudah

keberlakuan kewajiban

tersebut,

dan memelihara orang

dan

batalan-

dan alasan pencabutan kekuasaan orangdewasa,

perkawinan yang dapat dimintakan pem

Perjanjian perkawinan; tentang pen

kedua calon mempelai membuat p<
perkawinan, ketentuan saahnya

berlakunya perjanjian dan kemungkinan a

perubahan perjanjian.

Hak dan kewajiban suami istri; memuat

keseimbangan hak dan kewajiban suaiTU

terkait dengan kebutuhan materi (tempat

●set

perja

[01

ujuanBabV :

tua terhadap anakirya.njian'''
danya

bisa

wali.
keadaan anak yang

wali, penunjukan

wali, dan pencabutan

Bab XI : Perwalian; tentang

diberikan kepadanya

syarat dan kewajiban
kekuasaan wali.

Bab XII: Ketentuan-ketentuan lam; tentang pem u
di luar Indonesia,

1 tang

i-istri/

tingg^''^^
non'
aian

Bab VI:

asal-usul anak, perkawinan
dan nafkah, yang terkait dengan kebutuhan

materi (cinta, kasih sayang, dll), dan pem^a
digas antara suami dan istri.
Harta bend )-0ii

dan penjelasan

dimaksud undang-undang ini.
campuran.perkawinan

pengadilan yang

tang
  dalam perkawinan; ,

ketentuan harta bersama dan harta bawaan,

BabVII:

163

162



\
1

Bab IV : Rukun dan syarat perkawinan (masalah rukun

tidak ada dim UU No.1/74); berisi tentang

rukun perkawinan, syarat mempeiai (usia

pelai dan persetujuan mempeiai), wali

(pengertian

hakim, dan urutan yang berhak menjadi wali),

saksi nikah (syarat saksi dan kehadirannya),

akad nikah (ijab-qabul).

Bab V ; Mahar (tidak ada dim UU No.1/74); memuat

kewajiban pria

penyerahan

mahar secara

mem

wali nikah, wali nasab dan wali

membayar mahar, teknis

mahar, ketentuan pembayaran

utuh atau tidak, dan perselisihan

serta ketentuan setiap keputusan PA dikukuhkan

oleh Pengadilan Umum.

Bab XIII: Ketentuan peralihan; berisi ketentuan poligami

Bab XIV: Ketentuan penutup

B.1.3. Kompilasi Hukum Islam Buku I

Kompilasi Hukum Islam

terdiri dari 19 bab (170 pasal). Adapun sistematika dan

Buku I: Perkawinan,

isinya sebagai berikut:

Bab I Ketentuan Umum (tidak ada dim UU No.1/74)'

berisi tentang penegasan istilah : peminangan/

wali hakim, akad nikah, mahar, taklik talak

harta kekayaan dalam perkawinan, hadlonah

tentang mahar.

:  Larangan perkawinan; memuat mengenai

ketentuan mahram, dan larangan wanita

muslimah menikah dengan non-muslim.

Bab VII : Perjanjian perkawinan: berisi tentang

Bab VI

taklik

tidak bertentangan
t

perwalian, khuluk dan mut'ah.

Dasar-dasar perkawinan;
tentangBab II : berisi

pengertian perkawinan, tujuan perkawinan/

ketentuan sahnya perkawinan, pencatata

perkawinan, akta nikah sebagai

perkawinan, itsbat nikah, surat cerai sebag^'’^
karen^bukti

putusnya perkawinan (selain

alak, perjanjian lam yang

Islam (perjanjian pemisahan

harta), dan
dengan hukum

harta, perjanjian percampuran

ketentuan pencabutan perjanjian.

Kawin Hamil (tidak ada ^
dim UU No.1/74);

Bab VIII:mati).

Peminangan (tidak

tentang pelaku pem

wanita
^ ketentuan perkawinan

nikah, dan larangan menikah atau

Bab III ; memuat tentang

hamil di luar

menikahkan pada saat ihram.

No.1/74); berisi

waniU

ada dim UU

inangan, ketentuan
yang boleh

Pemutusan hubun

dipi
dan

nang, akibat hukum

gan peminangan.
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diajukan ke PA, penanggimgjawab penjagaan

harta bersama, bentuk harta bersama (berwujud

berwujud), harta bersama dari

lebih dari seorairg istri, sita

harta bersama, pembagian harta

a mati atau hilang.

dan tidak

perkawinan yang

jaminan atas

bersama karena pasanganny

Beristri lebih dari sntu orang; menuiat tentang

jumlah maksimal islri, syarat berpoligaml dan

kebolehan istri atau suami melakukan banding

Bab IX :

atau kasasi terkait ijin poligami.

Pencegahan perkawinan; berisi tentang tujua
melakukan

menjadi
pencegahan perkawinan, alasan

pencegah

Bab X :

dan karena cerai hidup.

Bab XIV ; Pemeliharaan anak; berisi tentang batasan usia

anak dianggap mandiri, criteria anak sah, nasab

anak zina dan anak li'an, bukti asal-usul anak,

anak dan jangka waktu

anak ketika terjadi

perceraian, kewajiban orang tua atau

mengembangkan harta anak yang

biaya penyusuan

menyusui, pemelilaaraan

merawat dan

an, tidak kafn'ah tidak bisa

alasan pencegahan perkawinan, pihuh p

kepadaberhak mencegah.yang

ihak

pA

dan
dilakukan.

permohonan pencegahan

pencabutan permohonan pencegc'
ahan.

tuau

dapaf

iukan

ketenBab XI ;
Batalnya perkawinan; berisi tentang

batalnya perkawinan, alasan perkawinau
menga]

-kavvinari'
dibatalkan. pihak yang dapat

perpermohona

belum dewasa.
ketentuan anak yang

Perwalian; berisi tentang

berada di bawah perwalian, wasiat orang tua
badan hukum untuk

anaknya, PA
kepada seseorang atau

Bab XV :
n pembatalan

permohonan pembatalan kepada

batalnya mtidakperkawinan

dan
PA,

skan

menjadi wali, diri dan kekayaan

mencabut hak perwalian, dan ten angboleh

ernutu

hubungan hukum anak dan orang tuanyn-

i  istri; berisi tenHak dan kewajiban suami
tang

kewajiban dan larangan wali.

Bab XVI: Putusnya perkawinan; memuat tentang

perkawinan, perceraian hanya d,
-alasan perceraian,

siding PA, talak

dan kubra), talak

sebab

putusnya

depan siding PA, alasan

talak = ikrar suami di depan

Bab XII :

hak dan

kedudukan
kewaji

i-istP'

sLian^i'

j  yai''g

istri-

suami
ban bersama

kewajiban

suami

suami-istri.

an

raj'i, dan talak ba'in (shughra

tempat kediam , kewajiban

beristri lebih dari seorang, dan kewajiban
Harta

kekayaan dala
Bab XIII; berisi

m perkawinan,

tentang ketentuan harta masing-masing

harta bersama. ber
perselisihan harta

daB

saiB^^ 167
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Keluarga Islam tersendiri. Enakmen No. 5 Tahun 1990 ini

terdiri dari 10 bahagian, 138 fasal sebagai berikut.

Bahagian I ;  Permulaan (fasal 1-6), berisi tentang .

i dan bid'i. khuluk, li'an dan tata cara liansunni

dan tata cara perceraian.

Bab XVII: Akibat putusnya perkawinan; berisi tentang

g mentalak istri, hak mjuk
wanita

'iddah (tunggu),

(hadiah/pemberian),

kewajiban suami yan

hanya pada bekas

yang dalam 'iddah, masa

akibat perceraian, mut'ah

dan mula
-  Tajuk ringkas pemakaian

berkuatkuasa (1)

akibat khuluk, akibat li'an.

Bab XVIII: Rujuk (tidak ada dim UU No.1/74);

tentang kebolehan suami melakukan

kebolehan istri menyatakan keberatan

rujuk bekas suaminya, dan tata cara rujuk.

Masa berkabung (tidak ada dim UU No-l

berisi ketentuan istri wajib berkabung

masa 'iddah, dan suami dianjurkan

sesuai kepatutan.

suami, ketentuan

b

Bab XIX:

sel

Tafsiran (istilah) (2)

Pengecualian prerogative (3)

Pemakaian (4)

bagi memutuskan sama ada

seseorang itu orang Islam (5

Kriterium
erisi

rujuk

atas

masih berterusanPerkahwinan yang
sebagaidisifatkanhendaklah

didaflarkan di bawah enakmen ini dan
dibawah

boleh dibubarkan hanya

am^'*

berkabuug

enakmen ini. (6)

:  Perkahwinan (fasal 7-24) berisi tentang :
boleh mengakad-

Orang

Bahagian II

-orang yang

nikahkan perkahwinan (7)

untuk perkahwinanUmur minimumB.2.
Sistematika dan isi perundang-undangan

selain di Indonesia

Enakmen Undan

Tahun 1990
g-undang Keluai'ga Islam Joho

m

(8)
melarang perkahwinan5 Pertalian yangNO'

r
(9)

lain (10)
- Orang-orang dari agama

-  Perkahwinan tidak sah (H)

-  Perkahwinan

didaftarkan (12)

tid
yang

tiM
●  . ^^Eadar sebagai salah satu contoh sisteiTiu

Muslim di Malaysia, Earei^^

E4alaysia ba Eetahui, negara-negara bagiui'*

di

seluruhnya memiliki Undang-un^^^

bolehak
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Pendaftar-pendaftar serta Jumnikah

perkahwinan, perceraian dan mjuk

bagi orang-orang Islam (27)

-  Buku dan daftar hendaklah disimpan

mengenai semua perkahwinan

-  Salinan-salinan Catalan hendaklali

Persetujunn dikehendaki (13)

Perkahwinan seseorang perempua'^

(14)

Perlunangan (15)

Kebenaran nikah (16)

Mengeluarkan kebenaran
berkahwin dihantar kepada Ketua Pendaftar

-  Pendaftaran perkahwinan luar negeri

bermastautin dalamoleh orang yang

(17)
oleh

kepada dan tindakan

negeri Johor (30)

Daftar yang

undang (31)

-  Pendaftaran

tidak dia

suk

Rujukan

Hakim Syarie (18)

Kebenaran perlu sebelum akad
ikak kui di sisi undang-

(19)
arela perkahwinan,

diakadnikahkan-  Tempat perkahwinan (20)

Mas kawin dan pemberian (21)

Catalan dalam daftar perkahv\

Islam yang

di bawah mana-mana
orang

dahulunya

undang-undang

-  Efek pendaftaran
(22) di sisi undang-

-  Poligami (23)

-  Akad nikah perkahwinan d

kedutaan Malaysia, di luar

tersebut. (24)

Bahagianlll : Pendaftaran Perkahwinan (fasal

i Ke

memuat tentang :

-  Pendaftaran (25)

- Melaporkan perkahwinan yang

sah (26)

-  Perlantikan Ketua Pendaftar

Pendaftar, Penolong

d

Xim

undang (33)

dan
utf®”'

pelbagai peruntukan
akadnikah dan

Bahagian IV : Penalti

berhubungan dengan

pendaftaran perkahwinan (fasal 34-43)
di hadapan Pendaftar

; ditetapkan (34)

terhadap seksyen 31 (35)

terhadap perkahwinan (36)

Tidak hadir

dalam masa yang

Pelanggaran

Gngguan

25^3)

ti

bfli’'’

daft®''pen 171
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membubarkanuntuk

perkahwinan atau untuk fasah (52)

-  Anggapan mati (53)

-  Penyenggaraan daftar perceraian

pembatalan (54)

Perintah

b

untukAkuan atau penyataan palsu

mendapatkan perkahwinan (37)

Akad nikah perkahwinan yang

dibenarkan (38)

Kesalahan-kesalahan berhubu

tidak dan

ngut* olehtidak
Perintah perceraian

didaftarkan melainkan perintah telah

dibuat (55)

dengan akad nikah perkahwinan

-  Kebenaran untuk mendakwa (40)

- Membetulkan kesilapan (41)

-  Pemeriksaan daftar perkahwinan

indeks perkahwinan (42)

-  Bukti (43)

Pembubaran Perkahwinan (fasal 44-58)

sesiia^^'

dan

-  Takat kuasa untuk membuat

pemberian saguhatiMut'ah atau

kepada perempuan (56)

Hak terhadap mas ̂

akan tersentuh (57)

kahwin dsb., tidak

memerintah
Kuasa mahkamah

pembahagian harta sepencarian (58)

Bahagian VI : Nafkah istri, anak dan lain-lain (fasal 59

Bahagian V

perintah (44)

-  Pertukaran agama (45)

-  Perceraian dengan talaq atau

perintah (46)

-  Cerai dengan darar dan syiknk

melantik Hakam sebagai Timbang

den

81)

Mahkamah memerintah nafkahcraU
g Kuasa

bagi istri dan akibat nusyus

Mahkamah memerintahkandull -  Kuasa

nafkah bagin seseorang tertentu

-  Pentaksiran nafkah (61)

MahkamahKuasa

tain

(47) untuk

diberi bagiPerceraian khul' atau tebus talaq (^^^

Perceraian di bawah taklik ataU jaiiJ' memerintahkan cagaran

nafkah (62)

-  Penyelesaian Nafkah (63)

.  Lan,a„yatempohperin.ahnsfkab(64)

(49)

Perceraian secara li'an (50)

Berbaik semula sebagai suami istii

rujuk (51)

i  atn^
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■

Menuntut tunggakan nafkah seseorang

anak (77)

-  Kewajipan menanggung

kanak yang

keluarga (78)

-  Bila tempoh perintah nafkah anak

tamaat (79)

- Kewajipan menanggung

anak tidak sah taraf (80)

- Nafkah istri dan

nafkah kanak-

diterima sebagai ahli

nafkah anak-

dikehadiran

Hak terhadap nafkah atau pemberian

selepas perceraian (65)

Kuasa Mahkamah u

perintah nafkah (66)

Kuasa Mahkamah untuk meng^bab

perjanjian nafkah (67)

Nafkah yang kena dibayar di

perintah Mahkamah tidak

dipindahkan hal miliknya (68)

Menuntut tunggakan nafkah (69)

Nafkah sementara (70)

Hak tempat tinggal (71)

Kewajiban menanggung nafkah

ntuk mengubab

bavvab

boleb

aiifb

Mahkamah (81)

hahagianVII : Penjagaan, Hadanah atau Penjagaan

kanak-kanak (fasal 82-107)

- Orang-orang yang

kanak-kanak (82)

berhak menjaga

(72)

memerintahk^'’^' perlu-  Kelayakan-kelayakan yang

untuk penjagaan (83)

-  Bagaimana hak penjagaan hilang (84)

Kuasa Mahkamah

nafkaah bagi kanak-kanak (73)

Kuasa bagi Mahkamah memerin

cagaran bagi nafkah seseoraang

tahk^'*'^
aK

-  Lamanya penjagaan (85)

. anak-aiaak tak sah taraf (86)

Mahkamah membuat perintali

(74) Penjagaan

Kuasa _ _

mengenai penjagaan (87)

tertakluk kepada syarat-Periritah

ibab

ata^
Kuasa bagi

perintah

nafkah

Kuasa

perjanjian

seseorang anak (76)

Mah

penjaga

kamah meng^-

mengenai penjagaan

seseorang anak (75)

bagi Mahkamah mengLi syarat (88)

Penjagaan

bah

fkah ke Atas Orang dan Hartana
an atau
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hendaklah mengambil

perhatian tentang nasehat Pegawai-

Pegawai Kebajikan dsb. (104)

-  Kuasa Mahkamah untuk menghalang

anak dibawa keluar dari Malaysia (105)

-  Kuasa bagi Mahkamah membatalkan

perpindahan-

Mahkamah

menahandan

berhak kepada-  Orang-orang yang

penjagann (89)

-  Kuasa ke alas harla tak alih dan harta

alih (90)

Perlantikan penjaga-penjaga

Mahkamah (91)

Perlantikan ibu sebagai

oleh

penjaga
perpindahan yang dimaksudkan untuk

tuntutan-tuntutan
mengecewakanmelalui wasiat (92)

-  Penjaga bersama ibu (93) nafkah (106)

-  Tegahan terhadap gangguan (107)

Bahagian Vlll ; Pelbagai (fasal 108-121)

-  Pengiktirafan perkahwinan orang

dilakukan di luar negeriIslam yang

Perubahan kuasa penjaga harta (94)

-  Pemecatan penjaga (95)

-  Cagaran hendaklah diberi (96)

-  Had kuasa bagi penjaga yang

oleh penjaga (97)

-  Penjaga tidak boleh membeii

penyelesaian mengenai ---

dilanti*^

Johor (108)

Pengiktirafan

perkahwinan yang

kedutaan-kedutaan dsb., di negen

perkahwinan-

dilakukan di
dal

(98)
kanal^'

-  Penjaga boleh menanggung

kanak dari pendapatan (99)

-  Perintah khas mengenai

(100)

-  Permohonan

pendapat dsb (101)

Perintah larang

(102)

Penjagaan anak yatim (103)

har

menduntuk

Maan oleh

Johor (109)

-  Siapakah yang dikaitkan sebagai bapa

(110)

-  Kelahiran lebih daripada empat tahun

selepas pembubaran perkahwinan

(111)

-  Kelahiran selepas pengaku

iddah telah tamat (112)

bahawaan

kecilta

tkan
apa

ah
hkana
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-  Istri tidak taat (128)

-  Jadi murtad untuk membatalkan

perkahwinan (129)

-  Bersekedudukan yang haram di antara

Persetubuhan syubhat (113)

Syarat-syarat bagi pengakuan yang sah
(114)

- Anggapan dari

dipatahkan (115)

' Pengakuan oleh

pengakuan boleh

perempuan yang

orang-orang yang bercerai (130)
cuai mematuhi

-  Dengan sengaja

perintah (131)

-  Perkahwinan

peruntukan-peruntnkan

(132)

-  Percubaan dan subalaat (133)

- Hukuman yang tidak ditentukan (134)

melanggar

Enakmen in

yang
sedang dalam iddah (116)

■ Mengakui
seseorang lain i sebagai ibu

3tau bapa (117)

Pengakuan lain daripad

ibu atau bapa (118)
' Pengakuan

tidak bol

a sebagai anak.

eh dibatalkan
:  Am (fasal 135-138)

Kuasa bagi membuat kaidah-kaidah

Bahagian X(119)

■  Permohon
an oleh istri

yang ditinggal (135)

- Hukum syarak hendaklah dipakai bila

tiada peruntukan (136)

-  Pengecualian (137)

-  Pemansuhan peruntukan Enakmen

No. 14/78.

langsung (120)

Rayuan (121)

=  Penalti (fasal
122-

Bahagian IX

134)

tanpa keb' Poligami
enaran Mahkamah

(122)

Perceraian
di luar

l^ahkamah dan

enaran Mahkamah (123)

n ® istri (125)
Sttniaya istri atau

niemberi

'tawaiamyakepaj

tanpa keb

Tidak

Mem-

Me

suami (126)

Peadilan

istrinya (127)

Tidak

yang

Perkawinan dalamPencatatanC. Ketentuan

Perundang-undangan Perkawinan Muslim dan

Status Hukumnya

Untuk memudahkan pembahasan mengenai

pencatatan perkawinan yang termuat dalam Perundang-
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mencatatkaankeharusanterhadappelanggaran

perkawinan ini hanya bersifat administrask artinya

pencatatan perkawinan tidak menjadi syarat sah nikah.^°^

Mengenai tujuan adanya pencatatan ini ditegaskan dalam

penjelasan pasal 1 ayat (1), yaitu agar mendapatkan

undangan perkawinan muslim di berbagai negara, maka

akan dibagi menjadi dua, yaitu, pertama, pencatatan

perkawinan dalam perundang-undangan Indonesia dan

kedua, pencatatan perkawinan perundang-

undangan di negara-negara selain Indonesia.

dalam

kepastian hukum dan ketertiban.^’”

Ketentuan tentang pencatatan perkawincm ini

kemudian dituangkan lagi dalam Undang-Undang No. 1

Tahun 1974 tentang Perkawinan, yang pelaksanaannya

efektif berlaku sejak 1 Oktober 1975. Pasal 2 ayat (2)

UU No. 1 Tahun 1974 menyatakan : "tiap-tiap perkawinan

dicatat menurut peraturan Perundang-undeingan yang

berlaku". Sementara pada ayat (1) pasal yang sama

dinyatakan ; "Perkawinan adalah sah, apabila dilakukan

secara

Cl. Indonesia

Undang-undang yang pertama kali mengatur

masalah pencatatan perkawinan adalah UU No. 22 Tahun

1946, yang mengatur tentang Pencatatan Nikah, Talak dan

Rujuk yang berlaku untuk daerah Jawa dan Madura.

Kemudian UU ini berdasarkan UU No. 32 Tahun 1954

diberlakukan untuk seluruh wilayah Indonesia. Pasal 1

ayat (1) menegaskan adanya keharusan pengawasan

terhadap pelaksanaan pemikahan, talak dan rujuk dari
Pegawai Pencatat Nikah.^o^

pengawasan Pegawai Pencatatan

melanggar dan karena itu dikenakan hukuman.^os Namun

tanpa

Nikah dianggap

dimaksudkan pada ayat (2) pasal 1 atau wakilnya, dihukum denda

sebanyak-banyaknya Rp. 50 (lima puluh rupiah)". Pasal 4 berbunyi

:"Hal-hal yang boleh dihukum seperti pada pasal 3 dipandang

sebagai pelanggaran".

"Ancaman dengan denda sebagai tersebut pada ayat  1 dan 3 pasal 3

Undang-undang ini bermaksud supaya aturan administrasi ini

diperhatikan, akibatnya sekali-kali bukan, bahwa nikah, talak dan

rujuk itu menjadi batal karena pelanggaran". Demikian teks

penjelasannya.

Penjelasan pasal 1 ayat (1) : "Maksud pasal ini ialah agar nikah,

talak dan rujuk menurut agama Islam dicatat agar mendapatkan

kepastian hukum. Dalam Negara yang teratur segala hal-hal yang

bersangkut paut dengan penduduk harus dicatat, sebagai

kelahiran, pemikahan, kematian dan sebagainya. Lagi pula

perkawinan bergandengan rapat dengan waris-mal-waris sehingga

perkawinan perlu dicatat menjaga jangan sampai ada kekacauan .

209

207

Pasal 1 ayat (1) UU No. 22 Tahun 1945

dilakukan menurut agama Islam

diawasi oleg Pegawai Pencatata

Menteri Agama atau oleh pegawai -

dan lujuk yang dilakukan men™

d.saw.a„k dan rujuk, diberi,ah*"

Pasal 3

y^ng

ayat (1) UU N

berbunyi ; "Nikah yang

selanjutnya disebut nikah,
n Nikah

yang diangkat olch

210

ditunjuk olehnya. Talak

3gama Islam, selanjutnya

kepada Pegawai Pencatatan208

o. 22 Tahun

yang melakukan akad niklh

tidak diba™?
1946 berbunyi ; "Barang siapa

^  nikah dengan seorang
pengawasan

pegawai yang
181

180



Kantor catatan Sipil sebagaimana dimaksud dalam

mengenaiperuiadang-undanganberbagai

hukummenurut
masing-masing

kepercayaannya itu". Kemudian dalam penjelasan pasal 2

ayat (1) ditegaskan bahwa tidak ada perkawinan di luar
hukum

danagamanya

agama, dam yang dimaksud hukum agama

pencatatan perkawinan.

(3) Dengan tidak mengurangi ketentuan-ketentuan

kl-iusus berlaku bagi tata cara pencatatanyang
termasuk ketentuan perundang-undang

Sedamgkan mengenai teknis pencatatan perkawinan

dan lembaga/instansi yang diberi kewenangan melakukan

tugas tersebut dijelaskan dalam Peratu

211

yang berlaku.an

RI
pemerintahran

perkawinan berdasarkan berbagai peraturan yang

berlaku, tata cara pencatatan perkawinan dilakukan

ditentukan dalam pasal 3 sampaisebagaimana

dengan 9 Peraturan Pemerintah ini.
No.9 Tahun 1975 pasal 2 dan 3 sebagai berikut:

Pasal 2

(1) Pencatatan perkawinan dari

Pasal 3

(1) Setiap orang yang akan

perkawinan memberitahukan kehendaknya itu

kepada Pegawai Pencatat di tempat perkawinan

akan terjadi.

(2) Pemberitahuan

melangsungkan

tersebut dalam ayat (1) dilakukan

elangsungkan perkawinaimya menurut agama
Islam,

yangmereka
m

dilakukan tatoleh

sebagaimana dimaksudkan dalam Undang-undang

No. 32 tahun 1954 tentang pencatatan Nikah, Talak

dan Rujuk.

(2) Pencatatan perkawinan

Pegawai penca

dari mereka yang

(sepuluh) hari kerja10
sekurang-kurangnya

sebelum perkawinan dilangsungkan.

(3) Pengecualianterhadap jangkawaktu

disebabkan sesuatu alasan yang penting,

Bupati Kepala

tersebut dalam

ayat (2)

diberikan oleh Camat atas nama

melangsungkan perkawinannya menurul agamanya

dan kepercayaannya itu selain agama islam,

dilakukan oleh Pegawai Pencatat Perkawinan pada

Daerah.

Pemberitahuan dilakukan secara

oleh calon mempelai, atau orang

PP No.9/1975). Hal-hal yang diberitahukan adalah masalah

agama/kepercayaan, pekerjaan, tempat

lisan atau tertulis

tua atau wakilnya (pasal 4

nama, umur.

211

Penjelasan selengkapnya sebagai berikut ● "n
pada pasal 2 ayat (1) ini, tidak ada n n ’

masing-masing agama dan kepercav^
Undang-undang Dasar 1945. itu, sesuai dengan

masing-masing agamanya dan ̂ k^ “^^^ksud dengan hukum
ketentuan perundang-undangan itu termasuk

agamanya dan kepercayaamrya i >>agi golongan

atau tidak ditentukan lain dalam uL «dak bertentangan
^rig-undang ini". 183182
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nikah sebagai bukti telah terjadi perkawinan, ayat (2)

dalam hal perkawinan tidak dapat dibuktikan dengan akta

nikah,

nikah) oleh Pengadilan Agama.

Ketentuan-ketentuan dari beberapa perundang-

undangan dan KHI tentang pencatatan perkawinan

tampak bahwa fungsi pencatatan perkawinan .

urusan administrasi, bukan merupakan syarat sab sebuah

perkawinan. Hanya UU No. 1 Tahun 1974 yang

menyetakan, bahwa peraturan perundang-undangan

termasuk unsur yang hams dipenuhi untuk sahnya akad

nikah.

maka dapat dilakukan itsbat nikah (penetapan

di atas

sekadar

kediaman calon mempelai dan nama istri atau suami

terdahulu bagi duda atau janda (pasal 5 PP. No. 9/1975).

Kemudian pegawai pencatat perkawinan memeriksa

kelengkapaia berkas perkawinan, dan setelah semua

persyaratan terpenuhi dan tidak ada halangan perkawinan,

bamlah PPN mengumumkan kehendak mempelai untuk

melakukan perkawinan (pasal 7-9 PP.No.9/1975). Tahap

berikutnya adalah dilangsungkaimya akad perkawinan,

dan penandatanganan akta perkawin dan denganan.

ditandatanganinya akta perkawinan, maka perkawinan

telah tercatat secara resmi (pasal 10-11 PP No.9/1975). Ada

hukuman denda bagi yang tidak memberikan

pemberitahuan kepada PPN akan kehendaknya untuk

menikah, atau melaksanakan perkawinan tidak di hadapan

PPN, karena ia dianggap melanggar, yaitu dengan denda

setinggi-tingginya Rp. 7.500 (tujuh ribu lima ratus

rupiah).
212

Di Negara-negara Muslim selain Indonesia

C.2.1. Malaysia

Di Malaysia, hukum keluarga [hukum perkawinan]

yang digunakan sebanyak negara bagian di Malaysia, dan

semuanya menghamskan adanya pendaftaran/pencatatan

perkawinan. Hanya dalam hal teknis pencatatannya saja

C.2.

Pencatatan perkawinan dalam Kompilasi Hukum

Islam di Indonesia dijelaskan pada pasal 5 sampai dengan
7. Pada

pasal 5 ayat (1) disebutkan bahwa tujuan ; "Perkahwinan selepas tarikh

bermastautin dalam negeri
pencatatan perkawinan adalah agar terjamin ketertiban

perkawinan bagi masyarakat Islam, dan Pasal 6 ayat [2]
menyatakan bahwa perkawinan yang tidak dalam

Misalnya, pasal 25 UU Pinang 1985

yang ditetapkan tiap-tiap orang yang

pulau Pinang dan perkahwinan tiap-tiap orang yang tinggal di luar

negeri tetapi bermastautin dalam negeri Pulau Pinang hendaklah

didaftarkan mengikut Enakmen ini". Selain pasal ini juga dapat

dilihat pada pasal 23 UU Serawak 1981, pasal 25 UU Negeri

Sembilan 1983, pasal 25 UU Selangor 1984, pasal 25 UU

Persekutuan 1984, pasal 23 UU Perak 1984, dan pasal 25 UU

Pahang 1987,

213

mempunyai kekuatan

hukum. Sedangkan pasal 7 ayat (1) membicarakan akta

pengawasan PPN dianggap tidak

212

PP. No. 9 Tahun 1975 pasal 45 ayat (1) 185

184
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diangkat oleh kedutaan atau Konsul Malaysia di negara

bersangkutan. Ketentuan ini misalnya terdapat pada pasal

22 ayat (1) UU Serawak, pasal 2.4 ayat (1) UU Kelantan,

pasal 22 ayat (1) UU Perak, dan lain-lain.^’^

Ketiga, orang Malaysia yang tinggal di luar negeri

dan melakukan perkawinan tidak di kedutaan/Konsul

Malaysia yang ada di negara bersangkutcin. Dalam hal ini,

pihak yang melakukan perkawinan, dalam masa enam

bulan setelah akad nikah, mendaftarkan kepada Pendaftar

yang diangkat oleh Kedutaan atau Konsul di tempat

terdekat.2i<= Kalau yang bersangkutan pulang ke Malaysia

yang sedikit ada perbedaan, yakni waktu dilakukamiya

pencatatan ada tiga. Namun pada prinsipnya sama, yakni

pencatatan perkawinan dilakukan setelah akad nikah

dilangsungkan. Pertama, bagi orang yang tinggal di negara

masing-masing, pencatatan perkawinan dilakukan segera

sesudah akad nikah, kecuali Kelantan yang menetapka

(tujuh) hari sesudah akad nikah, dan pelaksanaan

pencatatan tersebut disaksikan oleh wali, dua orang saksi

dan pendaftar.

Orang asli Malaysia yang melakukan perkawinan di

kedutaan Malaysia di luar negeri, proses perkawinannya

sama, perbedaannya berada pada petugas pendaftarnya

bukan petugas asli yang diangkat di Malaysia, tetapi

7

214

Misalnya teks pasal 24 ayat (1) UU Pinang menyatakan "Tertakluk

kepada subsyeksen (2), perkahwinan

mengikut hukum syara' oleh pendaftar yang dilantik di bawah

syeksen 28 (3) di Kedutaan, Suruhanjaya Tinggi, atau Pejabat

Konsul Malaysia di mana-mana negara yang telah tidak

memberitahu Kerajaan Malaysia tentang bentahannya terhadap

pengakadnikahan perkahwinan di kedutaan , Suruhanjaya Tinggi,

atau Pejabat Konsul itu".

Misalnya teks pasal 31 ayat (1) UU Pinang menyatakan ; "Jika

seseorang yang bermastautin dalam negeri Pulau Pinang telah

berkahwln di luar negeri dengan sah mengikut Hukum Syara,
didaftarkan di bawah seksyen

bulan setelah

boleh diakadnikahkan

bukannya satu perkahwinan yang

24

215

Misalnya pasal 22 ayat 1 UU Pinang menyatakan ● "Selcpas sahaja
akadnikah sesuatu perkahwinan dilakukan, Pendaftar hendaklah

mencatatkan butir-butir yang ditetapkan dan ta'liq yang ditctapkan

atau ta lain bagi perkahwinan itu di dalam daftar perkahwinan",

daripada Pendaftar, y!„g h " " ““"S
di

Itu
akadnikahkan", ayat 3 "Catat ● P'-^'-'^^hwinan

ditandatangani oleh Pendaftarilu T u kemudiannya
20 ayat (1,2, dan 3) UU Senw.lp' ^'^n^^kna misalnya pasal

Persekutuan, pasal i ayat (T,rdt;?fnn^ ''''
teks UU Kelantan menyatakan r, a Pmang. Berbeda dengan

tujuh hari selepas akad nikah

menjadi kewajiban pihak-pihak V ^ ̂  Perkahwinan maka adalah

orang-orang yang nreneaknH Perkahwinan itu termasuk

P»<la(.ar". Lihat fuga
him. 150. ^sution. Status Wnnita di Asw

214

216

, maka orang itu hendaklah, dalam masa

tarikh perkahwinan itu, hadir di hadapan Pendaftar perkahwinan,
Islam yang berhampiran sekali atau

untuk

enam

perceraian dan ruju' orang

yang terdapat dengan paling senang di luar negeri

mendaftar perkahwinan itu, dan perkahwinan itu setela
didaftarkan, hendaklah disifatkan sebagai didaftar di bawa

misalnya pasal 115 UU Kelantan,Enakmen ini". Pasal yang sama :

pasal 29 ayat (2) UU Serawak, dll.

187
186

A



H

sebelum habis

Malaysia.

C.2.2. Brunai Darussalam dan Singapura
masa enam bulan, boleh juga mendaftar di

Pemerintah Brunai mewajibkan adanya pencatatan

perkawinan dalam jangka waktu 7 hari setelah akad nikahBagi orang

Malaysia tidak
se

yang melakukan perkawinan di luar
dilaksanakan. Religious Council and Kadis Courts Chap 77,

pasal 143 ayat (1) menyatakan : "Dalam jangka waktu tujuh

hari setelah melakukan akad nikah para pihak diharuskan

melaporkan perkawinan tersebut, yang boleh jadi para

pasangan atau wall". Ayat (2), "Pencatat wajib memeriksa

apakah seluruh persyaratan perkawinan sudah terpenuhi

sebelum melakukan pencatatan". Pasal 180 menyatakan,

"Seorang yang seharusnya tetapi tidak melaporkan

perkawinan atau perceraian kepada pegawai pencatat

adalah satu pelanggaran yang dapat mengakibatkan
atau denda $200".

dihukum dengan hukuman penjara

suai dengan aturan yang ada adalah
n^elanggar hukum

Perbuatan

maksta™ enam ""88“

Petentuan pasal 33 P"d«a-duanya (anlara Iain
SemKu UU Sarawak, pasal 35 UU Negeri

-Wan, pasa, 35 UU Pahang, dll). Berbeda dan kelentuan

atas, Kelanlan dan Perak
permohonan

didaftarkan

dan dapat dikenakan

memperbolehkan mengajukan

P ndaftaran kepada hakim, kalau belum

sesuai dengan waktu
yang ditentukan (pasal 24

Dari leks-leks''“ ™

dapat dipahamibar™"'*™®’""''”®'’"
diposisikan seba ’ P®i‘‘eatatan perkawinan hanya

hubungannya denga administrasi, tidak ada

(perkawinan). p)gj^ *^®rituan sah tidaknya akad nikah

Perundang^m/^™‘'“" berbeda,

kemungkinan Status g Mdonesia masih ada

®yarat administrasi bahk Perkawinan tidak sekedar

perkawinan bisa dipah P^^^^'Pasal tentang pencatatan

satu syerat sah sebuah

"yat(4)UUKeia^t

i (utuh/keseluruhan)

perkawinan

Demikian juga Singapura mengharuskan pencatatan

perkawinan, perceraian dan rujuk (AMLA pasal 102), dan

bagi yang melanggar mendapatkan hukuman, baik para

pihak maupun pegawai pencatat perkawinan (AMLA pasal
218

130).

C.2.3. Syiria

Kalau dicermati, dalam UU No. 34 tahun 1975 pasal

menarik terkait dengan
40 ayat (1) didapati sesuatu yang

pencatatan perkawinan, bahwa formulir perkawinan harus.

Tahir Mahmood, Family Law Rcfonn..., him. 207.

Khoirudin Nasution, Status Wanita di Asia Tenggara..., him. 15

217

218

188 189
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sebagai upaya pemerintah memberikan efek jera pelaku

(yang mengakibatkan kehamilan di luarperzinaan

disampaikan kepada Pegawai Pencatat Perkawinan,

salah satu lampiran yang hams ada adalah keterang

dokter, bahwa yang bersangkutan tidak mengidap

penyakit menularP’^ Disamping itu ada kelentuan bahwa

pemikahan hams dilakukan di pengadilan, meskipun

yang

an

perkawinan yang sah), meskipun perempuan yang dizinai

itu kemudian menjadi istrinya. Disamping itu secara

psikologis akan tertanam pada diri remaja, jiwa yang taat

peraturan dengan tidak menyepelekan persoalan
masih ada kemungkinan melaksanakan perkawinan di

luar pengadilan, yakni : (a) apabila seluruh persyaratan

telah dipenuhi, atau (b) terhadap perkawinan orang hamil

perzinaan.

C.2.4. Yordania

Pasal 17 ayat (a dan b) UU No. 61 Tahun 1976

menghamskan adanya pencatatan perkawinan, dan bagi

yang melanggar, baik bagi mempelai maupun pegawai

pencatat nikah, akan mendapatkan hukuman. Pasal 17 ayat

(a) menyatakan ; "Mempelai laki-laki hams memohon

kepada hakim atau wakilnya untuk mengadakan akad

nikah, (b) Akad nikah hams dilakukan Pegawai Nikah

yang bertanggung jawab kepada hakim sesuai dengan

catatan (dokumen) resmi. Hakim mungkin mengambil alih

tugas ini untuk kasus-kasus tertentu dan dengan izin ketua

Pengadilan".
221

atau yang sudah melahirkan anak, dengan konsekuensi ada

kemungkinan dikenakan hukuman.220 Dengan demikian,

meskipun pemikahan di luar pengadilan masih dapat

dilegalisasi, pihak yang bersangkutan bisa dikenakan

hukuman pidana. Pemberian hukuman ini bisa dipahami

219
Bunyi pasal 40 ayat (1), "Formulir perkawinan hams diserahkan

kepada hakim yang berwenang, yang memuat (1) identitas diri

mempelai, (2) akta lahir, (3) keterangan dokter

bersangkutan tidak mengidap penyakit menular,

boleh nikah bagi anggota militer, (5) persetujuar

untuk orang luar Syiria". Lihat J.N.D. Anderson,
of Personal Status", dalam Bulletin i ~

bahwa

(4) surat izin

dari polkam

The Syrian Law

in The School of Oriental and

yang

African Studies, No. 17 (1955), him. 37.

Pasal 40 ayat (2) UU No. 34 Tahun 1975 menyatakan  ● "Perk
di luar pengadilan tidak mungkin dilakukan r ’ , ,

aw

prosedur yang ditetapkan telah dipenuhi kecualfT  ' '

anak l

inan

ahir atau hamil lebih dahulu sebNnm -i

perkawinan dapat diberikan tanpa haru sertifikat
tersebut, meskipun tidak menutun u "^emenuhi prosedur

hukuman pidana". Lihat Dawoud Sud dikenakan

Hinchditie, Islamic Marriage and Divor dan Doreen

Boston: Kluwer Law International, 1996),

220

C.2.5. Mesir

Egyptian Code of Organization and Procedure for Syari a

Courts of 1897 adalah UU Mesir tentang Organisasi dan

Prosedur Berperkara di Pengadilan tahun 1897, dimana

Lihat Tahir Mahmood, Personal Law..., him. 79-80.221

191190



Sedangkan Irak, disamping mengharuskan adanya

pencatatan perkawinan, juga mewajibkan melampirkan

surat keterangan dokter bahwa yang bersangkutan tidak

mengidap penyakit menular, sebagaimana UU Syiria. Pasal

10 UU Irak tahun 1984 menyebutkan : "Perkawinan (akad

nikah) hams dicatatkan pada pengadilan berwenang, yang

di dalamnya termasuk (1) identitas mempelai, jumlah

mahar, dan surat keterangan ada atau tidaknya hal yang

membatalkan perkawinan, (2) surat keterangan dokter,

membuktikan bahwa yang bersangkutan tidakyang

ketentuan tentang pencatatan perkawinan pertama kali

diatur dalam sebuah perandang-undangan. Ditegaskan

dalam UU ini, bahwa pemberitahuan satu perkawinan atau

perceraian hams dibuktikan dengan catatan (akta). Hanya

saja, pembuktian ini boleh (cukup) dengan oral yang
diketahui

secara umum oleh para pihak yang berperkara.

Ketentuan ini kemudian diperluas dalam perundang-

undangan tahun 1909-1910, dan diubah tahun 1913, dimana

pada pasal 101 disebutkan, perdebatan seputar perkawinan

dan perceraian yang diadukan salah satu pasangan atau mengidap penyakit menular”.
orang ketiga tidak akan ditanggapi kecuali ada bukti

meyakinkankebenarannya. Menurut peraturan tahun 1911,

pembuktian hams dengan catatan resmi pemerintah {official

document) atau tulisan tangan dan tanda

yang

tangan dari

224

C.2.7. Tunisia dan Al-Jazair

Tunisia menetapkan, perkawinan hanya dapat

dibuktikan dengan catatan resmi dari pemerintah {official

document). Dalam pasal 4 UU Trmisia No. 40 tahun 1957

dinyatakan; "Perkawinan sehamsnya dibuktikan dengan

catatan resmi. Perkawinan yang dilakukan di luar

pengadilan sehamsnya dibuktikan dengan cara yang

berlaku di Tunisia, yakni sesuai dengan peraturan tentang

akad nikah".

seorang yang sudah meninggal. Dalam

1931 lebih dipertegas lagi dengan kata-kata hams ada bukti

resmi (akta) dari pemerintah {official certificate).

peraturan tahun

222

C.2.6. Iran dan Irak

Iran menetapkan setiap perkawinan dan

hams dicatatkan. Seseorang yang melakukan

atau perceraian dan tidak dicatatkan ’

pencatat nikah, maka dianggap melakukan

terhadap peraturan perundang-undangan.223

perceraian

pernikahan

kepada petugas

pelanggaran
Tahir Mahmood, Personal Law..., him. 58

Lihat El-Alami dan Hincchliffe, Islamic Merriage and Divorce Lazos,

him. 240, J.N.D. Anderson, "The Tunisian Law of Personal Status

dalam International and Comparative Lazo Quarterly 7 (April, 1958),
him. 267.

224

225

222

Khoirudin Nasution, Status Wanita di Asia

Tahir Mahmood, Personal Lazo... h]j^ 215
^e«m«...,lilm. 153223

193
192
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Demikian juga pasal 5 UU Libya No. 10 Tahun 1984

menyatakan; "Perkawinan haras dibuktikan dengan catatan

resmi atau ketetapan pengadilan". Namun tidak dijelaskan

status pencatatan perkawinan dan akibat hukum

perkawinan yang tidak dicatatkan.^^®

Dari data di atas, dapat disimpulkair bahwa secara

perundang-undangan perkawinan muslim

kontemporer di beberapa negara mengharaskan pencatatan

perkawinan, kecuali Al-Jazair yang hanya menyatakan

bahwa nikah boleh dilakukan setelah mendapat

pengesahan dari pegawai berwenang, tidak menjelaskan

aturan pencatatan perkawinan. Namun mereka berbeda

mengenai rincian keharasan pencatatan perkawinan

tersebut. Jika dikelompokkan, mereka terkelompok

menjadi tiga yaitu ;

1. Kelompok negara yang menetapkan pencatatan

sebagai satu kewajiban, dan pHaak yang melanggar

mendapat hukuman, atau perkawinannya tidak

memiliki kekuatan hukum. Negara-negara yang

masuk dalam kelompok ini antara lain : Brunai,

Singapura, Mesir, Iran, Irak, Yordania, dan Tunisia.

umum

Sedangkan Al-Jazair hanya menetapkan bahwa

akad nikah boleh dilakukan setelala mendapat pengesahan

dari pegawai berwenang. Dalam perundang-undangan Al-

Jazair tidak ditemukan penjelasan tentairg status

pencatatan perkawinan. Pasal 18 UU Al-Jazair No 84-11

Tahun 1984 menyatakan ; "Akad nikah dilakukan setelah

mendapat pengesahan dari pegawai yang berwenang

sesuai dengan pasal 9 UU ini".226

C.2.8. Maroko dan Libya

Maroko mengharaskan adanya

perkawinan, bahkan menyaratkan tanda

notaris untuk absahnya pencatatan perkawinan.

UU Maroko tidak menjelaskan status perkawinan

pencatatan dan ancaman bagi orang yang tidak melakukan

pencatatan perkawinan.

pencatatan

tangan dua

Namun

tanpa

227

Tahir Mahmood, Personnl Law..., him. 21

The Code of Personal Status Tahun 1957158
(dokumen) perkawinan harus

yang meliputi nama mempelai,

orang tua, nama wali dan bahwa
melakukan akad nikah, (2) semua

yang meliputi tanggal dnn .

pemberitahuan oleh mempelai dan ● nikah,
id

pasal 42 ayat (6), "Catatan

memuat: (i) identitas mempel

'«^ur, tempat tinggal (domisili),
mereka memenuhi

ai.

syarat
yang dibutuhkan untuk

unsur
akad nikah.

entitas lengkap mempelai wanita mahar, (3)

masih perawan atau janda, anak yati meliputi apakah dia

kalauyatimapakahsudahmempunyar bapak,
janda apakah akibat perceraian atau kalau
dan apakah masa 'iddah sudah habi. ^‘‘inggal mati

''^^‘aubelum,(4)sertrnkat

su
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nomor seri dari pegawai yang berwenang, (5) jumlah mahar dan

tentang pembayaran tunai atau kredit, dan (6) tanda tangan dua

notaries yang sudah diakui hakim”. El Alami dan Hinchcliffe,

Islamic Marriage and Divorce Lnzvs, him. 206.

El-Alami dan Hincchliffe, Islamic Ma'riage and Divorce Lazos, him.
182.
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syuhr) kepada masyarakkat tentang adanya perkawinan.

Tujuan pencatatan tersebut adalah untuk membedakan

antara perkawinan yang halal dan yang tidak. Adapun

dasar penetapan tersebut adalah sabda nabi {a'linu al-nikdh

laiu hi al-dajf), dan asar Abu Bakar As-Siddiqd^^ Menurut

Zahrah, pertanyaannya adalah apakah dengan dua saksi

sudah cukup mewakiilii pengumuman, yang berarti tidak

perlu adanya pengumuman klausus, bahkan bagaimana

diperintahkan untuk

dirahasiakan. Terhadap pertanyaan ini, menurut Zahrah

muncul tiga jawaban. Pertama dari Abu Hanifah, yang

berpendapat, fungsi saksi itu sendiri adalah pengumuman.

Karena itu, kalau sudah disaksikan tidak perlu lagi adanya

pengumuman kluisus. Dasamya adalah sabda Nabi yang

menyuruh agar perkawinan disaksikan oleh saksi-saksi.

Kehadiran saksi waktu melaksemakan akad nikah, menurut

iva

kalau persaksian tersebut

Kelompok negara yaiag menjadikan pencatatan

sebagai syarat administrasi, namun

menegaskan status dan akibat hukum perkawinan

yang tidak dicatatkan. Antara lain negara Maroko,

Libya, dan Lebanon.

Negara yang masih mengakui perkawinan yang
tidak

tidak

dicatatkan meskipun

2.

3.

pencatatan perkawinan. Hanya Syiria negara yang

masuk ripologi ketiga ini.

mengharuskan

D.
Pandangan Ulama tentang Pencatatan Akad
Perkawinan

Ada perbedaan pandangan dari

mengenai status hukum

Perbedaan

para ulama

pencatatan perkawinan.

dua, pertama,

an dengan konsep

yang berfungsi sebagai pengumuman dan

snn dalam Icitab-kitab konvensional, dan yang

yang tertera dalam

mi bisa dipilah menjadi

pencatatan perkawinan

pencatatan perkawinan ketika dikaitk
saksi nikah

Abu Hanifah, sudah cukup mewakili pengumuman,

diminta dirahasiakan, sebab.bahkan meskipun

menurubaya tidak ada lagi rahasia kalau sudah ada empat
nikah

kedua.

perundang-undangan keluarga,
perkawinan termasuk;

persyaratan administr

beberapapendapat tersebut:

Diklaim oleh Abu “

setiap waktu setuju, bahwa

saksi dalam perkawinan

Zahrah

orang.

Kedua pendapat terkenal dari Malik, bahwa yang

menjadi syarat mutlak salmya perkawinan adalah adanya

pengumuman (i'lan). Keberadan saksi hanya syarat

pelengkap. Maka perkawinan yang ada saksi tetapi tidak

apakah pencatatan

^yarat sah nikah atau hanya sebagai
Berikut kami

asi.
sampaikan

,
semua ulama' fiqih di

^Nan akhir dari keberadaan
adalah

Pengum

Muhammad Abu Zahrah, Muhddharat fi 'Aqd nl-Zaivdj wa Atsdruhu

(ttp: Dar al-Fikr al-'Arabiyah, t.t.), him. 91
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i

pemberitahuan (ilan). Maka menurut kelompok ini, usaha

merahasiakan tidak lagi berpengaruh.

Kelompok kedua berpendapat, adanya usaha

merahasiakan sama artinya dengan meniadakan saksi.

Sebab salah satu tujuan persaksian, adalah pemberitahuan.

Pemberitahuan ini bertujuan untuk menjamin hak-hak para

pihak, menghilangkan keraguan dan untuk membedakan

yang halal dan yang haram, seperti dijelaskan dalam hadis
'untuk

ll

ada
pengumuman adalah perkawinan tidak

memenuhi syarat. Ketiga, pengumuman menjadi syarat

sahnya akad perkawinan. Tanpa saksi

tetap sah. Sebab pengumumanlah

untuk mengetahui perkawinan yang sala dengan yang tidak

sah. Pendapat ketiga ini oleh Zahrah tidak disebutkan siapa

tokoh yang berpendapat seperti itu.^so

yang

pun perkawinan

yang menjadi sarana

Perkawinan tanpa saksi,

konvensional selalu dikaitkan dengan nikah sirri. Menurut

Mahmud Syaltut, perkawinan sirri adalah salah satu

bentuk perkawinan jenis lama

oleh para ulaina

yang sudah dijelaskan

j

membedakan perkawinan yang haram dari yang halal

231 Maka persaksian yangadalah dengan rebana dan suara .

bertujuan untuk informasi, dan persaksian saperti ini yemg
sekali tidak ada

diakuidefinisi dan disebutkan hukumnya oleh para fukaha'.

Syaltut mengklaim, fukaha' traadisionsl

bahwa perkawinan sirri adalah nikah
sudah sepakat

yang dilakukan dua

, adalah persaksian yang

permintaan untuk dirahasiakan.

Kemudian ditambah oleh Syaltut, perkawman yang

sama

pihak tanpa ada saksi, tanpa

penulisan dalam buku resmi, dan

dalam kondisi status perkawinan

pe dilakukan dengan jalan terpaksa, ada rasa khawatir

diketahui keluarga, sahabat maupun masyarakat, termasuk

perkawinan yang tidak sesuai dengan Syariat. Perkawinan

seperti ini tidak akan membentuk keluarga yang baik, tidak
dan tidak dapatdapat meneruskan keturunan,

ngumuman dan tanpa

pasangan tetap hidup

yang disembunyikan.

Adapun hukumnya, sesuai dengan kesepakatan
adalah haram untuk jenis perkawi

fukaha,

man yang tidak ada saksi.

tetapi ada usaha untuk
menciptakan hubungan baik sesama manusia. Sebaliknya,

perkawinan yang sesuai dengan syariat adalah perkawinan

yairg dapat melalairkan ketentraman {maivaddah, sakinah,

Sedang perkawinan yang ada saksi

merahasiakan, hukumnya masih diperdebatkan. Satu
kelompok mengatakan, dengan adanv^ i ■

^  ̂ “uanya saksi sama artinya
dengan tidak ada lagi unsur rahasia
saksi tersebut, sudah sama

Sebab keberadaan

^^hnya dengan adanya
At-Tirmidzi, Sumn at-Tirmidzi, "Kitab al-Nikah", hadits No. 1008.

Lihat juga Ibnu Majah, Sunnn Ibnu Majah, "Kitab al-Nikah", hadits

No. 1886.
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Muhammad Abu Zahrah, Muhnd}

him. 91-92. 199
198



B

para pihak dalam perkawinan, yakni hak-hak pihak

istri dan anak-anak atau ketumnan, seperti

pemeliharaan dan warisan. Pencatatan ini sebagai usaha

mengantisipasi semakin menipisnya iman orang muslim.

Sebab, menurut Syaltut, salah satu akibat menipisnya iman

muslim adalah semakin banyak terjadi pengingkaran-

pengingkaran janji yang mengakibatkan dalih untuk lari

dari kewajiban. Karena ukuran iman itu adalah sesuatu

yang tersembunyi, salah satu jalan keluar sebagai usaha

preventif agar orang tidak lari dari tanggung jawab adalah

dengan membuat bukti tertulis.

Dengan mengutip Malikiyyah, Wahbah Az-Zuhaili

mendefinisikan laikah sirri sebagai nikah yang oleh

mempelai laki-laki (suami) diminta kepada para saksi

untuk merahasiakan, baik kepada keluarga (istri), saksi

maupun kepada masyarakat.

Muhammad Quraish Shihab mencatat, semua

ulama sepakat tentang larangan merahasiakan perkawinan,

berdasarkan perintah Nabi untuk menyebarluaskan berita

perkawinan. Adapun perkawinan di Indonesia yang tidak

dicatatkan kepada pihak yang berwenang (pegawai

dapat mengakibatkan dosa bagi

suarm

atau

232
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Pencatat Nikah)

dan rahmah), dapat meneruskan keturunan, dan dapat

menciptakan hubungan baik sesama manusia. Dengan

adanya menyembunyikan, meskipun dalam akad nikah

ada saksi, keberadaan saksi hanya sekedar sebagai

pelengkap rukun perkawinan, yang berarti belum sampai

pada tujuan atau fungsi saksi, yakni sebagai

penyebar informasi kepada masyarakat agar tidak terjadi

fitnah dan keragu-raguan. Dengan demikian, Syaltut lebih
menekankan

sarana

pada fungsi sak
menyebarluaskan informasi

te

si, yakni untuk

ntang perkawinan kepada

masyarakat daripada sekedar kehadirannya pada akad

mkah, tetapi bukan berarti boleh

Ketika
akad nikah tanpa saksi.

menjelaskan perkawinan sirri, Syaltut juga

n^enggunakan term perkawinan

dua jenis. Pertama,

buku resmi

urf, yang menurutnya ada

perkawinan yang dicatatkan dalam

tetapi ada usaha untuk merahasiakan. Jenis ini

dengan perkawinan sirri. Kedua,

yang dituliskan dalam buku resmi dan tidak

utup nutupi, perkawinan seperti inilah yang
perkawinan 'urf

adalah perkawinan

menurutnya

pemikahan

ada usaha

mumi

sama

Perkawinan 'urf menurut Syaltut,

yang setelah memenuhi syarat- syarat

yang telah ditetapkan para fukaha

eatatan dalam buku resmi. Jenis

dan
rukun-rukun

ddengkapi deng
perkawinan

a

urf ke

Lihat Mahmud Syaltut, al-Fataiva: Dirasah Musykilat al-Muslim al-

Mu'nshirfi Hayatihi al-Yamniyyah al-’Ammah (ttp; Dar al-Qalam, t.t.),
him. 268-271.

Wahbah al-Zuhaili, al-Fiqh al-Islami wa Adillatuhu (Damaskus; Dar

al-Fikr, 1989), Juz VII, him. 71.
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n

dua inilah

Adapun tujuan
Syaltut, adalah untuk

yang sah.

pencatatan perkawinan, menurut

uaemelihara hak-hak dan kewajiban
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ITokoh yang mendukung pendapat ini di Indonesia antara

lain Soenarto Soerodibroto. Tokoh lain dari Mesir yang

berpendapat senada antara lain Alamad Safwat.

Ada beberapa alasan berdasarkan

perundang-undangan di Indonesia, antara lain ; pertama,

jiwa dan hakikat Undang-undang Perkawinan dan

Peraturan Pelaksanaan UUP menghendaki demikian,

didukung adanya praktek hukum dari badan-badan publik

(pemerintah). Kedua, akta perkawinan adalah satn-satunya

bukti dari suatu perkawinan (psl 100 KUHP dan psl. 34

Peraturan Perkawinan Kristen Indonesia, Jawa, Minahasa

dan Ambon). Karena itu, pasal 2 ayat 1 dan 2 UU No. 1

Tahun 1974 tentang perkawinan hams dipahami sebagai

satu kesatuan antara ayat satu dan dua. Artinya

perkawinan yang telah memenuhi syarat keagamaan dan

kepercayaan itu hams disusul dengan pendaftaran atau

pencatatan.

aturan

pelakunya, karena melanggar ketentuan yang ditetapkan

oleh pemerintah. Dasamya ayat Al-Quran yang

memerintahkan untuk mematuhi (taat) kepada pemerintah

selama tidak bertentangan dengan hukum-hukum Allah.

Sementara perintah pencatatan perkawi

tidak bertentangan, tetapi sejalan dengan semangat Al-

Quran.^3^

bukan hanyanan

Terhadap ketentuan pencatatan perkawinan yang

tercantum dalam pemndang-undangan di beberapa negara

Islam di dunia, para ulama (cendekiawan) berbeda

pendapat mengenai apakah pencatatan perkawinan sebagai

syarat sah nikah atau hanya sebagai syarat administrasi.

Kelompok cendekiawan yang menyatakan bahn

pencatatan perkawinan sebagai syarat sah perkawinan

adalah para sarjana dan ahli hukum yang selama im

tunduk dan melaksanakan perkawinan berdasarkan

hukum perdata dan ordonansi. Di Indonesia, misalny^'i/

berdasarkan pasal 100 hukum perdata BW dinyatakan

bahwa hanya dengan adanya akta perkawinan, dapat

dibuktikan sahnya suatu perkawinan. Perkawinan

dianggap sah sejak perkawinan tersebut dicatat oleh

pegawaiyangberwenang, bukan sejak adanya ijab-qabul.

/a

Ketiga, pemahaman terhadap pasal 2 UU

Perkawinan hams dikaitkan dengan pasal lain dalam UU

tentang pencegahan dan pembatalanyang sama

perkawinan (psl 13-28). Maksudnya, pencegahan dan

pembatalan perkawinan itu hanya akan terjadi jika

perkawinan dijalankan melalui prosedur (tata cara

pendaftaran dan pencatatan) berdasarkan PP No. 9 tahun

1975. Seandainya perkawinan bisa sah tanpa pencatatan.234

M. Quraish Shihab, mirnsan al-Qur'nn: Tnfsir Mniudlu'i atas Pelb^S^'

Persoakn Umat (Bandung: Mizan, 1996), him 204

Mmlah Peinksamannya Ditinjnu

t  ̂ P^rbi, Alumni, 198li him. W-

maka hampir bisa dipastikan bab mengenai pencegahan
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I

dan pembatalan perkawinan tidak berlaku. Sekiranya

-catatan perkawinan tidak dianggap sebagai syarat sah

perkawinan/ maka harapan undang-undang mengenai

pengawasan poligami, pencegahan perkawinan di bawah
tidak dapat dicapai.

pen

urnum

dapat diganti, yakni dengan pencatatan perkawinan secara

formal {ojficial registration) Dengan demikian, menurut

Safwat, pencatatan perkawinan sebagai ganti kehadiran

saksi, sebuah rukun yang hams dipenuhi untuk sahnya

akad nikah.

Adapun pendapat kedua menyatakan bahwa

pencatatan perkawinan hanya sebagai syarat administrasi.

Sahnya perkawinan dimulai sejak adanya ijab-qabul.

Pendapat ini dipegangi oleh kaum muslim pada umumnya

dan para ahli hukum. Argumen kelompok ini sekaligus

membantah pendapat kelompok pertama. Argumen

pertama, bahwa Pegawai Pencatat Nikah hanya bertugas

sebagai pengawas dan mencatat terjadinya perkawinan

sebagaimana disebutkan dalam UU No. 22 Tahun 1946 dan

UU No 32 tahun 1965. Kedua, bahwa pasal 2 ayat (1) UUP

lepas dari ayat (2). Bahkan penjelasan pasal 2 menyatakan

".. tidak ada perkawinan di luar hukum masing-masing

agamanya dan kepercayaannya itu, sesuai dengan UUD

1945". Disamping itu terdapat pasal yang menyatakan

bahwa pelanggaran terhadap pencatatan perkawinan tidak

menjadikan tidak salinya perkawinan (psl. 3, 10 ayat (3)

dan 40). Argumen ketiga, bahwa UU No 22 tahun 1946 dan

Keempat, ketentuan pasal 10 ayat (3) PP No.9 tahun

1975 yang menegaskan bahwa perkawinan dilaksanakan di

hadapan pegawai pencatat dan dihadiri oleh dua orang

saksi, mendukung pendapat yang menghendaki substansi

(hakikat) UU No.l tahun 1974, bukan hanya prosedur

(administrasi). Karena itu penafsi

pencatatan perkawinan adalah sebagai

perkawinan.
Ahmad

mengenai status

syarat sah

ran

236

Safwat, seorang

mengharuskan pencatatan perkawinan

pemikiran, bahwa ada hukum yang mewajibkan perilaku

tertentu, dan mestinya hukum ini tidak berubah kecuali

sarjana Mesir

berdasarkan

hanya dengan perubahan tersebut tujuan hukum dapat

dicapai dengan tepatguna (efisien). Artinya, kalau ada cara

yang lebih efisien untuk mencapai tujua

lebih diutamakan. Kehadiran saksi

Safwat, bertujuan sebagai

masyarakat urnum. Kalau ada

lebih memuaskan untuk mencapai tujuan tersebut, cara ini

n, cara itulah yang

menurut Ahmad

pengumuman kepada
cara yang lebih baik atau

Ahmad Safwat, "Qa'idat Islah Qanun al-Ahwal al-Syahshiyah",

Makalah pada Pertemuan bar Assiciation di Alexandria, Mesir, 5

Oktober 1917, him. 20-30, sebagaimana dikutip Khoirudin Nasution
dari Farhat J. Ziadeh. Lihat Khoirudin Nasution, Status Wanita di

Asia Tenggara,.. him. 162-163.

237

236

Lihat Khoirudin Nasution, Status Wanita
159-160. di Asia Tenggara..., him.
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ukuran sah dan tidaknya sebuah perkawinan. Hal ini

menurutnya sesuai dengan isi pasal 2 dan pasal 51 ayat (3)

undang - undang perkawinan. Di mana pada pasal 51 ayat

(3) disebutkan, bahwa seorang wall hams menghormati

dan kepercayaan sang anak yang ada di bawah

241 Sebagai tambahan infonnasi, Wash

agama

perwaliannya.

UU No. 32 tahun 1954 masih

sekarang, karena tidak pernah dicabut dengan adanya
UUP_238

tetap berlaku sampai

Tokoh yang memegangi pendapat ini antara lain

K.H. Hasbullah Bakry yang menulis sebagai bantahan

terhadap pendapat Soenarto Soerodibroto, bahwa arti

"dan" dalam pasal 2 ayat (1) UUP tidak berarti komulatif

tetapi alternatif. Sebagai tambahaiy bahwa dengan

Aulawi menjelaskan, melihat sejarah proses pembentukan

konsep awal UPP menjadikan pencatatan sebagai

tetapi karena tidak disetujui fraksi Partai

akhimya hanya menjadi syarat administrasi.

UUP ,

syarat syah.

Persatuan,penggunaan penafsiran logis, sosiologis dan historis, tata

cara perkawinan Islam (misalnya) setelah selesai akad Ketika memberikan komentar tentang bentuk pembaman

nikah menumtt fiqih Islam, tanpa tata cara adat pun

pemikahannya sudah sah tanpa ragu.^s’

analog! ini secara implisit adalah, bahwa nikah secara

Islam meskipun tidak dicatatkkan perkawinannya berarti

sah.

Karena itu, dari
terhadap Undang- Undang No.l Tahun 1974, Tahir

Mahmud tidak mencantumkan adanya

mencatatakan perkawinan sebagai syarat sah perkawinan.

Menurut analisis Mahmood, pencatatan perkawinan bukan

mempakan syarat salmya perkawinan, melainkan hanya

syarat administrasi.

Dari beberapa pandangan para ulama di atas dapat

disimpulkan bahwa

perkawinan, para pemikir konvensional secara umum

menekankan kehamsan adanya saksi (kehadiran saksi)

dalam akad perkawinan, hanya Imam Malik yang

menekankan pada fungsi saksi sebagai sarana

kehamsan

dalam membahas pencatatan

Menumt K. Watjik Soleh, perbuatan pencatatan itu

tetapitidaklah menentukan sahnya

menyatakan bahwa perishwa perkawinan itu inemang ada

dan terjadi. Maka keberadaaimya hanya bersifat

administatif semata.^^o Dengan mengutip Sardjono, Asnain

mencatat, syarat dan rukun agamalah

perkawinan.

menjadiyang

238

Khoirudin Nasution, Status Wnnita di Asia Tenggarn, him. 160-161-

Sebagaimana dikutip Saidus Syahar dari Harian Kompas, tangg
29 Oktober 1975, Undang-undnng dan Masalah Pelaksanaannya, him-

Indonesia (Jakarta; balai Aksara/

al

Watjik Saleh, Hukum Perkawinan
1987), hlm

239

Asmin, Status Perkawinan antar Agama: Ditinjau dari Undang-undang
Perkawinan No.l /1974 (Jakarta; Dianrakyat, 1986), him. 67.
Tahir Mahmood, Personal Law.., him. 210.
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pengumuman. Sedangkari

tampaknya terinspirasi pendapat Imam Malik
mencoba

pemikir kon

menggabungkan keharusan ad

temporer

itu dan

BAB IV

PENCATATAN PERKAWINAN; SEBUAH
ANALISIS

anya saksi yang

berfungsi sebagai

terjadinya perkawinan. Tuj
dikontekskan

saran pengumuman dan buktia

dan fungsi saksi inilah yang

pemikir kontemporer dalam bentuk

pencatatan, tidak cukup hanya saksi oral, seperti tuntutan

asa lalu. Dengan demikian, kontekstualisasi dari tuntutan

kehadiran saksi dalam akad

uan

nikahlah yang dijadikan dasar

Otoritas Ulil Amri dalam Membuat Regulasi

Pencatatan Perkawinan

A.

perundang-undangan di beberapa negara Islam yang
naengharuskan

oleh

Pencatatan
Istilah ulil amri merupakan kata majmuk, terdiri

dari dua kata, yakni kata "uli" dan kata "al-amr". Secara

bahasa, kata "uli" berarti yang empunya {dzu). Bentuk

jamaknya "ulu" untuk jenis jamak mudzakar dan "ulat"

untuk jenis jamak muannts.^^ Sedangkan kata "al-amr"

berarti perinteh atau suruhan. Dari akar kata "amr" ini

timbul beberapa bentuk kata "amir", "amirat" (adnairal),

"amirul mukminin", "imarah" (sifat keamiran atau

Dari makna kata di atas, ulil amri bisa

secara hukum memiliki

kewilayahan).

dipahami sebagai orang yang

. Lebih dari itu, para pembaru

urn Islam berusaha menjadikan pencatatan perkawinan

gai syarat sah perkawinan. Hanya saja upaya ini masih

y  naendapatkan tantangan terutama dari kaum
tradisionalis. Namun
dalam peraturan pencatatan perkawinan

P ̂ ndang-undangan telah berhasil mensejajarkan

Posisi perempuan dari laki

adanya akta nikah

hukum

-laki dalam keluarga, yakni

seorang istri bisa melakukan tindakan

terhadap suami

sebagai suami.

tidak memenuhiyang

kewenangan untuk memberikan perintah atau suruhan

244

hewajibannya

kepada orang lain.

Ahmad Warson Munawwir, Kamus al-Munawwir (Surabaya:

Pustaka Progresif, 1997), lilm. 49.

Ibn Mandzur, Lisnn al-'Arab, Juz IV (Beirut: Dar al-Fikr, t.t.), him.

26-30.

243

244

209

208



I

pengumuman. Sedangkan

tampaknya terinspirasi pendapat Imam Malik itu dan
mencoba

pemikir kontemporer

menggabungkan keharusan ada
BAB IV

PENCATATAN PERKAWINAN: SEBUAH
ANALISIS

nya saksi yang

berfungsi sebagai pengumuman dan buktisarana

terjadinya perkawinan. Tuj
dikontekskan

pemikir

dan fungsi saksi inilah yanguan

kontemporer dalam bentuk

pencatatan, tidak cukup hanya saksi oral, seperti tuntutan

a lalu. Dengan demikian, kontekstualisas

kehadiran saksi dalam akad
oleh

i dari tuntutan

nikahlah yang dijadikan dasar

perundang

Otoritas Ulil Amri dalam Membuat Regulasi

Pencatatan Perkawinan

A.

-undangan di beberapa negara Islam yang
inengharuskan

pencatatan
Istilah ulil amri merupakan kata majmuk, terdiri

dari dua kata, yakni kata "uli" dan kata "al-amr'  . Secara

bahasa, kata "uli" berarti yang empunya {dzu). Bentuk

. Lebih dari itu, para pembaru

seb berusaha menjadikan pencatatan perkawinan

gai syarat sah perkawinan. Hanya saja upaya ini masih

anya mendapatkan tantangan terutama dari kaum
tradisionalis. Namun
dalam peraturan pencatatan perkawinan

P ^ridang

jamaknya "ulu" untuk jenis jamak mudzakar dan ulat

Sedangkan kata "al-amr"
243

untuk jenis jamak muamits.

berarti perintcih atau suruhan. Dari akar kata "amr" ini
amirat" (admiral).timbul beberapa bentuk kata ' amir ,-undangan telah berhasil mensejajarkan

Perempuan dari laki-laki

adanya akta nikah

bukum

posisi

dalam keluarga, yakni

seorang istri bisa melakukan tindakan

terhadap

"amirul mukminin", "imarah

kewilayahan).

dipahami sebagai orang yang

kewenangan untuk memberikan perintah atau suruhcm

(sifat keamiran atau

Dari makna kata di atas, ulil amri bisa

hukum memiliki

244

secarasuami

fewajibannya sebagai suami.

tidak memenuhiyang

kepada orang lain.

Munawwir, Kamiis al-Munazowir (Surabaya;Ahmad

Pustaka Progresif, 1997), him. 49.

Ibn Mandzur, Lisan nl-'Arab, Juz IV (Beirut: Dar al-Fikr, t.t.), him.
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Allah berarti melaksanakan semua perintah dan menjauhi

segala larangan

menaati yang

dilarangnya. Yang dimaksud dengan ulil amri adalah para

pemimpin {al-nimmah), para penguasa (al-salathin), para

hakim {al-qudlat), dan setiap orang yang memiliki

kekuasaan yang dibenarkan secara syar'i. Yang dimaksud

taat kepada ulil

diperintahkan dan meninggalkan apa yang dicegah selama

perintah atau larangan itu bukan perbuatan maksiat

kepada Allah. Tiada ketaatan kepada makhluk dalam

berbuat maksiat kepada Allah, sebagaimana yang

{Id thd'ata li makhluq fx

Allah, taat kepada rasulullah berarti

diperintahklan dan mencegah yang

amri adalah mentaati apa yang

ditetapkan oleh Rasulullah

Pengertian di atas semakna dengan pengertian dari

wali al-amr. Kata "wali" dalam bahasa Indonesia biasa

dipahami sebagai orang yang menurut hukum memiliki

kewajiban untuk mengurus anak yatim serta harta anak

tersebut, pengasuh pengantin perempuan ketika menikah-

Kata wall (isim fa'il) terambil dari kata "waliya" atau "wain

yang mempunyai beberapa arti, yakni ; dekat deng^i''

{wala), penolong, pelindung, pecinta {al-walhj j. wlhjd')'a

pemelihara atau penguasa {al-wdli j. wulnt).

Terhadap konsep ulil amri dalam al-Qur'an, p3^^

berbeda-beda-

245

ulama memberikan pemaknaan yang

Menurut Imam Syaukani, yang dimaksud ulil amri pa
da

'shiyat Allah, kamd tsabata zdlik 'an rasulilldh)

Masih menurut Syaukani, Jabir bin Abdillah dan

saw

maan
QS. An-Nisa' ayat 59, maka beliau mengaitkannya deng

ayat sebelumnya (ayat 58), bahwa ketika

memerintahkan kepada para hakim (qudlat) dan pengu

agar memberikan putusan yang benar (adil) -

memutuskan perkara,^'*^ maka Allah juga memei-

manusia agar mentaati mereka (ulil amri).

keti

●intahk

Taat kepa247

Mujahid berkata, ulil amri adalah ahl al-Qur'an dan ahli

ilmu. Pendapat ini juga dipegangi oleh Malik dan Dlahhak.
Ibnu Kisan berkata, ulil amri adalali orang yang memiliki

akal dan pendapat (pemikiran), dan pendapat yang paling

kuat dalihaya {rdjih) adalali pendapat pertama.

Adapun menurut Imam al-Razi dalam kitabnya

Mafatih al-Ghaib menyatakan bahwa pendapat yang paling

sahih, yang dimaksud dengem ulil amri adalah ulama.

248

l^‘^

^^^
da

A.W. Munawwir, Kamus nl-Mumwwir, him. 1582-1583.245
-,ib

(j-djT (jy lijj L^l o' (Ay'td A'

JjAILj

Sesungguhnya Allah menyuruh kamu menyampaikan
kepada yang berhak menerimanya, dan (menyuruh kamu)
menetapkan hukum di antara manusia supaya kamu menetap
dengan adil."

aam

taatilah Allah, taatilah"Hal orang-orang yang beriman,
Rasulullaah, dan ulil amri di antara kamu".

Imam as-Syaukani, Path al-Qadir, Juz 2, him. 166.

ath‘
Sumber :piP'' 248

Maktabah Syamilah.
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keputusan memiliki kekuatan mengikat bagi seluruh

wargaiiya. Memang orang-orang yang berilmu (ulama)

juga memiliki kewenangan memberikan putusan hukum

agama (yang bempa fatwa), namim fatwa tidak memiliki

kekuatan mengikat bagi siapa pun bahkan kepada para

peminta fatwa itu sendiri.^^^ Seorang peminta fatwa boleh

menjalankan fatwa atau sama sekali tidak menghiraukan

fatwa. Tentu berbeda dengan putusan pengadilan

(yudikatif) atau putusan pemerintah (ekskutif) yang jelas

memiliki kekuatan memaksa (mengikat) bagi para pihak

selama kebijakan itu membawa mashlahat bagi warga.

Ulil amri sebagai salah satu komponen pelaksana

kebijakan suatu komunitas, agar tugas mereka terlaksana

dengan baik diperlukan adanya wadah yang disebut

Negara. Berdirinya negara adalah suatu keharusan. Negara

tersebut dimaksudkan untuk mengayomi kehidupan umat,

melayani mereka serta menjaga kemaslahatan bersama.

Bagi kelompok Syi'ah, mendirikan suatu Negara

{imamah/khilafah) adalah salah satu rukun iman, dan ini

berbeda dengan pendapat kelompok suimi, yang

menganggap bahwa pendirian suatu negara hanyalali

kewajiban kifayah (fakultatif). Karena itu bagi surmi, tidak

dibiarkan kondisi umat Islam vacum dari kepemimpinan,

dan ini berbeda dengan pandangan Khawarij yang

bukan al-muluk (raja), sebab wajib bagi raja mentaah ulama,

bukan sebaliknya.2« Sedangkan menurut Al-Baidlawi, ulil

amri adalah paia pemimpin umat Islam (umara' al-

muslimin) pada masa Rasul maupun sesudah wafat

beliau.^^° Menurut Muliammad Abduh, ulil amri adalah ahl

al-syura (parlemen) dan ahl al-hall lua al-'nqd.^^'

Imam Abu Hasan al-Mawardi memahami kata "ulil

amri dengan dua predikat, yaitu pertama ulil amri adalah

para amir (umara') yang didasarkan pada pendapat Ibn
'Abbas ra, dan kedua, ulil amri adalah ulama yang

didasarkan pada pendapat Jabir bin Abdillah, Hasan dan
Atho’.252

Menurut hemat penulis, dari beberapa pendapat di

atas dapat dipahami bahwa ulil amri adalah umara', yakni

para pemimpin atau penguasa pemerintahan sampai para

pejabat yang memiliki otoritas tertentu untuk mengatur

warganya, baik dalam bidang keagamaan maupun bidang

keduniaan. Karena di tangan pemerintahlah sebuah

Abu Abdullah Muhammad bin Umar bin al-Husain bin al-Husain

(terkenal dengan Fakhruddin) al-Razi, Mafatih al-Ghnib ]uz 1, h. 457.
Sumber; Maktabah Syamilah.

Nashiruddin Abdullah bin Umar bi

Anzmr al-Tanzil wa Asrar al-Ta’iuil (terkenal deng
Juz 1, him. 466. Sumber ; maktabah Syamilah

Muhammad Abduh, Tafsir al-Qur'an al-Karim, Juz 111 (Mesir:
Maktabah Tijariyyah, t.t.), him. 11.

Abu Hasan al-Mawardi, Ahkdm
t.t.), him. 48.

Muhammad al-BaidlaWi,

Tafsir Baidlawi).an

^l-Sulthdniyah (Beirut: Dar al-FiH/

249

250

251

Ahmad Rofiq, Hukum Islam di Indonesia (Jakarta; Rajawali Press,

1995), him. 8.

253

252
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dizalimi
berbuat aniaya dan tidak ada prang yang

tidak mampu membela dirinya.yang
membolehkan komunitas umat muslim tanpa seorang

imam selama mereka sudah mampu mengatur dirinya

sendiri.^^"*

ir

3. Menciptakan pranata

dengan menjaga keamanan inasyarakat sehingga

manusia dapat hidup tenang dan bepergian dengan

takut mengalami penipuan

sosial yang mapan, yakni

dan
aman tanpa

rr

P'

Bagi kelompok sunni, keberadaan lembaga
dan

kekhalifahan {khilafah) berfungsi sebagai pengayom

penegak syari'ah dalam kehidupan nyata.

menurut al-Mawardp imamah dibentuk dalam rangka

tatanan

Adapun

meneruskan missi kenabian dan mengatur

ancaman atas diri dan hartanya.

4. Menjalankan hukum had/pidana sehingga larangan

Allah tidak ada yang melanggamya dan

hak-hak hamba-Nya agar tidak hilang

larangan

menjagakehidupan dunia. Karena itu, tugas dan fungsi lembaga

binasa.

5. Menjaga perbatasan negara dengan perangkat yang

memadai dan kekuatan yang dapat mempertahan-

sehingga musuh negara tidak dapat

Islam dan tidak menembus

tidak dapat mencelakakan

kalangan kafir mu'ahad (yang

kan negara

menyerang negara

pertahanannya serta

kaum muslim atau

khilafah adalah sebagai berikut:

1. Menjaga agama agar tetap berada di atas pokok

pokoknya yang konstan dan sesuai pemahaman

Islam. Jika
yang disepakati oleh generasi salaf umat

muncul pembuat bid'ah atau pembuat kesesatan,

maka ia berkewajiban menjelaskan hujjah kebenaiar*
benar

baginya dan menjelaskan pemahaman yang

kepadanya, serta menuntutnya sesuai dengan

hak dan aturan hukum yang ada, sehingga agarn-^

terjaga dari kerancuan dan pemahaman yang salal
bertikai

hak- diikat janjinya).

6. Berjihad melawan pihak yang

setelah disampaikan dakwali kepadanya hmgga la

masuk Islam atau masuk dalam jaminan Islam atau

dzimmah. Dengan demikian, usaha untuk

menjunjung tinggi agama

agama seluruhnya dapat diwujudkan.

menentang Islam

Alahh di atas agama-

2. Menjalankan hukum bagi pihak-pihak yang

pihak
dan memutuskan permusuhan antar ^ ^ ^
berselisih, sehingga keadilan dapat dirasakan o

berani
orang. Tidak ada orang zalim yangsemua

Ridwan, Paradigma Politik NU: Relasi Sunni-NU dnlnni ^jjvj
Politik (Yogyakarta: Kerjasama Pustaka Pelajar dengan

Purwokerto Press, 2004), him, 126,
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Jadi secara umum tugas dan fungsi lembaga

khilafah didasarkan pada dua hal, yakni terpeliharanya

pelaksanaan syari'ah dan terciptanya masyarakat yang adil.

Dalam konteks ini lembaga kekhalifahan disamping

menjalankan fungsinya sebagai penjaga syari'ah, ia juga

lembaga sosial dalam rangka mengatur masyarakat. Ketika

tugas dan kewajiban seorang khalifah / imam terpenuhi,

maka tidak ada alasan bagi rakyat untuk tidak taat dan

loyal kepadanya.^"'^

Sebagaimana dikutip oleh Sayuti Pulungan,

menurut al-Baqilani tugas ulil amri adalah untuk

menegakkan hukum yang telali ditetapkan, membela umat

dari gangguan musuh, melenyapkan penindasan dan

menghilangkan keresahan masyarakat, memeratakan

penghasilan negara bagi rakyat dan mengatur perjalanan

haji dengan baik dan melaksanakan syari'ah yang

dibebankan kepadanya. Al-Baghdadi berpendapat bahwa

pemerintahan didirikan bertujuan melaksanakan undang-

undang dan peraturan, melaksanakan hukuman bagi

pelanggar hukum, mengatur militer, mengelola pajak dan

mengurus lembaga perkawinan. Adapun

menyatakan bahwa lembaga pemerintah diadakan sebagai

al-Ghazali

7. Menarik fai'i dan memungut zakat sesuai dengan

ketentuan yang telah ditetapkan oleh syari at Islam

secara jelas dalam nash dan ijtihad.

8. Menentukan gaji dan besarnya 'a

dan pihak yang mempunyai bagian

tanpa berlebihan atau kekurangan, dan mem-

berikannya pada waktunya, tidak lebih dahulu daii

waktunya dan tidak pula menundanya hingga --

tha kepada rakyat

dari baitul mal.

lewat

m

m

pe

W

dari waktunya.

9. Mengangkat pejabat-pejabat yang terpercaya dai

mengangkat orang-orang yang kompeten untuk
manah dan

naembantunya dalam menunaikan a

dan mengatur hartawewenang yang ia pegang

yang berada di bawah wewenangnya, sehingg

tugas-tugas dapat dikerjakan dengan sempurna dc

harta negara terjaga dalam pengaturan orang o g

yang terpercaya.

10. Agar ia melakukan inspeksi sendiri atas pekerj

para pembantunya dan meneliti jalannya p

sehinggaia dapat melakukan kebijakan politik

Islam dengan baik dan menjaga negaia. Ia

holeh menyerahkan tugas ini kepada orang

karena sibuk menikmati kelezatan atau berib

karena orang yang terpercaya dapat saja mei

pengkhianat dan orang yang baik bisa saja ber

naenjadi penipu.
256

Imam al-Mawardi, Ahkam al-Sulthaniyyah, him. 15-16. Sebagaimana

dikutip juga oleh Dhiauddin Rais, Teori Politik Islam Qakarta. Gema

Insani Press, 2001), alih bahasa Abdul Hayyie al-Kattani, him. 172-
173.

Ridwan, Paradiginn Politik NU, him. 131
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barang mventaris negara. Sasaran diwan yang kedua

adalah ;

kepemilikan individu warga negara, misalnya hak gaji bagi

tentara

administrasi terkait dengan hak-hak dan

administrasi
pegawai pemerintahan,

mewujudkansyari'ah,

kemaslahatan rakyat, menjamin ketertiban rakyat yang

berkait dengan urusan dunia dan againa. Negara juga
demi

alat untuk melaksanakan

uinat
berfu

ir

n

P

pengangkatan dan pemberhentian pegawai, dll.

Orang yang pertama kali menjalankan sistem

{diwan) dalam Islam adalah sahabat 'Umar ibn

dan

pencatatan

V
ngsi sebagai lambang

kelangsungan sejarah umat Islam.

Salah satu hal yang penting

mewujudkan ketertiban dalam kehidupan bernegara dan
administrasi.

berarti

kesatuan

257

dalam upaya

bermasyarakat adalah adanya tatanan tentang

Dal

Kliattab r.a. Dalam satu pendapat alili disebutkan, bahwa

melatarbelakangi terbentuknya diwan adalah

ketika Abu Hurairah datang dari Bahrain dengan

(yang cukup banyak). Melihat itu Umar
bawa itu?" Abu Hurairah

hal yang

suatu

membawa uang

bertanya

am literatur klasik, dikenal istilah diwan yang
memiliki

, dan

ir Makna

administrasi negara. Secara bahasa, kata diwan

beberapa arti; yakni kantor, mahkamah, pengadilan , "Apa yang Engkau

membawa uang sebanyak lima ratus ribu

gkau ucapkan itu?"en
bisa berarti buku kumpulan / catatan syair-syair.

yang terakhir inilah yang dimaksudkan di sini

diwan dibuat untuk mencatat milik pemer^

wilayah-wilayah yang berada dalam kekuasaan negara
bertanggung jawab

; 259 Dari

ada

milik negara/

dan semua

i, karena itu

intah, seperti

dan

harta negara, serta orang-orang yang

atasnya, seperti para tentara dan pegaw
ai.

dari diwan
penjelasan di atas tampak bahwa sasaran

dua, pertama hal-hal apa saja yang menjadi

t

menjawab, "Saya

dirham", "Sadarkah Engkau apa yang

sahut Abu Hurairah. "Apakalr uang

berasal dari sumber yang legal?",

tidak tahu". Mendengar itu

Tanya Umar, "Ya'

yang Engkau bawa ihi

Abu Hurairah menjawab Saya

mimbar, selanjutnya mengucapkan
;  "WahaiUmar segera naik ke

puji-puji dan syukur kepada Allah, dan berkata

sekalian manuaia, han ini kita kedatangan uang yang

banyak. Bila kalian menginginkan, katra dapat mena ar an

uang tersebut bagi kalian. Jika kalian menghendalonya,
untuk kalian. Lantas

kami j

ermasuk di dalamiaya wilayah kekuasaan

uga dapat menghitungnya

sakh seorang dari mereka berdiri dan berkata, Wahar

Amirul Mukminin, sebagaimana telah Engkau eta ui

bahwa bangsa asing telah membuat suatu diwan untu

Sejarah danJ. Sayuti Pulungan, Fiqih Shjasah, Ajaran,

(Jakarta: Rajawali Press, 1997), him, 132.
A.W. Munawwir, Kamus al-Miamowir, him. 435.

Imam al-Mawardi, al-Ahkain al-Sulthanhjah, alih

Hayyie al-Kattani dan Kamaluddin Nui'din, Insah*

dan Kepemimpinan dalam Takaran Islam" (Jakarta. ^
Press, 2000), him. 380.
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Karena munculnya administrasi ini terkait dengan
mereka. Oleh karena itu, buatkanlah juga divvan seperti

ituuntuk kami."

ir

keuangan negara dan siapa saja yang berhak

tersebut, maka peserta musyawarah

urusanrr

menerima uang

berbeda-beda usulannya mengenai urutan nama dalam

daftar penerima uang, apakah berdasarkan derajat, atau

berdasarkan kedekatan seseorang dengan Rasulullah

lain mengatakan bahwa latar

belakang pembuatan divvan itu adalah suatu ketika Umar

Sementara ahli yang
P'

V\

mengutus sebuah delegasi dan dalam utusan itu terdapat

al-Hurmuzan. Kemudian ia berkata kepada

Tentang rombongan delegasi ini,
memberikan

Umar,

telah

mereka

Engkau

gaji dan lunjangan bagi keluarga

Klialid menyarankan berdasarkan(keker aba tanny a).

derajat, mulai dari Bani Hasyim, setelah itu Abu bakar serta

kaumnya, lalu Umar beserta kaumnya, baru kemudian

kabilah-kabilah yang berada dalam naungan kekhalifahan

Islam. Sistem ini tidak disukai oleh Umar, kemudian Umar

gatakan "Sistem pencatatan yang aku mginkan tidak
dari kerabat Rasulullah

men

seperti itu

masing-masing. Kemudian jika sekiranya dianta

rombongan ini ada

ra a

seseorang yang

nggota

tidak ikut serta dalam

perjalanan dan pelaksanaan tugas delegasi ini, dan la tetap
berdiam di ahabatmu yang

rumahnya Sc', lalu bagaimana

bdak ikut dalam tugas itu diketahui identitas

statusnya, sehingga aku dapat catat hal itu dalam sebuah

divvan? Setelah itu ia mengusulkan kepada

membuat suatu divvan :

dapat dicatat dengan jelas.

Abid bin Yahya meriwayatkan darfi

Nufail bahwa Umar telah bermusyawarah dengan

lain Utsinan

Walid. Masing'

menyetujn’
■  i dan

dan

Umar agar

sehingga hal semacam
itu

negara.

al-Harits bin

sahabat

ibn
untuk membuat diwan.

■^ffan, 'Ali ibn Abi

Mereka antara

Thalib, Khalid bin

masing dari mereka mengusulkan
pembentukan di

, mulailah susunarmya

saw., setelah itu dahulukan ortmg-orang yang memiliki
terdekat dengan beliau, dan begitu

kalian meletakkan Umar
hubungan keluarga

seterusnya, hingga akhimya
telEav Allah SWT tetapkan

itu, Abbas memuji
sesuai dengan tempat yang

baginya.” Mendapati kebijaksanaan
dan berkata kepadanya, "Engkau telalitindakan Umar

menyambung hubungan silaturralimi.
bermusyawarah tentang urutan

sosial.
Setelah mereka

masuk daftar penerima tunjcingansiapa saja yang
kemudien mereka bermusyawarah mengenai besaran

tunjangan sosial tersebut. Mengenai besamya tunjangan
sosial, muncul dua kriteria penentu

tunjangan ditentukan berdasarkan siapa yang

Pertama, besamya
lebih dahulu

memanggil tiga orang pemuda dari suku Quraish, y

Uqail bin Abi Thalib, Makhramah bin Naufal, dan

bin Muth im untuk menjadi pegawai pencatatnya.

dan

menyetujuiwan. Lalu Umar

221
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al-Mawardi, Administrasi (diwan)Masih menurut

negara terdiri dari empat bagian, yakni:

Bagian yang

idenlitas pribadi masing-masing

besamya gaji yang berhak diterima oleh masing-

mengurusi tentang pencatatan
tentara, dan

1.

masuk Islam dan status kekerabatan dengan Rasulullah,

dan yang kedua mengabaikan pertimbangan

artinya besamya tunjangan sosial disamaratakan. Pendapat

kedua ini disampaikan oleh Abu Bakar dan Ali bin Abi

Thalid, yang kemudian diadopsi oleh Imam Syafi'i

Malik. Sementara pendapat pertama dipegangi oleh Umar

dan Utsman, yang

dan ulama Irak.^o

Disamping terkait dengan masalah besamya gaji

dan tunjangan sosial, pemerintah juga mengupayakan

adanya diwan administrasi pendapatan dan pungutan

negara yang berlangsung setelah munculnya agama

di Syam dan Irak dengan menggunakan sistem yang

berlaku sebelumnya. Waktu itu diwan Syam

menggunakan bahasa Romawi, karena Syam sebelumnya

menjadi wilayah kekuasaan Romawi, sedangkan diwan

Irak menggunakan bahas Persia, sebab sebelumnya

menjadi bagian wilayah Kerajaan Persia. Sistem pencatatan

diwan kedua wilayah tersebut tetap berlangsung seperti itu

hingga masa Abdul Malik bin Marwan. Kemudian,

membah sistem pencatatan diwan kedua daerah itu dengan

bahasa Arab pada tahun 81 H.

tersebut,

dan

kemudian diadopsi oleh Abu Hanifah

Islana

telah

ditulis

Irak

261

masing tentara itu.

Bagian yang mencatat tentang wilayah-wwilayah

berada dalam kekuasaan negara Islam, serta

hams diambil dari
yang

pungutan-pungutan yang

2.

wilayah tersebut dan hak-hak yang hams diberikcm

kepada wilayah masing-masing itu.

Bagian yang mencatat tentang pegawai negara,

yaitu tentang pengangkatan pegawai
dan

3.

pemberhentian mereka.

klmsus mencatat tentang baitulmal.Bagian yang

yaitu tentang pemasukan dan pengeluaran yang

4.

dilakukan oleh baitulmal.

diwan itu diatur sesuai dengan

ketentuan syari'at, termasuk perinciannya. Namun, para

penuhs (penanggung jawab) diivan dapat memberikan

aturan bam yang diperlukan, sebab merekalala yang

berwenang dalam masalah tersebut.^“ Sekretaris diwan

adalah orang yang bertanggung jawab atas

Untuk menjabat tugas tersebut, seseorang hams memiliki

Keempat bagian

diwan itu.

Imam Mawardi, al_man d-Sultltamjnl,, alih bahasa.,., him. 3S2-

Imam Mawardi, d-S„lllmhjnl,, alih bahasa,.., him. 387,

384.

260

Imam Mawardi, nl_AIikam al-Sidthanhjnh, alih bahasa..., him. 389.262
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keadilan adalah nilai luhur yang hams dijunjung tinggi dan
kridibilitas pribadi dan konapetensi yang baik. Karena ia

bertugas melakukan enam hal, yakni (1) mencatat aturan-

aturan, (2) menagih pungutan nega

pembayaran yang telah ditunaikan, (4) memantau para

pegawai negara, (5) memecahkan permasalahan, dan (6)

memeriksa kezaliman-kezalimand®^

Dari penjelasan di atas tampak adanya upaya

merintah dalam menjalankan tugasnya dalam rangka

mewujudkan ketertiban dan kemaslahatan bagi rakyahiya.

Menurut hemat penulis, dari masa khilafah Islam sampai

sekarang terdapat perkembangan mengenai adininisti

negara, yaitu dengan membuat beberapa regulasi

berbagai bidang. Dalam hal pencatatan identitas dan status

warga, masa lain, pencatatan identitas dan status vvarga

hanya dikaitkan dengan persoalan gaji dan tunjang

sosial, namun lebih dari itu, sekarang pencatatan identitas

dan status warga juga dikaitkan dengan persoalan

perkawinan. Hal ini sangat wajar bahkan harus dibuatkan

aturan (regulasi) oleh pemerintah, karena merupakan

kebutuhan masyarakat dalam mewujudkan ketertiban dan

pemenuhan hak dan kewajiban bagi seluruh anggo^'*

keluarga. Jika hak dan kewajiban masing-masing angg^t^

setiap keluarga dalam suatu negara terpenuhi dan tertib/

maka bisa diasumsikan suatu negara itu

damai dan berlaku adil. Ketertiban, kedamaian hidup dai^

(3) mencatatra.

pe

■asi

dalam

an

akan tertib.pun

diperjuangkan bagi setiap insan temtama bagi pemegang

kekuasaan dalam suatu negara, karena pemerintah yang

sah menumt syara' lah yang memiliki otoritas membuat

regulasi, termasuk regulasi pencatatan perkawinan.
dari fungsi uli al-Pemerintah sebagai penjelmaan

Abu Hasan al-Mawardi memiliki dua

agama) dan fi

dunia) berhak untuk
dan

amri yang menurut

fungsi, yaitu fi harasah al-din (menjaga

siyasah al-dunya (mengatur urusan

dipatuhi oleh warga negaranya, sepanjang negara

pemerintah tersebut tidak mengajak kepada kemungkaran

dan mendatangkan kemudlaratan. Oleh karena itu, negara
-  atau dalam batas-batas tertentu pemerintah

berkewajiban mempersiapkan peraturan perundang

undangan untuk mengantisipasi jangan sampai terjadi

tindakan yang merugikan salah satu pihak, temtama piha

perempuan. Hal ini sejalan dengan kaid^ ^ yang
dimmuskan oleh Imam Syafi'i; ^ ?

4-.1 (tindakan pemimpin (pemerintah) untu

kepentingan rakyatnya

kemaslahatan).

adalah
264

mewujudkanguna

ia: Dar al-
Lihat Ali Ahmad al-Nadwi, al-Qnwd id al-Fiijhiyah (D 7 4
Qalam, 1406/1986), cet.l, him. 138.
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Mawardi, alih bahasa. . Hm. 4«.
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bisa dijadikan kajian

antara lainan,
beberapa ayat al-Qur'an yang

pembicaraan mengenai pencatatan perkawin

B. SorotanPencatatan Perkawinan

Metodologis

dalam

QS. Al-Baqarah [2]: 282
danDi atas telah dikatakan, bahwa al-Qur'an

sunnah tidak secara tegas menjelaskan menger*^^

pencatatan perkawinan. Dan kita ketahui bahwa di dalarn

kitab-kitab fikih belum ada - untuk mengatakan tidak a^a -

L5^

^3

yang membicarakan pentingnya pencatatan oleh petugas

yang diserahi wewenang oleh peinerintah (////

yakni pegawai pencatat nikah. Dalam kitab fikih hanya
ditemukan

penjelasan mengenai fungsi saksi sebagai

y  ̂ op

t -y

L7

o' ,^0=^, j' -

pengumuman dan bukti terjadinya suatu akad perkawinan.
Penjelasan

mengenai fungsi saksi inilah yang menurut

hemat penulis hams

bisa memberikan

lebih
mendapatkan pemaknaan yang

"jaminan hukum" bagi pihak-pihak

yakni dengan memposisikan pencatatan

ngsi sebagaimana fungsi saksi

pencatatan bisa tahan

dan

lebihitu. Akta

% b Q iSi pdpiji cX x
melakukan akad,

perkawinan berfu

bahkan lebih

lama ketimb
dari

3ng sa

’f ●
^ j'

T dxp JaJjl pSbJ'i l]! bv
i

ksi, karena saksi berupa manusia suatu

"^eninggal dunia.

kehidu^^'^^'^^ pencatatan perkawinan ternyata

Y3 ^ berkeluarga dirasa penting dan memiliki fungsi
s.gn.tta„, dan terbukti

perkawinan dimual

berbagai negara,

“^berikan landasan

P“kawi„an yang dibukUk

saat akan

dalaf"

tan
aturan tentang pencata

dalam perundang-undangan keluarg^

inencobamaka para ulama

metodologis perlunya pencatatan

dengan akta nikah
an

JIO Vj I'i) ijlsifj ‘iij2S5

As At i Ad 5A 'A idi^' old %
fdd d

r
i.Nj4oy

'amalah

beriman, apahila ymu

tidak secara tiinai untuk waktu yang ditentu an,

Hai orang-orang yang

.
Ada 111
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B

melakukan transaksi hutang-piutang, bahkan

adalah orang yang berhutang. Ini agar orang

memberi piutang lebih tenang, sebab penulisan

dilakukan terutama oleh orang yang berhutang.itu

mereka yang
menuliskannya. dan hendaklah seora^ig poiiilis di antarn kamti

menuhskannya dengnn benar. dan janganlali pcnidis enggnn

menuliskannya sebagaimana Allah nie)igajarkn)inya,

sndaklah ia menulis, dan hendaklah orang yang berhutang

mengmlakkan (apa yang akan ditulis ihi), dan hendaklah in

^ta oa kepada Allah Tuhannya, dan jangaiilah ia luengurangi

tpun daripada hutangnya. jika yang berhutang itu orang

J ng email akalnya atau leinah (keadaannya) atau din sendiri

«  . menginilakkan, maka hendaklah loalhn/

orano^l dan persaksikanlah denganorang saksi dari
dun

°^'r^rig-orang lel

lebih klrusus

yang

piutang

Menurut M. Quraish Shihab, setiap kata yang dihimpun

dari huruf dain (dal, ya' dan nun), termasuk kata

menggambarkan adanya hubungan antara"taddyantiim

dua pihak, salah satunya berkedudukan lebih tinggi dari

lain. Yakni ada hubungan timbal balik atau denganyang

kata lain sebagai mu'amalahd^^

Masih menurut M. Quraish, perintah menulis
aki (di antaramu). Jika tak ada

Peremuunv, daoleh) seorang lelaki dan dua orang

dua

^^orang luva^'n

saksi-saksi ih seorang mengingatkannya. Janganlah

dipan2gib Hn Oneniberi keterangan) apabila inereka

kacil maupun )omu menulis hutang itu, balk

demikian itu /mu ^^^Pai batas zvaktu membayarnya. '^ang

parsaksian dan \ ^dah dan lebih nienguatkan

karaguanmu (t p kepada tidak (meninibulkan)

^^'omalah itu 'rtmrt/rt/7mu itu), kecuali pka

kamu, niaka tidal/^‘^A^^^ jalankan di aritaiti

oda dosa bagi kamu, (jika) kaniu - ' ’

penults mbda kamu berjual beli; dan

tidak

^yrang demd- , menyulitkan. Jika kaiiin

kefasikan padT/'■ ^‘^^ringguhnya hal itu adalah
^ongajarmu; dan /T/ kertakiualah kepada Allah>

- baqarah [2]- 282) ^ ^^ha mengetahui segala sesuatH-
Perintah

ayat i

dipahami oleh banyak ulama sebagai
Demikian praktek para

utang-piutang

anjuran, bukan kewajiban.
sahabat nabi saat itu, demikian juga yang terbaca pada ayat

266

berikutnya. Pandangan seperti ini bisa dipahami, karena

kondisi saat ayat tersebut diturunkan, di kalangan sahabat

masih bisa dibilang belum banyak yang pandai tulis

menulis. Jika ini perintah wajib tentu sangat menyulitkan.

Namun demikian jika dicermati dari isyarat penggunaan

kata idzd / apabila pada penggalan ayat tersebut, yang

lazim digunakan untuk menunjukkan kepastian akan
^enulisnya. Dan
langanlah
iakukan
suatu
Allah
(QS. Al-

M.Quraish Shihab, Tafsir Al-Mishbnh: Pesan Kesan dan Keserasian al-
Qur'an (Jakarta; Lentera Hati, 2007), Volume 1, cet. Ke-11, him. 603.
bihat juga Muhammad Syarbiru al-Khatib, Tafsir al-Siraj al-Munir,
Juz 1 him. 413. Sumber: Maktabah Syamilah.
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266
ni ;

°”"S'°''angberiman,
sekepada cara redaksional ditujukai''

tetapi yang dimaksud adalah228
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/I



Penggalan ayat selanjutnya "jangan enggan

menulisnya" sebagai tanda syukur, sebab Allah telah

mengajamya, maka hendaklah ia menulis , mengingatkan

kepada para penulis (yang memiliki kemampuan), bahwa

di atas pundaknya lab tanggung jawab penulisan itu

dibebankan. Walaupun pesan ayat ini dinilai oleh banyak

ulama sebagai anjuran, tetapi ia menjadi wajib jika tidak

ada selainnya yang mampu, dan pada saat yang sama, jik

suatu hak diklaawatirkan akan terabaikan.

terjadinya sesuatu,267 niaka perintah menulis dari yang

bersifat anjuran biasa bisa

Kepastian akan terjadinya sesuatu boleh jadi berupa

pelanggaran salah satu pihak jika tidak dibuat sebuah akta

(perjanjian) yang menjadi bukti otentik terjadinya transaksi

utang-piutang di antara mereka. Penggalan

selanjutnya menggambarkan adanya pembuatan perjanjian

tersebut dilakukan secara adil, maksudnya dengan benar,

tidak menyalahi ketentuan Allala dan perundang-undangan

yang berlaku dalam masyarakat, dan tidak juga merugikan

salah satu pihak yang bermu'amalah, sebagairnana

wajib.menjadi anjuran

I
\

hukum penulisan utang-

jawab, maka
Setelah menjelaskan

piutang, penulis, criteria dan tanggung

dikemukakan tentang siapa yang

telah disepakati untuk ditulis.

? Karena dia pada posisi

memberi

mengimlakkan

kandungan perjanjian yang

la adalah yang berhutang, kenapa

dipahami dari kata adil dan di antara kamu.

Ayat ini mendahulukan penyebutan "adil” dari pada

penyebutan "pengetahuan yang diajarkan Allah",

karena keadilan, disamping menuntut adanya pengetahuan

bagi yang akan berlaku adil, juga karena seseorang ynng

adil tapi tidak mengetahui, keadilannya akan mendorong

dia untuk belajar. Berbeda dengan yang mengetahui tetapi

tidak adil. Ketika itu pengetaliuannya akan dia gunakan

untuk menutupi ketidakadilannya. Ia akan mencari celah

hukum untuk membenarkan

Ini

dau
penyelewengan

mengimlakkan yang

^  ia akan mengingkarmya.
yang lemala, jika yang

hutang, bisa jadi suatu ketika ia

®  akan mengmgkari, sebab yangLogikanya tidak

mengimlakkan yang berhutang sendiri. masalah

lainnya.

ia dan dua

saksi -

ini berbicaraBam kemudian ayat

tubs menulis maupunpei'saksian, baik dalam

Saksi terdiri dari dua orang pna atau satu pna

mengingatkan kepada

kepada penulis-supaya
mU qptelah berbicara

pabila mereka dipanggi. enulisan

Parempuan, lalu Allah

sebagairnana Allah mengingatkan

tidak enggan a

saksi, ayat ini masih mengulangi lagi yang

utang-piutang, namun penekanannya pa

menghindari sanksi. Demikian M. Quraish Shihab.^*^*^

267

M.Quraish Shihab, Tafsir Al-Mishbnir
Qur'an, Volume 1, him. 604

M.Quraish Shihab,

Qur an, Volume 1, him.604-605

(il-Pesnn Kesan dan Keserasinn
268

Pesan Kesan dan Keserasinn nl
.
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perjanjian. Artinya dalam rangka memberikan kepastian

hukum bagi para pihak yang terlibat dalam transaksi.

Sebagaimana masalah utang-piutang, perkawinan

sebagai sebuah peristiwa hukum yang mengakibatkan hak

dan kewajiban bagi pihak-pihak yang terkait dengarmya

dan segala implikasi yang ditimbulkannya,
maka

sedikit (jumlahnya kecil), sebab biasanya perhatian tidak

diberikan kepada utang yang kecil ini.

Menurut Ahmad Rofiq, ayat rniiddyanah (al-Baqarah:

282) di atas mengisyaratkan balawa adanya bukti otentik

sangat dibutuhkan untuk menjaga kepastian hukum.

Redaksinya secara jelas menggambarkan bahwa pencatatan

lebih didahulukan dari pada kesaksian, yang dalam

perkawinan menjadi rukun.^^^ Dan tidak ditemukan dalam

kitab-kitab fikih, alasan mengapa para ulama dalam hal

pencatatan perkawinan dan membuktikannya dengan akta

nikah, tidak dianalogikan kepada ayat mudd\/anah tersebut.

Dengan memperhatikan ayat juuddi/nnah di atas,

secara metodologis, status hukum pencatatan perkawinan

dalam pemndang-undangan hukum keluarga muslim di

berbagai Negara Islam yang mayoritas mengharuskan

adanya pencatatan itu, bisa didasarkan pada metode

(deduksi analogis), yaitu perintah membuat bukti otentik

secara tertulis pada transaksi utang-piutang (jual-beli) yang

tidak tunai. Pencatatan perkawinan (pembuatan akta

nikah) bisa dianalogikan dengan perintah pembuatan bukti

tercatat (perjanjian) utang-piutang karena keduanya

memiliki kesamaan 'illat, yakni terabaikannya hak bagi

para pihak yang melakukan transaksi jika tidak ada akta

F

V

pencatatan perkawinan juga menjadi suatu yang penting

dalam rangka mewujudkan kepastian hukum. Menurut

hemat penulis, qiyas yang digunakan di sini adalah qhjas

nivlaivi, artinya sesuatu yang dianalogkan (nl-far'u) itu
dalam

posisi yang seharusnya lebih mendapat perhatian

utama ketimbang hukum sandarannya (al-ashl). Karena
huku

perkawinan lebih banyak memiliki implikasi

bukum lain seperti hukum nasab dan hukum waris jika
dibandi

m

ngkan dengan hukum utang-piutang.

Sebagaimana perjanjian (akta) utang-piutang dan

serhfikasi benda wakaf, akta nikah merupakan sarana
untuk

naembuktikan eksistensi perkawinan. Artinya akta

‘ dipahami sebagai instrument (luasilah) untuk

^'^juga hak dan kewajiban seluruh anggota keluarga
dalam

adalah

uikah bisa

bingkai yuridis formal. Memenuhi hak seseorang

wujib, jika tanpa akta nikah, hak salah satu anggota
tidak

'bkah huk

kel

dapat terjamin, maka mengadakan akta

umnya juga wajib. Hal ini sesuai dengan kaidah

269

Ahmad Rofiq, Hukum Islam di Indonesit
Persada, 1995), him. 119. Gakarta: Raja Grafindo
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Sebagaimana dikutip oleh Satria Efendi, menurut

Abd. Karim Zaidan, Perbuatan-perbuatan yang menjadi

wasilah kepada kebinasaan terbagi menjadi dua :

“U yidV L-i (suatu kewajiban tidakfikih;

akan sempuma tanpa adanya sesuatu yang lain, maka

sesuatu tersebut menjadi wajib adanya). Kaidah fikih yang

lain; ^ jJ j^yi (perintah terhadap

rr

P
1.

Perbuatan yang keharamannya bukan saja karena ia

sebagai wasilah bagi sesuatu yang diharamkan.

V

mengadakanperintah untukberartisesuatu

perantaranya/wasilah (alat untuk mencapainya), dan

hukum yang ada pada perantara sama dengan hukum

tetapi esensi perbuatan itu sendiri memang haram.

Oleh karena itu keharaman perbuatan seperti itu

bukan termasuk pembahasan saddu al-zari'ah.

2- Perbuatan
yang secara esensial dibolehkan (mubah)

271
yang ada pada tujuan).

Berdasarkan kaidah fikih di atas, pencatatan nikah

dilakukan sebagai tindakan preventif dari kemungkinan

adanya tindakan pengabaian hak dari salah satu pihak.

Upaya pemenuhan hak dan kewajiban dalam keluarga

secara yuridis bisa dilakukan dengan membuat akta nikah.

Pada posisi ini, akta nikah merupakan wasilah / instrument

yuridis bagi pemenuhan hak dan kewajiban dalam

keluarga.

,

perbuatan itu memungkinkan untuk
namun

dipergunakan sebagai wasilah kepada sesuatu yang

diharamkan. Perbuatan seperti ini seperti dikatakan

Wahbah Zuhaili dibagi menjadi

Perbuatan itu
empat macam :

dapat dipastikan

Misalnya, menggali

an pintu gerbang

orang banyak dapat

menjebak siapapun yg lewat.

akan

, di dep

liiatas

mengakibatkan kebinasaan.

lubang di
tempat gelap

Selain metode qiyas, pencatatan perkawinan bisa

didekati dengan metode Sadd al-Dzari'ah. Sadd = menu tup/

al-zari'ah = wasilah/jalan ke suatu tujuan. Saddu al-zari'ah

= menutup jalan kepada suatu tujuan. Secara istilah, Abd

tempat lalu

dipastikan

Perbuatan iItu
mengandung kemungkinan,

ipun kecil, akan membawa kpd sesuatu yg

s marang. Misalnya, menjual anggur kpd

yg tidak biasa membuat khamr atau
"^inuman keras.

Perbuatan
yg pada d

Karim Zaidan mendefinisikan : jJi ^ (>
4jl

(menutup jalan (sarana) yang membawa kepada

kebinasaan atau kejahatan).

asarnya mubah,

^"■'gkinannya akan
^®bih besar

kem
270

Ali Hasaballah, Uste/flPTflsvn' (jMcW,,- /i- ●
t.t.), him. 317-318. ts/mm (Kuwait: Dar al-Ma ant,

Amir Syarifudin, Ushul Fiqh 2 (Jakari. t
rta. Logos, 1999), him. 398.

namun

membawa kebinasaan

dibandingkan kemaslahatan yang

271
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akan diraih. Misalnya, menjual senjata kepada

musuh pada saat perang. Menyewakan rumah

kepada bandar judi, dll.

d. Perbuatan yang pada dasarnya mubah karena

mengandung kemaslahatem, tetapi disamprng

itu dililaat kepada pelaksanaannya

kemungkinan membawa kepada sesuatu yang

dilarang.

Dari penjelasan di atas, bisa dipahami

pencatatan perkawinan adalah perbuatan yang pada

dasarnya mubah dan membawa kemaslahatan yang

dengan perbuatan tersebut kemudharatan (terabaikaimya

suatu hak) dapat ditutup. Atau, dengan bukti otentik/

pengingkaran terhadap peristiwa hukum (perkawinan)

dapat dihindarkan. Jadi adanya pencatatan perkawinan

yang dibuktikan dengan akta nikah bisa menutup

kemungkinan upaya salah satu pihak dalam pemenuhan

kewajibannya, padahal tidak memenuhi kewajiban berarti

melanggar aturan hukum.

Selain menggunakan metode ai

Dzari'ah, pencatatan perkawinan bisa

hukumnya dengan metode maslahat al-mursnlnh (public

interest). Menurut al-Syathibi, xnetode maslahat al-mursalah

sesungguhnya dalil qath'i, yang dibangun atas dasar

ad a

272

bahwa

qnjas dan Sadd nl-

dicari sandaran

metode induksi {istiqvaiy). Dalil ini dibangun dari

peristiwa-peristiwa yang bersifat individu (kasus-kasus)

dalam masyarakat, kemudi

umum.
ditarik kesimpulan secaralan

Misalnya

F

F
, gambaran seorang istri (dengan nikah

sim) dan anak-anaknya, jika suatu

kenyataan ditinggal
diketahui

saat menghadapi

pergi oleh suaminya dan tidak

1  entah dimana sem. entara nafkah lahir tidak

apalagi nafkah batin, lebih-lebih lagi

pekerjaan dan bar
jika tidak

diberikan.
istri tidak

menghidupi anak-anaknya,

memiliki salinan akta nikah, maka istri dan

-  tidak dapat

us

anak-

mengajukan tuntutan hakny

anak tersebut

kepada
suam

- memiliki sarana untuk

a

inya, karena tidak

^’^gajukan tuntutan

salina
ke pengad

^ akta nikah

il
● Berbeda halnya jika

seorang istri dan anak-anaknya
upaya hukum untuk

an

,

mendapatkan

melakukan
bapat

baknya
ym-ig ditelantarkan.

K^'>sus-kasus

^erutama

^^'■'^^ientasi

P^’^catata

sepertikita
di

pada fikih
s

perka

ini banyak terjadi di masyarakat
masyarakat

yang cara berfikirnya

naengabaikan

nikah sirri dan

pencatatan perkawinan

- n an dan sunnah,

a sahnya perkawinan

entries. Mereka
wi

dengan melakukan
ena bagi mereka

man.
P^ligami
bdak

dia
Par, kar
tur secara

P^rkavvij^
d

i^egas oleh al-Qu
mereka

dari
meyakini bahwiukUr

pemenuhan

berdasarkan "

-  ' ®“clah disehut bebe

syarat dan rukun

ketentuan fikih.
Berbagai

an
272

Satria Efendi, Ushul Fiqh (Jakarta ●
^^SUsnyakencana,2006), him.
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o^j'jji S J u
0,L‘o^>^-nikah sirridiakui tidak setiap

pendahuluan. Memang

mempunyai nasib sama sebagaimana gambaran di atas,

namun yang jelas seorang istri tidak memiliki jaminan

hukum akan haknya jika terjadi sesuatu yang

I
kesudan (diri)nyn orang-orang yang

sehinggn Allah memampiMn mereka
"Dan hendaklah menjaga

I ” „ knnmia-Nya. Dan budak-budak yang kamu miliki yang

mlm^nkan perjanpan, hendaklah kamu buat perjanjian

d  yan mereka, jika kamu mengetahui ada kebaikan pada meieka,

dmberikanlah kepada mereka sebahagian dari harta Allah yang

dLruniakan-Dya kepadamu. Dan janganlah kamu paksa budak

budak loanitamu untuk melakukan pelacuran, sedang mereka

sendiri mengingini kesudan, karena kamu hendak mencari
duniaioi. Dan Barangsiapa yang memaksa mereka,

keuntungan

dikehendakinya.

Dalam kaidah hukum Islam, pencatatan perkawman

dan membuktikannya dengan akta

mendatangkan maslahat bagi tegaknya rumah tangga

sejalan dengan prinsip ijJ (menolak

kemadharatan lebih didahulukan daripada memperoleh

kemaslahatan)

nikah, sangat jelas

.  Ini

Disamping ayat 282 al-Baqarah di atas, ada juga ● 7

maka sesungguhnya Allah adalah Malm Pengampun lagi Maha

Penyayang (kepada mereka) sesudah mereka dipaksa itu."

' j A u' [hendaklahPenggalan ayat

ayat yang memungkinkan bisa ditelaah kaitannya dengan

pencatatan perkawinan, yakni ayat yang membicarakan

anjuran kepada hamba sahaya menjaga dirinya

perzinahan karena belum memiliki kemampuan untuk
menikah

dari

sekaligus keinginan hamba sahaya yeng

kamu membuat perjanjian dengan mereka, jika kamu

getahui ada kebaikan pada mereka], bisa dipahamimen

mengmginkan hak kemerdekaan dirinya, dengan meminta

kepada tuannya untuk membuat perjanjian (al-kitabah)-

Yakni QS. Al-Nur ayat 33 :

adanya perintah kepada tuan untuk membuat perjanjian

memerdekakan hamba sahayanya ketika sang tuan melihat

ada nilai kebaikan (maslahah) pada mereka. Makna

kebaikan di dalam ayat ini dipahami oleh M. Quraish

Shihab, bahwa mereka akan mampu melaksanakan tugas

dan memenuhi kewajiban mereka, tanpa menjadi pengeirds

serta mampu pula memelihara diri dan agama mereka.
273
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'gj jjf j(^ ̂ M. Quraish Shihab, Tnfsir al-Mishbnh: Pesan, Kesnn dan Keserasian Al-

Qur'an (Jakarta; Lentera Hati, 2002), Volume 9, him. 339.
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B

untuk
Ayat ini dimaksudkan oleh penulis

mendukung pemahaman bahwa sebuah perjanjian (bukti

otentik) sebuah transaksi apapun termasuk pembuatan

akta nikah dan ahta pemerdekaan seorang hamba sahaya

memiliki fungsi yang signifiPan dalam rangka pemenuhan

hak dan kewaji^^ pdaak. Penulis memahami

penggalan ayat "ji^^ kamu it\engetahui ada kebaikan pada

gebagai alasan sebuah perjanjian yang

dikehendaki ha^'^^ sahaya itu hendaknya diturutkan oleh

tuannya. Kar^^^^ dengan k^irierdekaan yang diperoleh,

seorang hamh^ ^^’^'^apatkan nilai maslahat yang

mereka

lebih besar, ni^^^ ^ "^an nilai diri secara naanusiavvi

(karena hamh^ ® ^^^ai separoh dari orang merdeka).

Karena itu ^^^^tkawinan yang juga banyak
memberikan Maslahat bagi para pihak, juga

dianal^^^^jgj^g^ anjuran pembuatan akta

^

bisa

ba sahaya.perjanjian

BAB V

PENUTUP
F

t

A.
Kesimpulan

Sesuai dengan focus pertanyaan penelitian, dari

yang telah dipaparkan pada bab II sampai bab

IV, dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut :

data-data

1.
Pembahasan ten tang pencatatan perkawinan dalam

kitab-kitab fiqih konvensional tidak ditemukan.

Sejauh ini hanya ditemukan konsep nikah sirri dan

pembahasan tentang fungsi saksi dalam

perkawinan. Hal ini memperkuat keyakinan, bahwa
masalah

pencatatan perkawinan memang erat

hubungannya dengan masalah saksi (fungsi saksi

)dalam perkawinan. Semua ulama mewajibkan

^danya saksi dalam

Malik
perkawinan, kecuali Imam

yang lebih mengutamakan fungsi saksi
sebagai

hadirnya saksi.

sarana pengumuman, tidak sekedar

Karena itu al-Kasani mencoba

tersebut dengan

ada dalam akad

fungsi utamanya adalah

^ginformasikan terjadinya perkawinan.

^^nggabungkan dua pendapat

^^ogatakan, bahwa saksi harus
nikah.

yang

240
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tuk
ini dimaksudkan oleh penulis unu

Ayat

mendukung pemahaman bahwa sebuah perjanjian (bukti

otentik) sebuah transaksi apapun termasuk pembuatan

akta nikah dai^ P^merdekaan seorang hamba sahaya

memiliki fungsi yang signifikan dalam rangka pemenuhan

hak dan kewaji^^ ̂ lagi para pilaak. Penulis memaharni

penggalan ayat "jiha kamu ruengetahui ada kebaikan pa

ggbagai alasair sebuah perjanjian y^^§

da

mereka

BAB V

PENUTUP
F

1

A.
Kesimpulan

Sesuai dengan focus pertanyaan penelitian, dari

dikehendaki ha’^^^ sahaya i^^^ hendaknya diturutkan ol^h

tuannya. Kar^^^ dengan kemerdekaan yang diperole^,

seorang haro^^ ^^^dapatkan nilai maslahat yang

lebihbesar, ̂̂ ilai h^hehasan manusiawi
sahaya diirii

(kare

data-data

IV, dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut:

yang telah dipaparkan pada bab II sampai bab

I.
Pembahasan tentang pencatatan perkawinan dalam

kitab-kitab fiqih konvensional tidak ditemukan.

Sejauh ini hanya ditemukan konsep nikah sirri dan

pembahasan tentang fungsi saksi dalam

perkawinan. Hal ini memperkuat keyakinan, bahwa

H separoh dari orang merdelm)-

Hga bany^k

maslahat bagi para pihak,
aktaanjuran pembuatan

na hamb^

Karena itu

memberikan ̂

bisa dianaH^

perjanjian pe

kan deng^

grdekaan
h

h

masalah pencatatan perkawinan

hubungannya dengan masalah saksi (fungsi saksi

)dalam perkawinan. Semua ulama

adanya saksi dalam perkawinan, kecuali Imam
Malik

memang erat

mewajibkan

yang lebih mengutamakan fungsi saksi

\ba sahaya.

pengumuman, tidak sekedarsebagai

badirnya saksi. Karena

sarana

itu al-Kasani mencoba_ t/PT '

^^^Sgabungkan dua pendapat tersebut dengan

^engatakan, bahwa saksi hams ada dalam akad

nikah.
yang fungsi utamanya adalah

^enginformasikan terjadinya perkawman.
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m H

sunnah tidak secara tegas3. Al-Qur'an dan

menjelaskan mengenai pencatatan perkawinan.

Namun secara metodologis hukum Islam, status

perkawinan dalam perundang-pencatatan

perundang-undangan perkawinan

di beberapa negara

2. Secara umum

muslim kontemporer

gharuskan pencatatan perkawinan, kecuali Al-

Jazair yang hanya menyatakan bahwa nikah boleh

dilakukan setelah mendapat pengesahan dan

pegawai berwenang, tidak menjelaskan aturan

pencatatan perkawinan. Namun mereka berbeda

mengenai rincian keharusan pencatatan perkawinan

tersebut. Jika dikelompokkan, mereka terkelompok

men

ir

rr

P

undangan keluarga di berbagai negara, dapat

dicarikan sandaran metodologisnya, yakni dengan

V

minimal tiga metode ; (1) metode qhjns (analogi),

yakni menganalogikan dengan perintah membuat

bukti otentik adanya transaksi utang-piutang

tidak tunai (QS. Al-Baqarah ;282), dan perintah

membuat perjanjian bagi budak mukatab (QS. An-

Nur ; 33), (2) metode sadd al-dzari'ah dan (3) metode

maslnhnh mursalnh. Menurut al-Syathibi, metode

mnslnJmt al-murmlah sesungguhnya dalil qath'i, yang

dibangun atas dasar metode induksi {istiqrniy).

secara

menjadi tiga yaitu :

1. Kelompok negara yang menetapkan pencatatan

sebagai satu kewajiban, dan pihak yang

melanggar mendapat hukuman,

perkawinannya tidak memiliki kekuatan

hukum. Negara-negara yang masuk dalam

kelompok ini antara lain : Brunai, Singapura,

Mesir, Iran, Irak, Yordania, dan Tunisia.

2. Kelompok negara yang menjadikan pencatatan

sebagai syarat administrasi,

menegaskan status dan

perkawinan yang tidak dicatatkan. Antara lain

negara Maroko, Libya, dan Lebanon.

Negara yang masih mengakui perkawinan yang

tidak dicatatkan meskipun mengharuskan

pencatatan perkawinan. Hanya Syiria negara

yang masuk tipologiketiga ini.

atau

tidaknamun

akibat hukum

B.
Saran-saran

Karena masalah pencatatan perkawinan ini tidak

^n dalam sumber utama hokum Islam, maka
dijelask

^Pai kapan pun ada peluang untuk dicari sandaran

'^ologisnya selain dengan tiga metode tersebut di atas.

So ● perlu juga diteliti lebih mendalam konteks

y niasyarakat dari
unda

perk

Di

^gannya

sekali
menghar

^'^wina

negara-negara yang perundang-

uskan dan ada juga negara yang

tidak membahas masalah pencatatan
n.
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